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Nama : Chandra Sugiarto 
Program Studi : Hukum Ekonomi 

ABSIRAK 

Judul : Dualisme Pengaturan Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank-Bank 
BUMN 

Tesis ini membahas mengenal duaJisme penyelesaian masalah kredit bermasalah 
(Non Performing Loan) bank-bank BUMN. Di satu sisi menurut UU No. 491Prp/1960 
Tentang Panitia Urnsan Piutmg Negam (PUPN) yang mengatUr bahwa kredJt 
bermasalah Bank BUMN merupakan piutmg negara sehingga harus dlselesaikan 
melalui Panitia Urnsan Piutang Negara (PUPN). Pendapat ini didukung oleh UU No. 
17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatUr bahwa kekayaan BUMN 
merupakan keksyaan negam. Dampak dari pengaturan ini adalah pengaturan UU No. 
15Tahun 2006 Tentang BPK bahwa BPK berhak untuk memeriksa keuangan BUMN 
yang saharusnya berwenang memeriksa keuangan BUMN adalah akuntan publik. Di 
sisi lain, UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur 
bahwa keksyaan yang dlmiliki oleh BUMN terpisah oleh keksyaan negara dan 
pengelolaanya dldasarkan alas prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pendapat ini 
didukung pula olah UU No. I Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang 
mengatur bahwa yang termasuk ke dalarn piutang negara adalah jumlah uang yang 
wajib dlhayar kepada pemerintah pusat. Pendapat ini kemudian didukung oleh Fatwa 
Makarnah Agung No. WKMA/Yud120NIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006. Cara 
penyelesaian kredit bermasalah Bank-Bank BUMN dllalrukan melalui cara-cara yang 
lazim digunakan dl dalam duma perbankan. Penelitian ini menggunakan kajian 
hukum nonnatif. Pengumpulan data diJalrukan melalui penelitian kepustakaan 
(library research). Penelltian ini menyarankan bahwa perlu dladakan suatu 
bermoniS3!!i antara UU No. 19 Tahun 2003 dengan UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU 
No. 49/Prpll%0 jo. UU No. 15 Tahun 2006 den peruturan perundang-undangan 
turunaonya; perbaikan isi UU No. 19 Tahun 2003 dlhapuskan pasal 71 ayat (2) bahwa 
BPK berweuang memeriksa BUMN. Hal ini menyesalkan masyarakat ksrena sudah 
jelas bahwa yang berhak memeriksa BUMN adalah akantuo publik; 

Katakanci: 
Keuangan Negara, Bank BUMN 
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Study Program 
Title 

ABSTRACT 

: Chandra Sugiarto 
: Economic Law 
: Dualism Regulation Settlement Non Performing Loan of State 
Owned Banks 

The focus of this study is about dualism regulation settlement non performing loan of 
state owned banks. In one side, according to UU No. 49/Prp/1960 about Panitia Urusan 
Piutang Negara (PUPN) regulates that non performing loan of state owned banks is a 
credit of state, the settlemet must according to Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). 
This statement is being support by UU No. 17 Tahun 2003 about State Finance that 
regulates the wealth of state owned enterprises is wealth of state. The effect of this 
regulation is UU No. 15 Tahun 2006 about BPK regulates that BPK have authority to 
check state owned enterprises wealth, the one supposed to check it is public accountant. 
In other side, UU No. 19 Tahun 2003 a.bout State Owned Enterprises regulates that the 
wealth that owned by state owned enterprises is separate from the state wealth and its 
management is according to the health corporation principles. This statement is support 
by UU No. 1 Tahun 2004 about State Treasury that regulates the one that referred by 
state credit is amount money that must pay to central govenunent. This statement also 
support by Fatwa Makamah Agung No. WKMANud/20NIII/2006, date 16 Agustus 
2006. the way to settle non performing loan of state owned banks is by using the way that 
usually do in banking world. This study is using normative law perspective. The data are 
collected by library research. This study suggests that there must be a harmonization 
between No. 19 Tahun 2003 with UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU 
No. 15 Talmn 2006 and other regulation derivatives; correction content of UU No. 19 
Tahun 2003 article 71 point (2) must abolished because BPK have aouthority to check 
state owned enterprises. This article is make misleading to society because it is clear that 
the one that has authority to check state owned enterprises wealth is public accountant. 

Key words: 
Public Finance, State Enterprises Banks, Receivable State Enterprises Banks 
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1.1 Latar Belakang Masalab 

BABI 

PENDAHULUAN 

Perobabao ketiga UUD 1945, kbususnya ketent\lll!l Undang-Undang Dasar 

yang mengatur bidang keuangan negara telah membawn <hunpak bukam yang 

sangat serius bagi pemerintah maupun badan usaha balk milik negara, dnerah 

maupun swasta. Keadnan ini dipersulit lagi dengan badimya tiga paket undang­

undang yang rnengatur keuangan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kouangan Negora, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor l Tahun 2004 Tentang Peroendaharaan Negara, dan Undang­

Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggang 1awab Keuangan Negara, 1 

Dengan sering barkembangnya jaman, di Indonesia banyak bermunculan 

perusahaan-perusabean yang bergerak di berbagai bidang. Modnl-modnl 

perusahaan yang adn di Indonesia tidak banya disetor oleh pihak swasta saja 

namun juga adn yang disetor oleb pemerintah maupun gabungan dari pibak swasta 

dan pemerintah. Modal yang disett>rkan oleh pemerintah saja maupun gabangan 

antara pemerintah dan swasta dbaunakan Badan USllba Milik Negara (BUMN). 

BUMN ini bergerak di berbagai bidang, salah satunya adnteb di daiam bidang 

perbenkan. 

Definisi BUMN menurut Pasal I angka I dari UU No. 19 Tahun 2003 

tentang BUMN adntah sebagai berikut ini: 

BUMN adalah badan usaba yang seluruh atau sebegian besar 
modalnya dimiliki oleh negara me!alui penrertaan seeaxa 
langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. 

1 Arifrn P.Soeria Atmadja (1). Keuangan Puhfik Do/am Perspektif Hukum Teori, Pniklfk 
don Krllilt. (JakartB: PT. R.a~grafinOO Pernada., :!009). Hal. 83. 

1 Indonesia {a), Undang-Undarlg Republik lrrdOf!esia NomQI' 19 Talrun 2003 Tenta:ng 
Badan Usaha Milil. Negara Lembaran Negara Republik lndorMsia Tohun 20t'J!J Nomor 70 
Tambahan Lembaran Negara Repubfiklndanesla Nomor 4297. l>asa! 1 Wlgka I. 
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BUMN menurut bentuknya ini dapat dibedakan menjadi dua (2) buah 

bentuk yakni: 

I. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adulab 

BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbugi 

dalam saham yang selurub atau paling sediklt 51 % (lima pulah 

satu person) sahanmya dimilikl oleh Negara Republik Indonesia 

yang tujuan utumanya meng<;jar keuntungan' 

2. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalab 

BUMN yang selurub modalnya dimiliki negara dan tidak teroagi 

alas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa 

penyediaan barang danfatau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus 

mengejar keuntungan berdasarkan primip pengelolaan 

perusahaan.4 

BUMN bergerak di berbagai bidang ekonomi, salah satunya adalab di 

bidang perbankan. BUMN yaJig butgerak di bidang perbankan adalah:' 

1. PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero) 

2. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Thk 

3. PT. Bank Rakyat lndon""ia (Persero) Thk 

4. PT. Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero) 

5. PT. Bank Mandiri (Persero) Thk 

J ibid. Pas.all ang,ka 2 
~Ibid. Paml I angka 4. 
~ Wikipedia. D::iftm Bank di Indonesia. httJdlicL\\ilipedia.orglwiki!Dai\ar_hank. 

di_Indonesia. dtunduh pade tanggaf 31 Agustus 2009. 
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Posisi bank-bank BUMN dalam perbankan Indonesia dapat dilihat di 

dalam rekapitulasi institusi perbankan di Indonesia Desember 2008, seper1i 

diagram di bawah ini.' 

BANKUMUM 
(124) 

I 
BANK BANK 

PEMERINTAH SWASTA 
(5) (119) 

I ' ! 
BANK BANKUMUM BANKUMUM 

PEMBANGUNAN SWASTA(88) SWASTA 
DAERAH(26) SYARIAH(S) 

I I 
BPDUNIT BANKUMUM 

US AHA SWASTAUNIT 
SYARIAH (IS) US AHA 

SYARIAH (13) 

Bank-bank BUMN ini soma seperti bank pada umumnya lwena 

mempunyai kredit bermasalah. Kredit bermasalah di dahnn istilah perbankan 

dinarnakmt Non Peiforming Leon (NPL). Definisi NPL adalah kredit dahon 

kualitas kurang lancar, diragukun dan macet7 

Menurut data statistik yang diperoleh dari Bank Indonesia menunjukan 

bahwa NPL yang dipunyai bank-bank BUMN ini sangatlah besar. Pada Desember 

~ Jnstitu.ri Perbankan Indonesia. iJttp://www.bl.go.idlweblid/Perbankanllkhtisar+ 
Perbankanl Lembagn+Perbankan/. Diundtlh pada tangglll l September 2009. 

1 Statistik Perbanlon Indonesia. Vol 7 No 7 Tahun 2009. HaL XU. 
http://\\'WW.hl.go.id/~-eblid/ StatistikJStatistik:+Perbankan'Statistik+Perbartkan+Indonesia!SPl_ 
0609.htm, dlunduh pads tanggal 31 Agusrus 2009. 
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2004 total NPL sebesar 13.111 milyar rupiah, sedanglam pada bulan desember 

2005 toml NPL sebesar 37.813 milyar rupiah. Pada waklu berlakunya PP No. 14 

Tabun 2005 Tenbmg Tam Can!. Penghapusan piutang Negam/Daetab terjadl 

peningkatan dmstis NPL yang dapat dilibat di atas dari 13.111 milyar rupiab 

menuju 37.813 milyar rupiab.' 

Pada waklunya berlakunya PP No. 33 Tabun 2006 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemarintab Nomor 14 Tabun 2005 Tenmng Tam Can!. 

Pengbapusan Piumng Negara/Daerah, total NPL pada mbun 2006 berjumlah 

30.803 milyar rupiab. Ada sedikit penurunan dari mbun 2005 menuju ke mbun 

2006. Jumiab NPL pada mbun 2007 beJjliilllab 23.148 rnilyar rupiab. Dllll pada 

Desember 2008 jumlah NPL 17.594. Namun pada akhir mbun 2009 jumlah NPL 

adalah 25.160.9 

Teljadi peningkatan NPL pada ta1um 2009, dllll yang perlu diperhall"kan 

adalab dengan berlakunya PP No. 33 Tabun 2006 temp saja tidak menyelesaikan 

pennasalah!lll NPL pada hllllk-bank BUMN. 

Mengenai kredit bennasaiah ini mengundang suatu kontroversi diantara 

dua buab pendapat yailu: 

l. Pendapat pertmna mengatakan behwa ini merupakun piutang 

negara. Penyelesaian kredit bennasalah harus dilak:ukan menurut 

UU No. 49 Prp Tabun 1960 Tenmng Panitia Urusan Piumng 

Negam 

2. Pendapat kedua mengamkan babwa kredit berrnasalah Uri bakun 

merupakan piumng negora sehingga penyelesaian kredit 

bermasaiah hllllk-hllllk BUMN di!akukan menurut cara-cara Yllll!! 

lazim di!akukan di dahun dunia perhllllkan 

Pihak yang berpeedapat behwa kredit bermasalab ini rnerupakun piumng 

negara beriandaakan pada pasal 8 Undang-Undllllg No. 49 Prp Tabun 1960 

Tenmng Panitla Urusan Piutang Negara berbunyi sehagai berikut 

"Yang dimaksud dengan piutang Negara amu hutang kepada 
negara oleh peratwan ini, ialah jum!ah uang yang wajib 
dibayar kepada negara atau bedan-badllll yang baik secara 

8 lbld. Hal. 40. 
~Ibid. 
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langsung amu tidak Iangsung rlikuasai oleh ner,ra berdasarkan 
suatu peraturan, petjanjian a tau sebab apapun." 0 

5 

Di dalarn penjelasan pasal8 pada Undang-Undang No. 49 Prp Tahun I %0 

Tenmng Panitia Urusan Piumng Negam yang sama berbunyi sebagai berikut: 

"Dengan piumng negarn dimaksurlkan hulling yang: 
l. Langsung terhumng kepada negara dan oleh karena itu barns 

dibayar kepada pamerinlah pusat atau pemerinlah daemh. 
2. Temumng kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan 

modalnya seb8gian atllu seluruhnya milik negara, miselnya 
bank-bank negara, PT-PT negara, perusehaan-perusahaan 
negara, yayasan parbekalan dan parserliaan, yayasan urusan 
baban makanan dan sebagainya. Hutang psjek temp 
merupakan piulang negara, akan tetapi diselesaikan tersendiri 
dengan undang-undang panagiban pajek negara dengan sural 
paksa."ll 

Menurut pasal 12 ayat I Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1%0 Tenmng 

Panitia Urusan Piutang Negara berbunyi seb8gai berikut 

"lnslansi-instansi pemerinlah dan badan-badan negam yang 
dimeksudkao dalam pasal 8 peratumn ini diwajibkan 
menyerahloin piutang·piutangnya yang edanya dan besaraya 
telah pasti menurut hukum akan tempi penanggnng humngnya 
tidak mau me)unasi sebagaimana mestinya kepada Panitia 
Urusan Piutang Negara." 11 

Di daban pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tenmng 

keuangan negarn berbunyi sebagai berikut: 13 

"Keuangan negam sebagaimana dimeksud dalam Pasal l angka 
1. meliputi: 

a. Hal< negara untnk memungnt pajak, mengeluarkan dan 
mengetiarkan uang, dan rnelekakan pilljarnan; 

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas 
layanan umum pemerintahan negara dan membayar 
tagiban pihek ketigs; 

c. Penerimaan Negara; 

Ill Indonesia {c). Untiong-Undang R£puhlik Indonesia Nomw 49 Taliun 1960 Tentang 
Pa.nitia Uni.San Piutang Negara Lemlxuan Negora Rcpublik Indonesia Tahun J961J Nomor 156 
Tambahan Lemboran Negara Rcpublik lndonuia Ncffl()r 1104. Pasal 8. 

11 Jbfd. penjclasan paso.! 8. 
12 Ibid. Pasal t2 ayat 1. 
13 Indonesia (d), lJmhng-Undang RepttMk Indonesia Ncmor 17 Tahun 2001 Tentang 

Keuangan Negara l.emharan Negara Republik lmkmeliia Talnm 2(){)3 Nomor 47 Tambahan 
Lemboran Negara Repubfik lnd<mtJia Nomar4286. Pasal 2. 
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d. Pengeluaran Negam; 
e. Penerimaa.n Daerah; 
f. Pengeluaran Daerab; 
g. Kekayaan negaralkekayaan daerah yang dikelola 

sendiri atau oleh pibak lain berupa uang, sural berbarga, 
piutang, harang, ser1a hak-hak lain yang dapat dinilai 
dengan uang, tennasak kekayaan yang dipisahkan pada 
perusahaan negara/ perusahaan daerah; 

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasei oleh pemerinteh 
dalam rnngka penyelenggaraan tugas pemerintehan 
danlatau kepentingan umum; 

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan 
menggunakan fusilitas yang diberikan pemerinfnh.• 

Dari pasal 2 Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan 

negara di a Ills pada huruf g dapal dilihat bahwa kakayaan negara/kekayaan daerah 

yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, sutat berhaiga, piulang, 

harang, ser1a bak-bak teht yaag dapal dinilai dangan nang, tennasak kekayaan 

yang dipisehkan pada perusahaan negaral perusehaan daerah. modal BUMN 

merupekan kakayaan negara yang dipisehkan oleh karena itu keuangan BUMN itu 

termnsuk ke dalam keuangan negara sebingga kredit hennasalah dari henk BUMN 

itu adateh piu!ang negara. Deegan kesimpulan tersebut meka kredit bennasalah 

henk BUMN merupakan hegian dari keuangan negara dan penyelesaiannya barns 

herdasarkan UU No. 49 Prp Tahun 1%0 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara. 

Pendapat yang kodua mengalakan bahwa kredit hermasalah dari Bank 

BUMN bukanteh piutang negara NPL ini bukan merupakan piutang negara 

sehingga penyelesaian NPL bank-bank BUMN dilakukan menurut cara-<lOI'Il yang 

lazim dilakukan di dalarn dunia perheukan. 

Menurut pasal 4 ayat I Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang 

Badan Usaha Milik Negara herbunyi: 

"Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara 
yang dipisahkan," 14 

14: lndonesia(a). Op.Cit, Pusal4 ayat 1. 
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Penjelasan pasal 4 ayal (I) Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang 

Badan Usaha Milik Negara berbunyi: 

"Yang dimaksud dengan dipisahkan arlalah pemisahan 
kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara untuk dijadikan pell)'erlaan modal negara pada BUMN 
untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolsannya tidak lagi 
didasazkan pada sisrem Angganm Pendapatan dan Belanja 
Negam, namun pembinaan dan pengelolaannya didasazkan 
pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat." " 

Menurut pasal I angka 6 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbenda.baraan 

Negara menjelaskan mengenai piutang negara. Definisi tersehut adalah sebagal 

berikut ini: 

"Piutang negara adalah adalah jumlah uang yang wajib dibeyar 
kepada Pemerinlah Pusat danlatau hak Femerinillh Pusat yang 
dapat dinilai dangan uang sebcgai aidhat peijanjlan atan aidbat 
lainnya berdastukan pemturan nerundang,undangan yang berlaku atau akibat Jainnya yang sah.nl~ ......... -- · 

Pendapat ini didukung oleh Fatwa Makamah Agung No. 

WKMA/Yud/201Vlll12006 yang menyatakan bahwa piutang dari BUMN bukan 

merupakan piutang negara. 

Dengau adanya dua buab pendapat ini mengeoai kredit bennasalah Beuk 

BUMN maka bal ini menimbalkan ketidak;ielanan mengenai pengelolaan kredit 

bermasalah dari Benk BUMN. Di satu sisi kredit bermasalah Bank BUMN 

dianggap sebagai piutang negara dan barus diserahkan kepada Panitia Urusan 

Piutang Negara dau di sisi lain kredit bermasalah Bank BUMN bukan merupukan 

piutang negara sebingga cora penyelesaiaull)'a didasazkan kepeda prinsip-prinsip 

perusahaan yang sebal 

1-' Ibid. Penjelasan pnsal 4 nyat 1. 
1 ~ Indonesia (b). Undtmg-Undll'flg Republik Indonesia Nomor I Tahun 2004 Tenfang 

Perbcndalwman NegQra Lembaran Negara Repubflk Indonesia Talnm 2004 Nomor 5 Tambalran 
Umbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355. Pasall angka 6. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari !alar belakang di alas mengenai piutang BUMN dapal diWik 

pennasalahan-permasalahan sahagai herilrut ini; 

I. Bagaimana smtus hulrum piutang hank BUMN dalam rangka 

pengelolaan perekonomian negara? 

2. Mengspa kredit hennasalah (NPL) BUMN sampai saat ini tidak dapat 

diselesaikan? 

1.3. Tujuan Penelilian 

l. Untuk mengetahui smtus hulrum kredit hennasalah Bank BUMN dalam 

rangka pangelolaan perekonomian negam 

2. Untuk mengstahui kredit hennasalah (NPL) BUMN sampai ..,.t ini tidak 

dapat diselesaikan 

1.4. Keraugka Teori 

Keuangan negam herlandaskan pada Bab VTII pasal23 UUD 1945 dengan 

judul "Hal Keoangan". Pasal-pasal yang herlmlam dengan kauangan pada UUD 

1945 dapat dilihat pada hagian di hewah ini, yaitu; 

"Pasal2317 

(I) Anggaran pendapatan dan helanja negara sebagai Wlijud 
dari pengelolaan keunegan negam ditetapkan setiap tahun 
dengan undang-undaug dan dilaksanakan seeara terbuka 
dan hertanggnng jawab untuk sehesar-besamya 
kemakmuran mkyat. 

(2) Raneangan undang-undang anggaran pendapatun dan 
helanja negarn diajukan oleh Presiden untuk dihahas 
bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperharikan 
pertimbangsn Dewan Perwakilan Daerah. 

(3) Apabila Dewan PeiWaki!an Rakyat tidak menyetujui 
raneangan anggaran pendapatan dan helanja negam yang 
diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjaJankan 
Anggaran Pendapatun dan Belanja negsra tahun yang lalu. 

17 Indonesia (e). Undang..Undang Dast11" 1945. Pase:l23. 
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Pasal23A 
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 
keperluan negara diatur dengan undang-undang. 13 

Pasai23B 
Macam dan harga mala uang ditetapkan dengan undang­
undang. 19 

Pasai23C 
Hal-bal mengenai keuangan negara diatur dengan undang· 
undang. 20 

Pasal23D 
Negara memiliki suatu bank sentrat yang susuru.m,. 
kedudukan kewenangan, tanggung jawab, dan 
indepedensinya diatur dengan undang-undang. 21

" 

9 

Berdesorkan pasal23 C UUD 1945 ini memberikan landasan kepade UU 

No. 17 Tabun 2003 Tenlang Keuangan Negoro. Hal ini dapat dilihat di dalam 

pertimbangan UU No. 17 Tabm1 2003 Tentang Keuaugau Negoro. 22 Di dalam 

pertimbangan UU No. 17 Tabun 2003 Tentang Keuaugan Negarajuga dijelaskan 

bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan 

bemegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan 

nang'' 
Dari ketentuan pasal 23 tersebut dapat diketahui babwu inti pengarasan 

keuangan negara adalah dabun bantak pengeloluan Anggaran Pendapalon dan 

Belanja Negara. 24 

Pelaksanaan APBN ini mulai 1 April sampai dengan 31 Maret lllhun 

berikutnya. APBN penyusunannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan 

negara,. dan karena itu a.nggaran negara dilakukan dengan menganut prinsip 

berimbang (balance-budget), yakni untak menyesuaikan pengeluaran dangan 

penarimaan keuangan negara sedemlkian rupa sehingga pemarinlllh dapat 

t! Ibid. ~123A. 
Ill Ibid. Pasal 23B. 
lO lbfd. Pasa! 23C. 
~~ Ibid.l'<lsai23D. 
22 Indonesia (d). Op.Cil. Pertimbangan hurufb dan c. 
~~ Ibid. Pertimbangan huruf a. 
24 Ujar~g Bahllf. Hukum dan Pengurusan KeU(JJigQ/1. Negara. (Ja.kartu:Penerblt dan llalai 

Buku !chtiar Baru, 1986). 7. 
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menghimpun lllbungan pemerinlllb Jlllllg diperlulam bagi pembiayaan 

pembangunan.25 

Menurut Undong-Undeng No. 17 Tahun 2003 Tenll!ng Keuangan Neg.,. 

pasall angka I yang berbunyi sebaai berikut: 24 

"Keuangan ne~ adalah semua hak den kewajiban negarn 
yang dapat dinilai dengan uang, scrta segala sesuatu baik 
berupa uang maupun berupa barnng Jlllll8 dapat dijadikan udlik 
ne~ berbubung dengan pelaksanaan bak den kewajiban 
tersebut." 

Di da!am pasal 2 Undeng-Undaug No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negam beibunyi sebegal berikat21 

Hal. 2. 

"Keuangan N~ sebagalmana dimaksud dalam Paso! I 
angka I, meliputi: 
a. Hak ne~ untak memungat pajak, mengeluarl<an den 

mengedarkan uang, den melakukan pinjaman; 
b. Kewajiban ne~ untak menyelenggatakan tugas ISJillllafi 

umum pamerinlllban ne~ den membeyar !Bgihan pihak 
ketiga; 

c. Penerimaan Negara; 
d. PengeluamnNegarn; 
e. Penerimaan paerah; 
f. Pengeluaran Daerah; 
g. KekeJillllD negan31kekaJillllD daerah yang dikelola sendiri 

atau oleh pihak lain berupa uang, sural berbarga, piutang, 
hamng, serta bak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, 
tennasuk kekayaan yang dipisahkan pada perosehaan 
negaral perusehaan daerah; 

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerinlllb dalam 
rangka panyele~ tuges pemerinlllban danlatau 
kepentingan umum; 

i. KakaJillllD pihak lain yang diperoleh dengan menggunakao 
tasilitas yang diberikan pemerinlllh." 

~~ Basit Barlhos. Pengetohuan Anggaran Belunja Negara. (Jakarta: Bumi Aksara,. 1990). 

2~ indonesia (d). Op.Cit. Pasall angka L 
21 Ibid. Pasa,l 2. 
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pengeluaran negarn, pendapatan negarn, perpejakan, keuangan negarn, dan 

anggaran negara. 29 

Adapun bidang adminislrasi keuangan anmm loin sebagai berikut:30 

I. Pengurusan, pertanggungjawaben dan pengawasan alas keuangan negara 

2. Pemerintah yang memegang pimpinan (management) di bidang keuangan 

3. Penguasa-peaguasa yang diserahi penyelenggaraan penguasaan dan 

pengurusan keuangan unluk boginanya masing-masing. 

4. ~abat-pejabat yang dismhi tugas penyimpanan sebogian dari keuangan 

berupa uang dan bamng 

5. Apan~tur pengawasan alas penyelenggaraan penguasaanlpengmusan 

kenangan 

6. Hal ikhwal yang menyangkul pertanggungjawaban alas 

pengurusonlpenguasaan kenangan 

7. Hal ikhwal yang menyangkut lata pembukuan 

8. Cara-cara menjalankan peradilan administrasi di bidang keua.ngan. 

Sesuai dengan amanat pasal23 C Undang-Undang Dasar 1945, Undang­

Undang tenmng IUruangan Nega:ra perlu menjabarl<an aturan polook yang telab 

ditetapkan dalam uudang undang dasar tersebut ke dalam asas·asas umum yang 

meliputi balk asas-asas yang telab lama dikenal dalam pengelolaan keuangan 

negara. seperti asas tahunan. asas universatitas~ asas kesatuan. dan asas spesialitas 

maupun asas-asos baru sebagai pencerminan hesl prt;~Ciises (penerapan kaidah­

kaidab yang baik) dalam pengelolaan kenangan negarn, antarn lain:31 

(I) akuntabilitas berorienlasi basil, 

(2) proresionalitas, 

l'!l Abdullah. Sistem Admlnistrasi Keuangan Negara Jilid 1. (Jakarta: Bhmtara Karya 
Aksara, 1982}. Hal. 4 

10 M. Subaglo. Huli:wn Keuangon. Negqra TU. (Jakarta: Raj11wali Pers. 1938). Hal. 34. 
H Soepomo.Op, Cit. 
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Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara pada 

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 ini adalah dati sisi objek, subjek, proses 

dan tujuan. Pendekatan-pendeketan yaitu:" 

(1) Dari sisi objek, yang dimekaud dengan keuangan negara meliputi semua 

bek dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, tennasuk 

kebijakan dan kegiatm daban bidang fiske!, monerer dan pengelolaan 

kekeyaan negara yang dipisahkan, serll! sega!a sesuatu baik berupa uang, 

maupun barang yang dapat dijadiken milik negara berhubung dengan 

peluksanaan huk dan kewajiban tersebul 

(2) Dari sisi subjek, yang dimllksud dengan keuangan negara meliputi selurub 

objek sebaguimana tersebut di alas yang dimiliki negarn, dan atau dikuas& 

olah pemerintah pusa~ pemerintah daerah. perusahaan neguraldaerah, dan 

badan lain yang ada keitannya dengan keuangan negara_ 

(3) Dari sisi proses, keuangan negam mencukup selurub rangkeian kegiatan 

yang berkeitan dengan pengelolaan objek sebagaimana rersebut diatas 

mulai dati perumusan , kebijakan dan pengarabitan keputusan sampai 

dengan perll!nggungjawahan 

(4) Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi selurub kebijukan, kegiatan dan 

hubnngan bulaun yang berkeitan dengan pemilikan dan atau penguasaan 

objek sebagaimana rersebut daitas dalam rangke penyelenggarean 

pemerintahan negara. 

Apahila administrasi keuangan ditinjau dati sudut pendekatan keuangan 

negarn, milks pembahasannya mencukup keuangan bedan hukum publik, baik 

keuangan negara maupun keuangan badan bukum publik yang lebih rendah. 

Pembahasannya biasanya lebih ditekankan pada segi-segi yang berkaitan dengan 

21 Soepomo. Pemahmnan Keuangan Negara. http://k:orupSl70.WQrdpreis.oom/ 
opini!U'tikel- pukar- hukumlpemahauum-keuangan·negara. Diunduh pada tanggal29 Agustus 2009. 
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B. Anggaran Belanja Negara 

Angganm Belanja Negara adalah suatu perl<.iraan mengenai batas 

pengeluaran tertinggi keuangan negara bagi pembiayaan pelllksanaan 

kegiatan oraganisasi pemerintoh Wltuk waktu satu tahun. Angganm belaja 

negara terdiri dari: 

(i) Belanja PembangWlaD, yaitu suatu perkiraan batas pengeluaran 

tertinggi pemerintah yang diperlukan pada setiap tahun 

anggaran untuk pembiayaan pelllksanaan proyek pembangunan 

selama rencana pembangunan itu ada dan masih barguna. 

· (ii) Belanja Rutin, yaitu perkjraan batas pengeluaran tertinggi 

pemerintah yang diper!ukan secara terus menerus peda setiap 

tahun anggaran bagi pembiayaan kegiatan yang meliputi 

belanja pegawa~ belanja barang, belanja pemelihoraan dan 

belanja jasa dinas. 

Beberape delinisi yang digunakan sebagai definisi operasional 

(operational definition) diber! batasan pengertlannya Wltuk mengbindarkan 

kesalahpebaman dalam menginterpretasikan konsep-konsep yang digunakan 

dalam penelffian ini. Definisi--definisi tersebut adalab; 

I. Keuangen Negara adalah semua bak dan kewajiban negara yang dapat 

dinilai dengen nang, serta segala sesuatu baik barapa Ull11g maupun berupa 

barll1Jg yang dapat dijadikan mi!ik negara barhubung dengan pelaksanaan 

bak dan kewajiban 1ll!sebut.34 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya diseind APBN, 

ada1ah rencana keuangan tahunan pemerintahan nega.ra yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Ralcyat 35 

3. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh amu sebagian 

moda.lnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.'6 

34 Jndonesla{d). Op.Cil. Pasall angka L 
u !bid. Pasal I angkll7. 
>&Ibid. Pasall angka 5. 
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(3) proporsionalitas, 

(4) keterbuk&m dalam penge!o!aan keuangan negara, 

(5) pemeriksaan kewmgan o!eh badao pemeriksa yang hehas dao mandiri 

Asas-asas umurn tersebut diperlukan pula guna menjamin 

terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana telah 

dirumusken dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianulnya asas­

asas umum tersebut di dalam umlang-undaog tenlang keuangan negara, 

pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan da1am refonnasi manajemen 

keuangan negara, sekaligus dimaksndkan untuk memperlcokob landasan 

poluk&maan desen!talisasi dao otonomi daerah di Negara Ke,.tuan Repoblik 

Indonesia.32 

Berdasarken ruang lingk:upnya, keuangan negarn dapot dike!ompoken rnenjadi 

dua bagian, yaitu:33 

L Dike!ola langsung oleh negara 

Dikelola !angsung oleh negarn yang berarti termasuk dalarn APBN terdiri 

dari: 

a. Anggaran Pendapotan Negara 

Anggaran pendapotan negarn ada1ah suatu perldraan mengenai batas 

penerimaan tertinggi keuangan negara sebagai somber pendapatan negara 

sebagai sumber pendapnlan negara dao merupakan dana yang akan 

diterima guna membiayai belanja negarn. Anggaran pendapnlan terdiri dari 

pendapatan rutin (pajak, bea cuka~ pendl!Patan jasa, denda khusus dao 

lain-lain) dan pendapatan pembangunanlbantuan luar negeri (bantuan 

program dan bantuan proyek). 

11 /bid. 
n Yuswar Za.irtul Basrl dan Mu!yadi Subri. Keuangan Negara dan Ana/isis Kebija*an 

U1ang £11W Negeri, (Jakarte:PT. Rajagraflndo Pcrsada, 2005). Hal. 3. 
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4. Barlan Usoba Milik Negan>, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah 

harlan usoba yang seluruh alan sebaglan besar modalnya dimiliki oleh 

negara melalui penyertaan sec.am langsung yang bemsal dari kekayaan 

negara yang dipisahkan.37 

5. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN 

yang berbentuk perseroan terba1Ds yang modalnya terbagi dahun sobam 

yang seluruh atau paling sedildt 51 %(lima puluh satu per:sen) sebamnya 

dimilild oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar 

keuntuugan" 

6. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, 

adalah Pe!liero yang modal dan jmnlah ·pemegang sahanmya memenubi 

kriteria tertentu atau Persero yang roelakukan penawaran umum sesuai 

dengan pemturan perundangandangan di bidang pasar modal"' 

7. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Porum, adalah BUMN yang 

seluruh modalnya dimillki negara dan tidak torbagi atas sahum, yang 

·bertujlJJUl untuk kemanfuatan umum berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang bennutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan 

prinsip pengelolnan perusahaan.•• 

S. Kekayaan Nngara yang dipimhkan adalah kakayaan nngara yang berasal 

dari Anggaran Peodapatan dan Belanja Nngara (APBN) untuk dijadikan 

penyertaan modal negam pada Persero dan/atau Perum serta perseroan 

terbatas lainnya.4
t 

9. Perbendabe:raan Negara adalah pengelolnan dan pertanggungjawaban 

keuangan negara, tennasuk investasi dan kekayaan yang dipisa.hkan, yang 

ditetapkan dalam APBN dan APBD42 

10. Piutang Negara jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat 

dan/atau hak Pemerintalt Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai 

ukibat pe!j"'liian atau ukibat lainnya berdasarkan peraruran perundang· 

n Indonesia(a). Op.Ci!Pasall angka 1. 
33 lhid. Pasall nngka 2. 
3~' Ibid. Pasal l angk,a 3. 
40 ibid. Pasal 1 a.ngka 4. 
"/hid. Pasall angka 10. 
47 Indonesia (b). Op.Cil. Pasall angka 1. 
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undangan yang berlaku atau aid bat lainnya yang sal!. 43 Piutang Negara 

yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah terbatas kepada !credit 

bermasalab berupa !credit dalam kualilas kutang lancer, diragukan dan 

macetpada bankBUMN. 

11. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalab, analisis, dan evaluasi 

yang dilalrukan secara independen, obyektit dan profusional berdasarkan 

sblndar pemeriksoan, lllttuk menilai kebenruan, kecennatan, kredibilitas, 

dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara:44 

12. Pengelolaan Keuangan Negara adalab keseiUIUban kegiatan pejabat 

pengelola keuangeo negara sesuai deogan kedaduken dan kewenangannya, 

yang meliputi perencanaan, pelaksanafll\ pengawasan, dan 

pertanggengjawaban." 

13. Badon Pemerikaa Keuangeo, yaog selanjulnya disingkat BPK, adalab 

lembaga negara yang bertugas untukmemerikaa pengelolaan dan tanggeng 

jawab keuangeo negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945."' 

14. Perseroan Terbatas, yang selanjumya disebut perseroan, adalab badan 

hakum yang merupakan persekutuan moda~ didirikan berdasarkan 

perjanjlan, melakukan kegiatan usalta dengeo modal d...,. yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi pemyamtan yang 

diretapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanwumya 41 

15. Rapat Umum Pemegang Sabam, yang selanjulnya disebut RUPS, adalah 

Organ Perseroan yang mempunyei wewenang yang tidak diberikrm kepada 

4l ibid. Pasal 1 tlllgka 6. 
44 Indonesia (f). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor JJ Ttilmn 1004 Tentang 

Pemerlksaan Pengelolaan dan Ttmggung Jawa6 Keuangan Negara L.emb(IJ'Ofl Negara Republik 
Indonesia Talmtl 2004 Nomor 66 Tambahan l.embaran Negara Republik Tmionesla Nomor 4400. 
Pasal I ""f::' I. 4 ibid. Pasal I ~gka 6. 

~~Indonesia (g). Untkmg-Undmtg Republik indonesia NtJ11tor 15 TaJnm 1()06 Thntang 
Badan PemeriksiJ Keuangan LemOOran Negara RepubJik. Indonesia Talnm 2006 Nomor 85 
Tombahan Lembaran Neg(ll'f1 Republiklndone!lia Nomcr4654. PesW l angka 1. 

41 lndoll<::sia {h). Untlang-Umkmg Republik Indonesia Nomor 40 Tahltfl 2007 Tenlang 
Peneroan Terb(Jias Lemiumm Negtua Republik indonesia Talnm 2007 Nomcr 106 Tamluihan 
Lembaron Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4'!56. Pasai I angka 1. 
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Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam 

undang-undang ini danlatau anggaran dasar.48 

1.5. Metndo!ogi Penelilian 

Penelitian hukum pada dasamya adalah kegiatan penyelesaian masalah. 

Pemecahan masalah dilakukan dengan jalan mengindentifikasi dan 

mengkualifikasi fakta-fakta dan mencari nonna hukum yang barlalw, kemudian 

mengambil kesimpulan bardasarkan fakta-fakta dan norma hukum tersebut. 49 

Penelitlan hukum dilakukan unrnk mencari pemecahan atas isu hukum yang 

timbul. Oleh karena itulah, penelilian bukmn mempakan sualu penelitian di dalam 

kerangka hww how di dalam hukum. 50 Hasil y- dicapai adalah untuk 

membarikan preskripsi mengenai apa yang segoyanya atas isu yang diajukan. 

Penelitian hukum juga betarti suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prlnsip hukum, maupun doktrin-doktrin hulrum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi." 

Penelitian ini menggunakan kajian bukum normatif untuk mema.hami 

penernpan nonna-norma hukum terhadap fakta~fukta. kajian empiris dipergunakan 

dalam kegiatan menggali dan mengkualifikasi fak!a-li!kta unrnk indantifikasi 

terbadap faktor-faktor yang bel:peran dalam peristiwa hukum yang besangkatan. 

Pilihan tersebut dilakukan agar dapat memperoleh gamburan yang utuh dari 

renomena hukum yang dikaji sehingga gamharan yang dibasilkan tidak bias 

normatif dan juga tidak bias faktual. Pengurnpulan data dilak.ukan melatui studi 

dokumen. 

Data yang digunakan di dalam penelitian terbagi menjadi dua bush. 

l. Data Primer. 

Data Primer adalah data yang diperoleh dari masyarakaL 

41 Ibid. Pasal l nngka 4. 
49 Agus Brotosusilo, Penulison Hukum : Bulat Pegangan Dosen, (Jakart.a; Konsorsium 

D-"' PDK. 1994). Hlm. &. 
Sf! Peter Mahmud Marzuld, Pem11f1ian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, ZOOS). Hal, 41. 
$t Ibid. HaL 35. 
n Sri Mamudji. Pcnclus!.ltlltl Litemtur Hukurn. H;md Out Bahan KuUah Peoullsan 

Proposal Umiah. Pasca S111jana Fakultas Hukum Indonesia. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh deri kepusrakaan. Data 

sekunder ini dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Data Sekunder Bernimt Pribadi 

Data sekunder bernifat pribadi dipuroleh deri sural, catatan 

ba.tia!). arsip pribadi. 

b. Data Sekunder Yang Dipublikasikun 

Data sekunder yang dipublikasikan diperoleh deri berbagai 

tulisan, peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, arsip pada lembaga. 

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder, khususnya data sekunder 

yang dipublikasikun. Data sekunder yang dipublikllsikan ini lebih banyak 

membahas mengenni peraturan perundang~undangan. 

Sumber-sumber hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber Hukum Primer: 1endapat daiam bahan-bahan yang isinya 

bersifilt mengikat. Bahan hukum primer diperoleh dari puratunm 

perundang-undangan yang berhubungan dengan keuangan negam, 

piutong' negam, BUMN dan perseroan terbatas. Pemturan 

perundang-undangan yang dipakai adalah Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 19 Tabun 2003 Tentang Balian Useba 

Milik Negam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I 

Tahun 2004 Tentang Perhendaharaan Negam, Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 49 Prp Tahun 196{) Tentang Panitia 

Urusan Piutang Negara, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 17 Tabun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang­

Undang Republik Indonesia Nomor IS Tahun 2004 Tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 

Tentang Badan Pemeriklls Keuangan, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

2. Sumber Hukum Sekunder: terdaput dalam bahan-baban yang 

membahas atau menjelaskan sumber primer. Sumber hukum 
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sekunder diperoleh dari buku-bulru, maka1ah ilmiab, majalah 

hukum dan hasil kanmgan ilmiah yang berkaiian dengan pokok 

pennasalaban yang akan dibahas. 

3. Sumber Hukum Terrier: terdapat dalam bahan-baban yang 

menunjaeg sumber primer dan sumber sekunder. Swnber hukum 

terrier diperoleh dari abslzak almanaklbuku tahunan, bibliografi. 

buku pegangan, buku petunjuk, ensiklopedi, kamus, sumber 

biografi, sumber geografi, terbitan pemerintah, limbangan buku 

yang berhubungan dengan pokok pennllSiltahan yang akan dibahas. 

Untuk melakokan pengumpulan data yang diperlakan dalam menyusun 

laporan penelitian ini melalui penelitian kepusll>ksan (Librory Research) yaitu 

suatu cara memperolah data melalui penelitian kepusfakaan. peneliti mencari data 

dan keterangan-ireterangan dangan mernbaca buku-bulru, baban kuliab, kerya 

ilmiab, dan berbagai peratumn perundang-undangan yang berkuitan dengan 

piutang negara di Indonesia. 53 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran . umum seeara singkat dan jelas tentang 

materi suatu pokok piklnm yang tercalrup dalam tesis inl, make perlu 

dikentukakan sistematika tertentu. Laperan basil penditian yang akan disusun 

dibagi dahun beberapa bah dan subbab yang pengumiannya sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian. 

!.4 Kemngka Teori 

1.5 Metodologl Penelitian 

1.6 Sistematika Penulisan 

53 Soerjono Soek:anto dan Sri MahmudjJ. Penelitian HuJ:um Normatif suatu 17,Ymum 
Singkat, (Jakarta: Rajewall Pers. 1995). hal: 66-67 
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BAB II: BEBERAPA PENDAPAT TENTANG STATUS HUKUM 

KREDIT BERMASALAH BANK-BANK BUMN 

2.1 Pendapat Tentang Status Hukum Kredit Berma.salah Bank­

Bank BUMN Ditinjau Dari Peratunm Perundang-Undongsn 

Dan Keputusan Menteri Keuangsn Republik Indonesia 

2.1.1 Undang-Undong 49 Prp Tahun !960 Tentang Ponitin 

Urusan Piutang Negwa 

2.1.2 Undong-Undang No. l Tahun 2004 Tenllmg 

Perbendaha:raan Negara 

2.13 Undang-Undong No 17 Tahun 2003 Tentang Keuongsn 

Negwa 

2.1.4 Undong-Undong No 19 Tahun 2003 Tenllmg Blu:lan Uoaha 

Milik Negsno 

2.1.5 Pemturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 Tentang Tala 

Cam Penghapusan piutang Negam/Daerah 

2.1.6 Peraturan l'emerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nornor 14 Tahun 

2005 Tentang Tala Cam Pengllapusan Piutang 

Negam/Daerah 

2.1. 7 Keputusan-Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia 

2.1.7.1 Keputusan Menteri Keuongan RepubHk Indonesia 

Nomor: 61/KMK.OS/2002 Tentang Penitia Urusan 

Piutang Negwa 

2.1.7.2 Keputusan Menteri Keuongsn Republik Indonesia 

Nomor: 301/KMK .0112002 Tentang Pengurusan 

Piutang Negwa Kredit Perumahan Bank Tabungsn 

Negwa 

2.1.7.3 Keputusan Menteri Keuangsn Republik Indonesia 

Nnmor: 302/KMK .0112002 Tentang Pemberian 

Pertimbangsn Alas Usul Pengbapusan Piutang 
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Negam Yang Berasal Dari Instansi Pemerintah Atau 

Lembaga Negara 

2.2 Pendapat Mengenai Status Hukum Kredit Bermasalah Bank 

BUMN Dirinjau Dari Sudut Sisrem Hukum 

2.2.1 Struktur Hukum 

2.2.2 Substausi Hukum 

2.2.3 Budaya Hukum 

BAB lll : KEUANGANNEGARA 

3.1 Pengertiau Keuaugau Negara 

3.2 Subyek Hukum 

3.2.1 Manusia Sebagai Subyek Hukum 

3.2.2 Badan Hukum 

3.2.2.1 PengertianBadanHukum 

3.2.2.2 Teori-Teori Badan Hukum 

3.2.2.3 Pembagiau Badan Hukum Berdasarkan 

Kewen"'gannya 

3.2.2.4 Syarat-Syanrt Berdirinya Badan Hukum 

3.2.3 Blldan Hukum Perseroan 

3.3 Blldan Usaha Milik Negara (BUMN) 

3.4 Pemeriksaaa Keuangau Negara Dau Pemerik:saan Keuangan 

BUMN (Persero) 

3.5 Pertanggnngjawaban Keuang"' Negara Dan 

Pertanggnngjawaban Keuangau BUMN (Persero) 

BAB IV : STATUS HUKUM KREDIT BERMASALAH 8ANK BUMN 

DALAM RANGKA PENGELOLAAN PEREKONOMJAN 

NEGARA DAN TERHAMBATNYA PENYELESAIAN KREDIT 

BERMASALAH 

4.1 Status Hukum Kredit 8ermasalah 8ank BUMN 

4.Ll Status Hukum Kredit Bermasalah BUMN Berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangau 
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4.!.2 Status Hukum Kredit Bennasalah Bank BUMN 

Ditinjau Dari Sudut Teori Badon Hukum 

4.1.3 Status Hukum Kredit Bermasalah Bauk BUMN 

Ditinjau Dari Sudut Sistem Hukum 

4.1.4 Penyelesaian Kredit Bermasalah (Non Performing 

Loan) 

4.2 Terhambatnya Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bauk·Bauk 

BUMN 

4.2.1 DampakUUD 1945Pasal23EAyat(l)DanUUNo. l 

Tahun 2004 jo UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Fungsi 

Pemeriksaan BPK Terhadap Bauk BUMN 

4.2.2 Perbandlngan UU No. 19 Taltun 2003 Tentang BUMN 

dan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroao 

Terbatas 

4.2.3 Perbedaun Pendapat Antara Undang-Undung No. 15 

Tahun 2006 Dengan Undung·Undang No. 40 Tahun 

2007 Tentang Per>erQan Terbatas 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Keahnpulan 

5.2Sanm 
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BABII 

PENDAPAT·PENDAPAT 

TENTANGSTATUS~ 

KREDIT BERMASALAH BANK-BANK BUMN 

Z.l Pendapat Tentang Status Huknm Kredit Bermasalab Bank-Bank BUMN 

Ditinjau Dari Peratunw Perundaog-Undaugan Dan Keputusan-Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Pendapat-pendapat mengenai slatus bukum kredit bennosoleb BUMN 

dapat ditemukan di dalam peratumn perundang-undangan dan lreputusan Menterl 

Keuangan. Di dalam pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijeJaskan mengenai jenis dan 

hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:" 

a. Undang-Undang Dasar Negam Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang;IPeraturan Pemerintah Pengganti Undan!l'"Undang; 

c. Pera.turan Pemerintah; 

d. Peraturan Presiden; 

e. Peratumn Daerah terdiri dari: 

• Peraruran Daerah provinsi dilruat oleh dewan perwaldlan rakyat daerah 

provinsi bersama dengan gubernur; 

• Peratumn Daerah kabupatenfkota dibuat oleh dewan perwaldlan rakyat 

daerah kabupaten/kota hersama bupati/walikota; 

• Peraruran Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan 

desa atau nama ainnya bersama dengao kepala desa atau nama lainnya. 

s. Indonesia (i), Und~.U~g-Undang Repuh/ik Indonesia Nomor 10 T.ahun 2004 Tentang 
Pembentukan Perolut'M Penmt:kmg·UndiJngan Lemhar(ITI Negara Republik Indonesia Tah1m 
20()4 Nom or 53 Tambahan Lembaran Negaro Republlk Indonesia Nom f)!' 4389, Pa.W 2. 
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Ada beberapa pendapat mengenai status hukum dari kredit bellllliSOiah 

BUMN. Dari beberapa pendapat ini ada yang mengatakan hahwa kredit 

bellllliSOiah bank BUMN merupakan piutang negara dan pendapat lain 

mengatakan bahwa kredit bennosalnh hank BUMN bakan merupakan piutang 

negara. Pendapat-pendapat mengenai status hukum dari kredit bennasalah hank 

BUMN teesebut bemsal dari: 

1. Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang 

Negara 

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendah"""'" Negara 

3. Uariang-Undang No I 7 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

4. Undang·Uariang No 19 Tabun 2003 Tentang Barian Usaba Millk Negara 

5. Pemtunm Pemarinlab No. 14 Tabun 2005 Tentang Tata cam Pengbapusan 

piutang Negara/Daerab 

6. Pemruran Pemerinrab Nomor 33 Tabun 2006 Tentang Peruhahan Atas 

Peraluran Pemariotab Nomor !4 Tahun 2005 Tentang Tata cam 
Pengbapusan Piutang Negara!Daerab 

7. Keputusan·Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

2.1.1 Undang-Undang 49 Prp Tahuo 1960 Teotaog Panitia Urusao Piutang 

Negara 

Menurut Pasal 8 UU No. 49 Prp Tahun !960 memberiklln penjelasan 

rnengenai yang dimaksud piutang negara yaitu: 

"Yang dimaksud deogan piutang Negara atau hutaog kepada 
Negara olab Pemturan ini, ialah jumlah nang yang wajib dibayar 
kepada Negara atau Badan-badan yang baik seeara langsuog atau 
tidak langsung dikuasai oleh Negrua berdasarkan suatu Peraturan, 
perjanjian atau sebab apapun."' 55 

Di dalam penjelasan pasal S UU No. 49 Prp Tahun 1960 berbunyi sebagai 

berikut: 

"Dengan piutang Negara dimaksudkan hutang yang : 

st lndonesla{e). Op.Cit. Pasal 8 
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a. Langsung terhutang kepada Negara dan oleh !:arena itu horus 
dibayar kepada Pemerint!h Pusat atau Pemerintah Daerah. 

b. Terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekeyaaa dan 
modalnya sebagian all!u seluruhnya milik Negarn, misalnya Bauk­
Bank Negara, PT-PT Negarn, Perusehaaa-Perusahaan Negara, 
Yayasan Perbekalan dan Persedillllll, Yayasan Urusan Behan 
Makanan dan sebagainya. Hulang pajak tell!p merupakan piutang 
Negarn, akan te1l!pi diselesaikan tersendiri dengan Uadang·undang 
Penagihan Pajak Negara dengan sllfllt paksa."" 

25 

Menurut pass! 9 UU No. 49 Prp TahWl 1960 mengenao penanggang 

bulan berbunyi sebegei berikut: 

"Penaoggang butang kepada negara ialah orang lllau badan yang 
berbutang menurut peganjian atau peratumn yang bersanglrutan. 
Sepanjang tidak dia!ur dalam peljanjilln atau peraturan yang 
bersangkutan,maka pera anggota pengurus darl Badan-badan yang 
berhutang tanggang renteng ttlrhadap hutang kepada negarn.'~' 

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 

1960 dan penjelasannya tersehut dapat diketahui beberapa hal yang teikait dengan 

pengertian piutang negara, yaitu:51 

1. piutang negara odaleh butang yang wajib dibayar; 

2. pihak yang wajib membayar piutang negara adalah orang per orang a!au 

badan (berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960); 

3. dasar teljadinya piutang negara a!au butang kepoda negara: 

a. suatu peraturan. m.isalnya: 

- kewajiban pemegang konsesi pengasahaan hutan untuk membayar Juran 

Hasil Hutan dan PSDH; 

kewajiban perusahaan untuk mengikutsertakan pegawainya dalam 

program JAMSOSTEK sebingga perusehaaa tersebut harus membayar 

premi; 

pengenaan denda oleh BAPEPAM atas peillnggarao yang dilakakan oleh 

perusehaaa yang telah masuk bursa; 

s6 lbld. Penjclasan Pasal 8. 
57 Ibid. Pasal 9. 
$S Sam.sLil Chorib, BoedirijantQ, Andy Pardede, :Pengurusan Pit.rtang Nep.ra. (Jakarta: 

Departemen KeiWlgan R1 Baden Pendldikan dan Pelatihan Keuat~gen), 
http://www.bppk.depkeu.go.ldrutdex.php/ pengurusan -p!u~negm'3/vlew-categocy.html. 
Diunduh pada tenggal 4 Olctober 2009. hal. 34, 
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dan sebagainya; 

b. Suatu peljanjian, misalnya peljanjian kredit antara Bank BUMN dengan 

Debitor, perjanjian kontrak keija antara suatu departemen dengan perusahaan 

kontraktor, tagihan rekening listrik dari PT. PLN (Persero ), tagihan rekening air 

dari PDAM, tagihan rekening telepon dari PT. TELKOM (Persero ), tagihan 

rumab saki~ dan sebagainya; atau 

c. sebab apapun, misalnya tuntutan ganti atas kasus penggelapan uang oleh 

Pegawai Negeri Bendahara, dan sebagainya. 

4. Pengertian negara adalah: 

Pemerintah Pusat, seperti Departemen/K.ementerian, Lembaga Negara Non 

Departemen, Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara, dan Sekretariat 

Lembaga Tinggi Negara; 

Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Pemerintah di daerah baik tingkat 

Provins~ Kabupaten, rnaupun Kota; dan 

Badan-badan yang secara langsung dikuasai oleh negara, seperti BUMN 

dan BUMD; dan 

Badan-badan yang secara tidak langsung dikuasai oleh negara,_ seperti 

anak perusabaan (subsidiary) BUMN/BUMD (misalnya PT. Telkomsel 

yang merupakan anak perusahaan PT. TELKOM (Persero ); 

5. Hutang pajak merupakan piutang negara, tetapi penagihannya dilakukan dengan 

undang-undang khusus bidang pajak. 

Dengan demikian menurut pendapat UU No. 49 Prp Tahun 1960 Tentang 

Panitia Urusan Piutang Negara bahwa kredit bermasalah dari bank-bank BUMN 

merupakan piutang negara dan cam penyelesaiannya dilakukan menurut UU No. 

Prp Tabun 1960. 

2.1.2. Uodang-Undaog No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendabaraan Negara 

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mendefinisikan 

piutang negara sebagai berik.ut: 

"Piutang negara sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai 
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Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketabui beberapa hal yang terkait 

dengan piutang nega.m, yaitu:60 

I. Piutang negara adalah: 

s~umlah uang yang wajib dibayar olah orang per orang atau badan; 

dan/atan 

bak negara yang dapat dinilai dengan uang. Hak ini tenru barns 

dinpayakan unluk ditagih. 

2. Piutang negara terse but teljadi kerena: 

suaru peljanjian, misolnya peJjanjian kontrak kelja antara suatu 

departemen dengan perusahaan kontraktor1 dan sebagainya; 

suaru peraturan, misolnya 

• kewajfban pemegang konsesi pengusahean hutan unhlk membayar luran 

Hasil Hutan dan Dana Reboisasi; 

• pcngenaan denda oleh BAPEPAM alas pelanggaran yang dilakukan oleh 

perusabaan yang telah masuk bursa; 

• dan sebagainya; 

- akibat lainnya yang sah, misalnya tuntutan ganti alas kesus penggelapan 

uang olah Pegawai Negeri Bendaharawan. dan sebagainya. 

3. Pengertian Negara adalah Pernerintah Pusat yang terdiri dari Kernenterian 

Negara, Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara 

(berdasarl<an Pasal l angke 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004). 

Berdasarkan uraian di atas~ pihak yang memi1iki piutang negara hanyalah 

Pemeriotah Pusa~ sedangken Pemerintah Daernh tidak memililri piutang negara 

tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 undang-undang yang sama, hanya 

memiliki Piutang Daerah. Selain itu. piutang negara juga tidak tennasuk piutang 

Badan-badan yang secara langsung maupun tidak langsung dikuasai negam. 61 

n Indonesia (b). Op,Cif. Pasal 1 angka {i. 
60 Samsul Cholib, Boedlrijanto, Andy Po.rdedc. Op, Cit. Hal. S-6. 
"

1 Ibid. Hal. 6. 
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Dibandingl<an dengan pengortian pemilik piutang nogara bordasarklln 

Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, pengortian pemilik piutang negara 

berdasarklln Undang-undang Nomor I Tahun 2004 sangatlah sempit. Keadaan 

tersebut tersebut disebabkan oleh perl<embangan situasi hukum, sosial 

kemasyarakatan, dan keadaan politik pada pada saat penyusunan Undang-undang 

Nomor I Tahun 2004, yaitu antara lain:62 

I. Undang-undang Perbendaharaan lndooesiallnd'irche Comptobiliteitswet 

(ICW Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448, sebagaimana telah beberapa 

loili diubah dan dilllmbah terakbir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 

1968) dan Pemturan Keuangan Porusebaan Negam Indonesia I lndische 

Bedrijvenwet (IBW StaaJshlad Tahun 1927 Nomor 419 jo. Staatsb/ad 

Tahun 1936 Nomor 445) telah dinyatalom tidak berlaku lngi sejak 

berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negam Dengan tidak berlakunya ketentuan tentang IBW tersebut, maka 

pengelolaan keuangan perusebaan negara (BUMN/BUMD) tidak lagi 

dimasukkan ke daiam sistem pengelolaan keuangan negara, dan pada 

gilirannya menyebebkeu pengnrusan piutang BUMN/BUMD dan piutang 

anak perusebaan BUMN/BUMD tidak dimasukklln sebagai bagian dalam 

pengnrusan piutang negara secara umum. 

2. Sistem pemerintaban te1ah mela.k.sanakan azas desentralisasi dan otonomi 

daerah, sehingga telah ada pembagian dan perimbangan roda 

pemerintahan, tennasuk pengelolaan keuangan negara, antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerinmh Daerah. Keadaan ini monyebabkan piutang 

Pemerinlah Daerah, tidak termasuk dalam lingkup piutang negara. 

Berikut ini tabel perbandingan pengertian piutang negara berdasark:an 

ketentuan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan 

Piutang Negara dan pengertian berdasarkan Undang-undang Nomor I Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara." 

6:1 ibid. 
u Ibid. Hal, 7. 
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No. Uraian UU No. 49 Prp. Tahon UU No. 1 Tahuo2004 

1%0 

1 Definisi hut.ang kepada negara yang a.sejurnlah nang yang 

piutang wajib dibayax oleb orang wajib dibayax oleh orang 

per orang atru badau per orang atau badan; 

danlatau 

b.bak negaxa yang dapat 

dinilai dengan uang. 

2 Dasar a. suatu petjanjian; a. suatu petjanjian; 

terjadinya b. suatu peratunm; atau b. sua.tu peroturan; atau 

piutang c. akibat lainnya c. akibat lainnya yang soh. 

3 pernilik a. Pemerintah Pusat; Pemeriatah Pusat 

piutang b. Pemerintah Dacrob; 

Negara c. BUMNIBUMD; 

d. Subsidiary 

BUMNIBUMD 

Dari tabel di alas dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang Sllllgat 

menyolok dari kedua pengertian piutang negara di alas adalah perbedaan pihak· 

pihak pemilik piutang negara. Namun demikian, sebagaimana diuraikan di atas, 

dalam pengarusan piutang negara yang sampai saat ini masih dilaksanakan, 

pengertian piutang negaxa yang dianut adalah pengertian berdasaxkan Undung· 

Undang Nomor 49 l'rp. Tahun 1960, undang·nndang yang sampai saat ini rnasib 

berlaku dan belwn dicabut.., 

Dari UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendahaxaan Negaxa dapat 

disirnpulkan bahwa keWillgan BUMN bukan bagian dati keuangan negara dan 

kredit bermasalah Bank BUMN bukan merupakan piutang negara. 

64 Ibid. 
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2.1.3 Uadang-Undang No 17 Tabun 2003 Tontang Keuangan Negara 

Pendapat Undang-Undang No 17 Tabun 2003 Tentang Keuangan Negara 

mengenai status hulwm kredit bermasalab bank BUMN dapat dilihat di dalam 

pasal 2 undang-wtdang ini. Pasa12 Undang-Undang No 17 Tabwt 2003 Tentang 

Keuangan Negara berl>W>yi: 

"Keuangan Negarn sehagaimana dimaksud dalam Pasal I a.ngka I, 
meliputi; 
a. hak negara untuk memungut pajak, mongeluarkan dan 

mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 
b. kewajihan negara untuk menyelenggarakan tugas layanan 

umum peroerintahan negara dan memhayar legihan pihak 
ketiga; 

c. Penerimaan Negara; 
d. Pengelwmm Negara; 
e. Penerimaan Daerah; 
f. Pengeluaran Daerah; 
g. kekayaan negaralkekayann daerah yang dikelola sendiri atau 

oleb pihak lain berupa uang, surnt berharga, piutang, hanmg, 
serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, tennasuk 
kekayaan yang dipisabkan pada perusahaan negaral perusahaan 
daerah; 

b. kekayaan pihak lain yang dikuasal oleh pemerintab dalam 
rangka peoyelenggaraan tugas pemerintahan danlatau 
kepentingan umum; 

i. kel<ayaan pihak lain yang diperoleh deogan mengganokan 
fusilitas yang diherikan pemerintah.'"' 

Dengan melihat kepeda pasal2 khususnya huruf g Undang-Undang No 17 

Tabun 2003 Tentang Keuangan Negara dapat diketahui mengeoai status huknm 

kredit bermasalab bank BUMN. Di dalam pasal 2 huruf g ini jelas sekali diatur 

babwa yang termasuk keuangan negara salab satunya adaiab kakayaan yang 

dipisabkan pada perusahaan negaralperusahaan daerah. Bentuk dari kekayaan 

yang dipisahkan disini menunjuk kapeda hantuk dari BUMN. Mndai BUMN yang 

se1Ul11h a!lw sehagian besar mudalnya dimiliki oleh negara melalui peoyertaan 

seeara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan kala 

lain keuangan BUMN itu tennasuk ke dalam keuangan negara. lmplikasi yang ada 

di sini adalab ketika bank BUMN itu mempunyai kredit bermasalab malo! kredit 

6
' Iodonesia(d). Op.CitPasal2. 
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bennasa1ah itu bisa disebut sebagai piutang negara. Dengan pengaturan yang 

dimiliki oleh Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

maka kekayaan negara adalah kekayaan bank BUMN, kredit bennasalah yang 

dimiliki oleh bank BUMN adalah piutang negara. 

Dengan demikian Pendapat Uadang-Undang No 17 TahWl 2003 Tentang 

Keuangan Negara dapat disimpulkan bahwa keuangan BUMN merupakan bagian 

darl keuangan negara dan status hukum kredit bermasulah bank BUMN adalah 

piutang negara. 

2.1.4 Undaog-Uudang No 19 Tahun 2003 Tentang Badon Usaha Milik 

Negal'll 

Dengan melihat kepada definisi BUMN yang ada di dahWl Pasul I angka 1 

UU No. 19 Tahun 2003 ini yang berbunyi sehegai herikut: 

"Badan Usaha Milik Negara. yang selanjutnya disebut BUMN, 
adaleh badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimlliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang 
berasal darl kekayaan negara yang dipisehkan',.. 

Menurut Pasul 1 angka 10 UU No. 19 Tahun 2003 yang dimaksud 

"kekayaan negara yang dipisehkanff yaitu: 

"Yang dimaksud Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara 
yang bernsal deri Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero 
danlatau Perum serta perwroan terbatas lainnya. "'" 

Pemyataan maoganai modal BUMN yang bernsal darl kekayaan negara 

yang dipisahkan diperregas di dalarn pasal 4 ayat (I) UU No. 19 Tahun 2003 ini 

yang berbunyi: 

"Modal BUMN merupakan dan bernsal dari kekayaan negara yang 
dipisahkan".68 

Dari kedua pasal di atas menunjukan adanya perbedaan keuangan anr:ara 

negara dengan BUMN dan adanya suatu transfurmasi status hukurn uang pubiik-

0 Indonesia(a), Op.Cit.Pasall angka l. 
0 ibid. P8sal 1 angb 1 0. 
#!I ibid. Pasal4 ayat 1. 
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uang privat Transfonnasi status hukum uang publik-uang privat di sini dapst 

dililrnt dnlllltl perubahan status yang tadinya uang yang berasal dari kekayaan 

negara kemudian berubah status menjadi uang yang dimiliki oleh BUMN. 

Menurut pssal4 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 mengenai sumber modal 

yang dimiliki oleh BUMN berbunyi sebagal berikat: 

"Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan 
pada BUMN bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
Termasuk dalllltl Anggaran Peadapatan dan Behmja Negara yaitu 
meUputi pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang dikalola oleb BUMN danlatau 
piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagal penyertaan 
modal negarn. 
b. kapitalisasi cadangan; 
Yang dimaksud dengan l<apitalisasi cadangan adainh penambahan 
modal dimror yang 
berasal dari cadangan. 
e. sumber lalnnye. 
Yang dimaksud dengan sum her lalnnya rersebu~ antara lain, adalah 
keootunganrevaluasi aset." 69 

Modal yang dimiliki olah BUMN pada awalnya merupakan kekayean 

negara yang bernsal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarn. (APBN). 

Namun kekayaan negara yang dimaksudkait di sini adalah kekayean negara yang 

dipisahkan. Ketika BUMN itu Ielah berdiri maka kekayaan yang dimi~"ki oleb 

BUMN tidak sama dengan dengan kekayaan negarn. Walaupun modalnye BUMN 

tersebut berasal dari kekayaan negam. Di sini le!jadi tnmformasi stntus hekum 

uang publik-uang privat dari yang dimiliki oleb negara (kekayean negara yang 

dipisahkan) kemudian dimiliki olah BUMN. lmpllkasi dari adanya pemlmhan 

kekayean negara psdn BUMN ini adainh pemblanan dan pengelolann BUMN 

tidak berdasarka.e padn Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Ketika pernblanan dan pengelolaan BUMN tidak berdasarka.e pada 

Anggaran Peadapatan dan Belanja Negara (APBN), pembinaan dan pengelolallll 

BUMN berdasarka.e kepada UU pernerollll Terbetas yaitu UU No. 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dipertegas dengan bunyi penjelasllll pasal 4 

ayet (I) UU ini yang berbunyi: 

~Ibid. Pasal 4 ayat (2) dan penjelasannya. 

Unlveraltas Indonesia 

Dualisme Pengaturan..., Chandra Sugiarto, FEB UI, 2010



"Yang dimaksud dengan dipisabkan adaloh pemisaban kekayaan 
negam dari Anggame Pendapatan den Belanja Negam untuk 
dijadikan penyertaan mndal negara pada BUMN untuk selanju1nya 
pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sisrem 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan 
pengeloinaanya didasarkan pada prinsip-prlnsip perusabaan yang 
sehat."70 
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Dengan melihat kepada penjelasan di atas maka BUMN itu merupakan 

suatu baden usaba walaupun sebaglan atau seluruh modalnya dimiliki oleb negara 

tetap merupakan suatu perusabaan yang tundul< kepada UU No. 40 Tohun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian kekayaan yang dimililcl oleb 

BUMN bul<anloh kaksyaan angara. Ketika suatu haul< BUMN memberikan suatu 

kredit kepada nasebabnya, dan kemudlan kredit tersebut bermaseloh. Kredit 

barmasaloh tersebut bukan merupakan piutang yang dimUilcl oleh negara. 

Dengan demikian pendapat Undang-Undang No 19 Tohun 2003 Tentang 

Baden Usaba Milik Negam mengenai status hul<nm kredit bermasalah baul< 

BUMN adaloh kredit bermaselah baul< BUMN bul<anlah piutang negara. 

:u.s Peraturan Pemerinlllb No. 14 Tahun 2005 Tenlllng Tata Cara 

Pengbapnsan piutang Negal111Daerab 

Seperti telah dijelaskan di atas mengenai undang-undang yang lalu di 

dalam pengurusan piutang negara. dan salah satu dasar dikeluarkannya Pemturan 

Pemerintah No. 14 Tahun 2005 Tenl!mg Tata Cara Penghapusan Piutang 

Negara/Daemb Mengenai Piutang Negam adatah Undang-Undang Nomor 49 Ptp. 

Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negam (PUPN). PP No. 14 Tohun 

2005 ini merupakan peraturan pelaksana bagi Undang-Undang Nomor 49 Ptp. 

Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Plutang Negara. (PUPN). 

Mengenai penghapusan piutang negara dapat dilihat di dalrun pasal 19 

Pemtumn Pemerintah No. 14 Talmo 2005 Tentang Tata C.ra Penghapusan 

Piutang Negara/Daetah yang berbunyi sebagai berikut 

Indonesia (i). Peratwan Pemerintah No. 14 Tainm 2005 Temang Toto C(Ua 
Penghap!L'ion Piufar;g Negara!Daerah Lembaran Negara Republik lJKfqnesia Talnm 2005 Nomar 
31 Tumbahan Lem/:Jaran NegartJ Republ#:: Indonesia NMtor 4488. Pasal4 ayat (1). 
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"Pengbapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak 
allis piutang Perusahaan Negara!Daerah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan paratw'an perundang-undangan yang berlaku"71 

34 

Di dalam penjelasan pasal 19 Peratutan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 

Tentang Tala Cara Penghapusan Piutang Negara!Daetah dinyatakan sebagai 

herikut: 

"Tennosuk di dalam pengertian Perusahaan Negara!Daerah antara 
lain adalah badan usaha yaag dimiliki negara!daerah dan herhentuk 
Perseroan atau Perusahaan Umum."72 

Pengurusan mengenai penghapusan piutang negara ditemukan juga di 

dalam pasa120 Peratutan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 Tentang Tala Cara 

Penghapusan Piutang Negara!Daerah yang herbunyl sebagai herikut 

"Tata cora Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara 
MuQak allis piutang Perusahaan Negara!Daerah yang pengurusan 
piutangnya diserohkan kepada PUPN, diatur lebih lanjut dengan 
Pemturan Menteri Keuangan" 73 

Deogan demikian Peraluran Pemerintah No. 14 Tahun 2005 Teotang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Negara!Daerah ini menganut pendapet babwa kredit 

hennasalah yang dimiliki oleh BUMN merupakan piutm!g yang dimiliki oleh 

negara dan cara penyelesaiannya dilalrukan menurut UU No. 49 Prp Tahun 1960 

Tentang Panitia Urusan Piutang Nogara,. 

2.1.0. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Peruba.han 

Atas Peraturan Pemerlntah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tam Cara 

Pengbapusan Piutang Negara/Daerah 

Peratw'an Pernerintah Nomor 33 Tahun 2006 ini merupakan perubahan 

alaS Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tala Cara Peoghapusan 

Piutang Negara!Daerah. Di dalam Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 

11 lbidPasal 19. 
n Ibid. Penjelasnn Pasall9. 
73 Ibid. P3S!IJ 20. 
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ini menghapus pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tohun 2005 

Ten tang Tala Cora PenghapuSil!l Piutang Negara/Daerah. 

Dengan muuculnya Peraturan Pemerlntah Nomor 33 Tabun 2006 ini 

maka pasal 19 dan 20 Peraturan Pernerlutah Numor !4 Tohun 2005 Tentang Tam 

Cora PenghapuSil!l Piutang Negara!Daerah ini dihapuskan. Hal ini bisa dilihat di 

dalam pasal I Peraturan Pemerlntab Nomor 33 Tahun 2006 yang berbunyi 

sebagai berikut: 

"Ketentuau Pasal 19 dan Pasal ·zo daiam Peraturan Pemerlntah 
Republik Indonesia Nomor !4 Tahun 2005 tentang Tata earn 
Penghapusan Piutang Negara/Daerah dihapus.ff74 

Hal ini mernbawa dampak-dampak sebagai berikut: 

!. Kredit bermasatah yang dimiliki oloh bank BUMN bukanlah 

merupakan piutang darl negara 

2. Pengnrusan kredit bermasatah bank BUMN bukan lagi ditangani 

olebPUPN 

Di dalam pasal 2 ayat {I) Peraturan Pemerintab Nomor 33 TohW1 2006 

menyatakan bahwa: 

"Pada saat Peratumn Pemerintah ini mulai berlaku: 
!. Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah untuk 

setanjutnya dilakak:an sesuai ketentuan pernturan 
perundang·undangnn yang berlaku di bidang Perseroan 
Tcrbatas dan Badan Utaha Milik Negara beserta peraturan 
pelaksanaannya. 

2. Pengurusan Piutang Perusahaan NegaraJDaerah yang Ielah 
diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara c.q. 
Direktorat Jenderai Piu!ang dan Lelang Negara dan usul 
penghapusan Piutang Perutahaan Negara!Daerah yang Ielah 
diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktor 
Jenderal Piutang dan Lelang Negara tetap dilaksanakan 
berdaserkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 
tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Pemturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tala Cara 

1~ lndonesi$. {k:}. PeraiW'On Pt!merinfah No. 33 Toltw: 2006 Ten.Umg Telllang Perubahan 
Alas Peraturan PemerinJah Nomor 14 Talrun 2005 Tewong Tala Qua Penghopusan PJut(lflg 
Ncgura /Daerah Lembaran Negara Republlk ln®nesia Tahun 2006 Nomor 81 Tambahan 
Lembaum Negaro Repuhliklndanesia Nomor4652. Pasall. 
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Pengbapusan Piutang Negara/Daerah beserta peraturan 
peJaksanaannya. -n?> 
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PP ini dengae jelas memberikan penjelasan bahwa piutang yang dimiliki 

oleb BUMN itu diselesaiklln dengae peraturan perundang·undangae yang berlaku 

di bidang perseroan terbatas dan BUMN. Ketila! dibilang dalam PP ini babwa 

yang berlaku adelah perundang-undangan perseroan terbatas maka sudeb jelaslah 

babwa posisi kredit bennasalah BUMN ini bukanlah merupukan pimang negera. 

Ketika Bank BUMN mengeluarkan suatu kredit kepade nasahahnya make kredit 

bermasalah yang dimilild olah bank BUMN imkanlah merupakan piutang negera. 

Dengan dernik:ian Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang 

Perubeban Atas Peratunm Pemerintah Nomor 14 Tahun2005 Tentang Tal11 Cam 

Pengbnpusan Pintang Negara!Daerah mengatur bahwa ketumgan yang dimiliki 

oleh bank BUMN bukan mernpakan bagian dari keuangae negara dan kredit 

bermasalah yang dlmilild oleh bank BUMN bukanlah merupakan piutllng negara. 

Pengelolaan kredit bennasalah bank BUMN barus didesartan kepada peraturan 

perundang·undangan di bidang perseroan terbatas dalam hal ini adelah UU No. 40 

Tahun 2007 Temang Perseroan Terbatas. 

2.1.7~ Keputusan~Keputbsan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

2.1.7.1. Keputusao Menferi Keuangan Republik Indonesia 

Nom or: 61/K.MK..0812002 Ten tang Panitia Urnsan Piutang Negara: 

Di dalam Keputusan Menterl Keuangan ini mengatur mengenai panitia 

urusan piutBng negara. Hal-hal yang diatur oleb Keputusan Menteri keuangan ini 

adalah: 

1. TugasdanweweoangPUPN 

2. Organisasi 

3. Pengaegkatan dan pemberhentian 

4. Sumpahjabal11n 

5. Penunjukan pengaegkatan pangganti ketua PUPN 

15 Ibid. Pasal 2 eyat ( l). 
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6. Tala kelja 

7. Petnbiayllllll 

Di dalam pasal J angka 6 Keputusan menteri Keuangan ini juga dijelaskan 

mengenai definisi dad piutang negam yeitu: 

"Piutang Negam adalahjumlah uang yang wajib dibayar kepada 
negam atau badan-badan yang baik secara langsung maupun 
tidak langsung dikuasai oleh nepra. berdasarkan suatu peraturan, 
perjanjian atau sebab apapun.n7 

Darl definisi piutang negam tersebut dapat dilihat hahwa piutang negam 

ini melingkupi piutang yang harus dibayar kepada negam dan badan-barlan yang 

baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara. Barlan-badan 

yang baik seoara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara ini 

menujuk kepada BUMN dan hal ini seslllli dengan definisi dad BUMN itu sendirl. 

Darl penjelasan di atas menunjukan hahwa Keputusan Menteri Keuangan 

ini dengan jelas menegaskan bahwa kredil bennasalah yang dimiliki oleh bank 

BUMN merupakan piutang negara. Dengan demikian kredit bermasalah yang 

dimiliki oleh bank BUMN adalah piutang negam menurut Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor: 61/KMK.0812002 Tentang Panitia Urusan 

Piutang Negara. 

2.1. 7.2. Kepntusan Menteri Keuangan RJopnblik Indonesia Nomor: 301/KMK 

.0112002 Tentung Pengurusan Piutung Negara Kredit Perumabnn Bank 

Tabuogan Negara 

Kcputusan Menteri keuangan ini mengatur mengenai pengurusan piutang 

negara kredit perumahan Bank Tabungan Negara. Hal-hal yang diatur di dalam 

keputusan menteri keuangan ini ada!ah: 

I. Ruang lingkup meliputi KP-BTN dengan jumlah kredit yang diberikan 

paling banyek Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) 

2. Penyerahan piutang negara 

?& Indonesia (l). Keputusan Menter/ Keuungtm .Rspublik Jndnnesia 
Nomor: 61/KMK.0812()1)2 Tenftlng Panilia Urusan Piutang Negara. Pasall angkn 6. 
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3. Pembebonan 

4. PelUI1liSall tunggakan 

5. Pemyataan benama dan penetapan jumlah piutang negara 

6. penarikan 

7. penyerahan kembali 

Keputusan Menteri Keuangan ini menunjukan dengan sangat jelas bahwa 

piutang negara itu meliputi kredit bel'llU!SOiah hank BUMN dalam hal ini 

khususnya Bauk Tabungan Negara. Hal ini terlibal dengan jelas di dalam judul 

dari Keputusan Meoteri Keuangan yaitu ''Pengurusan Piutang Negara Kredit 

Penunahan Bauk Tahungan Negara''." 

2.1. 7 .3. Kepulusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 302/KMK 

.01/2002 Teotaog l'emberiao Pertimba-n Atas Usn! Pengbapnsan Piutang 

Negara Yaug Bensal Darilnataosi Pemerintab Atau Lera~ Negara 

Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur mengenai pemberian 

pertimbangan alas usul penghapusan piutang negara yang berasal dari instansi 

pemerintah atau lembaga negOra. Hal-hal yang diatur di dalam Keputusan Menteri 

Keuangan ini adatah: 

1. Objek penghapesan 

2. Penyerahan piuiang negara 

3. Penelitia:n dokumen 

4. Penelitian Lapangan 

5. Pertimbangan alas usul penghapusbukuan 

6. Pembarian pertimbangan alas usul penghapustagihan 

7. Per:setujuan atan penolakan penghapusan 

11 Indonesia (m). Kepuwsan Mertteri Keuangan R.t;p11bllk Indonesia Nomor: J011KMK 
.Ol/200:2 Tentang Pcngurusan Piutang Negara Kredit Peru mahan Bank Tabungan Negara. JuduL 
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Di dalam pasal I angka 1 Keputusan Menter! keuangan ini diatur juga 

mengenai definisi dari piutang negara yaitu: 

"Piutang negara menurut Keputusan Menteri Keuangan ini adalall 
jumlall uang yang wajib dibayar la>pada negam atnu badan-badan 
yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh 
negara, berdasarkan suatu pem~ perjanjian ablu sebab apapun."7Ii 

Dari definisi mengenai piutang negara di ata.s dapat diketahui bahwa 

Menteri Keuangan mengakui ballwa piulang yang berasal dari badan-badan yang 

baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negam ini merupakua 

piutnng negara. Sebagsimana telah dikelahui ballwa dari badan-badan yang baik 

secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara ini menunjuk kepada 

BUMN'. Dengan demikian Keputusan Menteri Keuangan ini menunjukan bahwa. 

kredit bennasalah yang dimiliki oleh beuk BUMN adalah piulang negara. 

Dari penjelasan-penjeiman petaternn di atas maka dapat disimpulkan 

ballwa ada 2 banh pendapat yakn.i pendapat ballwa kredit bettnasalah Bank 

BUMN adalah piutang negara dan pendapat yang menunjukan ballwa kredit 

bermasalah Bank BUMN bukan piutnng negara Kadua pendapat tersebut dapa! 

dirangkum di dalam label berikut ini. 

1' Indonesia {n). Kepu1U$an Menteri Keuangon Republik Indonesia Nonwr: 302/KMK 
,01/1!002 Tentong Pemberion Perllmbangan Alas Usul Penghap;mm Piu/Qng Negara Yang 
Bero.sul Dari !nstonsi Pemeritrlah Afau Lem!Jaga Negma. Pa.sal 1 a.ngka 1, 
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Kredit Bermasaloh Bank BUMN 

Adaloh Plutang Negara 

!. Undang-Undang No. 49 Tahun 

1960 Tentang Panitia Urusan 

Piutang Negara 

2. Undang-Undang No 17 Tohun 2003 

Tentang Keuangan Negara 

3. Pernturan Pemerinlllh No. 14 Tohun 

Kredit Berrnasaloh Bank BUMN 

Bukanloh Piutang Negara 

40 

!. Undang-Undang No. I TaiiUn 

2004 Tentang Perbendoharaan 

Negara 

2. Undang-Undang No 19 Tohwt 

2003 Tentang Badan Usaha Milik 

Negara 

2005 Terrtang Tala Cara 3. Pernturan Pemerinlllh Nomor 33 

Pcnghapusan 

Negara/Daernh 

piutang 

4. Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia 

Nomor. 61/KMK.OS/2002 Tentang 

Panltia Utusan Piutang Negara 

5. Keputusan Menteri Keuangan 

6. 

Republik Indonesia Nomor; 

301/KMK .0112002 Tentang 

Pengurusan Piutang Negara !Credit 

Perumahan Bank Tabungan Negara 

Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor. 

302/KMK .01/2002 Terrtang 

Pemberian Pertimbangan Atas Usul 

Penghapusan Piutang Negara Yang 

Berasal Dari Instansi Pemerintah 

Atau Lembaga Negara 

Tahun 2006 Tentang Petubahan 

Alas Peraluran Pemerinlllh Nomor 

14 Tahun 2005 Tentang Tala Cara 

Penghapusan 

Negara!Daerah 

Piutang 
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2.2 Pendapat Meogenai Status Hokum Kredit Bermasalah Bank BUMN 

Dilinjau Darl Sudut Slstem Hukum 

Menurut Friedman, pada prinsipnya ada tiga komponen sistem hukum 

dalam snatu negarn, yaitu: 

I. struktur (slnlcture) 

z. substansi (substance) 

3. budaya hokum (legal culture) 

2.2.1 Struktur Hokum 

Struktur merupakan komponen pertama.. Friedman berpendapat sebegai 

beriknt. 

'"The stntcture of a legal system consists of elemcns of thir 

klnd: the number and size of courts; their jursdiction (that is, 

whot kind; of cases they hear, and wi!Y); and modes of appeal 

from tme court to another. Structure a/Sf) means lu>w the 

!egislatur is organized, haw many members sit on the Federal 

. Trade Commission. whal a president can (legally) do or rwt 

do, whot procedures the poliCi!! deparimenl folluws, and so an. 

Structtne, in a wqy, is a kind of cross section of legal system -

a kind of still photograph, which freezes the action.""' 

Dari pendapat tersebu~ struktur dari sistem hokum terdiri dari unsur­

unsur jumlab dan uknmn pengadilan. yurisdiksinya serta cara banding dari 

satu pengadilan kn pengadilan lainnya. Sistem hokum terus berubah, namun 

bagian-begian sistem itu berubah dalam l<ecepatan yang berbeda dan setiap 

bagian berubeh tidak secepat hagian tertentu lainnya. Ada pola jangka 

panjang yang berkesinambungan aspek sistem yang berada di sini kemarin 

(atau habkan pada abad yang terukhir) akan berada di situ dalam jangka 

panjaog. lnilah struktur sistem bukum-kemngka atau rangkanyn, bagian 

19 Lawrence M.friedman, American Law {London: W.W. Norkm & Company, 1984). 
Hal. 7 
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yang tetap bertallan, bagian yang lllllmberikan semacam bentuk dan bail!San 

terl!adap keseluruhan." 

Bila kita rnenilJ!UIUI)<lm slniktur hulrum ini untuk mernperbandinglam 

antara BUMN dengan perseroan biasa, maka perbandingan tersebut dapat 

dilihat di dalam tabel di bawalt ini. 

BUMN (Persero) Perseroan Terbatas 

Peogadilan Negeri untuk kasus-.- Pengadilan Negeri wttuk kasus 

selain kepailitan dan HAKI selain kepailitan dan HAKI 

Pengadilan Niaga nntuk kasus Pengadilan Niaga untuk kasus 

kepailitan dan HAK1 kepailitan dan HAKI 

42 

Pengadilan negeri mernpakan pengadilan seberi-hari biasa untuk segaia 

penduduk yang nrempunyai wewenang unlul< memerikas dan memutus dalam 

peradilan tingkat perlama segala pekara perdata dan pidana (Pasal 5 ayat 3a 

Undang-Undang Darurat No 1 Tahuo 195). 01 

Undang-Undang Pedoman 19 tahun 1964, Lernbaran Negara nomor 107 

tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, berlaku 

tanggal 31 Oktober 1964, maka peradilan Negara Republik Indonesia 

menjalaukan dan melaksanakan hukum yaag mempunyai fungsi pengayoman, 

yang dilaksanakan dalam l!ngkungan :" 

• PeradiJan Umum; 

• Peradilan Agaraa; 

• Peradilan Militer. 

• Peradilan Tam Usaha Negara 

,so !bki. Hal. 7. 
111 Emoo Supam1.an. Pergeseron Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Mr.tnyele.wriku.n 

Sengkela Komersial. http:f/resouroes.unpad.ac.id/unpadcontefltluploads/publikasi_dcsen/2A%20 
Kompetensi-PN-Bergeser.pdf. diunduh pada lmlggal 5 Olctober 2009. 

82 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RJ. Sejarah. 
http://www.depkumham.go.id/ x.depk:urn.b.wn\Wb/ xtentangkamilsejarah.hlm. Dhmduh padu. 
tanggel 5 Oktober 2009. 
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Palla lingkungan Peradilan Umum berdasarloln Undang-Undang Nomor 

13 tahun 1965. Lembamn Negam Nomor 70 tahun 1965 menegaskan bohwa 

Kekuasaan Kehaldman dalam lingkungan Pemdilan Umum dilaksanakan oleh:" 

o Mohkumah Agung; 

o Pengadllan Tinggi; 

o Pengedilon Negeri. 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, Lembamn Negam Nomor 107 

tahun 1964 tentang Pokuk-Pokok Kekuasaan Kebakiman dianggep tidak sesuai 

lagi dengan keadaan, maka dikeluatkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kebakiman dan mulai berlaku 

tanggal 17 Desember 1970 yang menege.skan Kekuasaan Kebakiman adaloh 

Kekuasaan yang Merdeka, dilaksanakan oleb : " 

• Pemdilan Umnm; 

• Pemdilan Agama; 

• Peradi1an MiUter; 

• Peradilan Tata Usaha Negara. 

pi dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kebakiman disebutkan bahwa Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan 

oleh sebuah Mahkumah Agung dan hadan peradllan yang harada di bawahnya 

dalam lingkungan peradllan umwn, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan mi6ter, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuoh 

Mahkamah Konstitusi.65 

Palla 22 April 1998 pemerintah menetapkan Pemtumn Pemerinfllh 

Penggand Undang-undang (Perpu) Nomor I tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang 

Nomor 4 Tohun 1998 tentang Kepailitan {selanjutnya UUK) pada 24 Juli 1998. 

81 Ibid. 
u Ibid, 
15 Indonesia {o). Undong-Unckmg Republik Jndonesfa No. 4 Tahun 20fU Tenlang 

Kekuasaan Kehakiman Lemlwron Ncgara Tahun 2()04 Nomor 8 Tambahan Lemb(U'(1n Negara 
Nomor 4359. Pasal2. 
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UUK merupalom penyempurnaan dari Failissement Verordening Stamsblad tahun 

1905 Nomor 217 jo. StaatJJb/ad tahun 1906 No. 384. UUK dibarapkan menjadi 

samna ereJrtif ,...g dapat digunakan secam cepat sebagai landasan penyelesaian 

utang piutang.116 

Sampai saal. in~ ada dua mesaiah dan dua UU yang mengatur tenmng 

penunjukan Penpdilan N'!llp sebagai Jembap penyelesaian sengketa, yaitu UU 

tentang Kepailitan dan pnket UU tenta:ng HaKI87 

Dari sejarah penpdilon negeri di atas sesuai dengM teori Friedman 

mengenai struktur hukum ,...g tidak mudah berubah (kalaupun berubah dalam 

kecepatan yang berbecla dengM sistem bukum). Dari sejarah penpdilan negeri 

yang panjang hingga ke UU No 4 Tahun 2(){)4, pengadilan negeri telap ada untuk 

menangani perkara perdata dan pidana dengan komposisi bakhn terdiri dari 3 

omng. Pengajuan banding dilakukan di Penpdilon Tmggi dan penpjuan Kasasi 

dilakukan di Makrunah Agnng. Di dalam pengadilan niaga beru ditambahkan pada 

tahun 1998 setelah sekian lama pengadilan dalam bentuk yang sama. Penpdilan 

niaga berwenang untuk menangani perl<ttra kepailitan dan HAKI. 

Dari Tabel di atas menunjukan bahwa BUMN dan perseroan memilild 

kesamaan di dalam struktur hukumnya. Hal ini.dapat dimengerti bahwa BUMN 

itu sendiri dalam pembimum dan peagelolaannya didasarkan peda prinsip-prinsip 

perusahrum ,...g sebat" BUMN itu diperlidrukan sama seperti perusahaan biasa 

sehingga dalam penyelesaian masalalmyajuga menggunakan struktur hukum yaag 

sama. 

:l.ll Subetansl Huknm 

Komponen kedua dari sist<:m hokum Friedman adalah subslllnsi 

(substa:nce). Friedman menptakan sebagai berikut: 

"Another aspect of the legal $J!slem is its subs/{Ulce. By this is meant 

the actual nJfes, norms, and beh(III/QlJr patterns of people inside the 

16 Direktomt Hukum dan Hak Asasi Manusia. Eksisten.si pengadiltm maga d!:Jn 
perkembangannya dalam era globalisiJSI. www.bappenas.go.id/get--lite-serYer/nodeJ2508, 
Diunduh oada tonggaiS Oktobet 2009. 

81 Ibid. 
18 Indonesia (a). Op. Cit. Penjelasan pa.sal 4 ayat ( 1). 
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syst£m .... Sub!llant:e also means the "product" that people within the 

legal system mamifacturer- the decisions they turn out, the new roles 

they contrive . ..89 

45 

Yang dimaksud dengan substansi menurut Friedman adelah peraturan­

pernturan yang nyata, norma-norma yang uda dan pola tingkab laku dari 

masyaraket yang beruda dalam sistem hukum itu sendiri. 

Bila lromponen substansi itu ldta hubangan dengan perbandingan BUMN 

dengan perseroan maka perhandingannya dapat dilihat di dalam label berilrut ini. 

BUMN (Per.10ro) Perseroan Terbatas 

Persero: UU No. 40 Tahun 2007 Tentang 

I. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Perseroan Terhatas 

BUMN 

2. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang 

Per.10t0an Terhatas 

Di delam persero BUMN selain herlalro UU BUMN jugn berlalro UU 

Perseroan Terbatas. Hal ini bisa dilihat di dalam pasal II UU No. 19 TahWl 2003 

Tentaog BUMN yang berbunyi: 

"Terbadap Persero berlalro segnla ketentuan dan prinsip-prinsip 
yang berlalro bagi perseroan terbalas sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Penreroan 
Terbatas.'t9<t 

Undang-Undang No I Tahuo 1995 telah digantikan dengan UU No. 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa udanya persamaan antata BUMN 

dengan perneroan dalmn hai substansi hukum yaitu sama-sama mengguoalron UU 

No. 40 Tabun 2007 Tenlang Per.10roan Terbatas. 

Perbedaannya adalah untuk persero dan porum selain mengguoalron UU No. 

40 Tahun 2007 Tentang Pen;eroan Terbatas, juga mengguoakan UU No. 19 Tahun 

59 Lawrence M.Friedman. Op.CiL Hal. 7. 
90 Indonesia (a). Op.Cit. Pasall L 
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2003 Tentang BUMN. Untuk perseroan hanya menggunakan UU No. 40 Tahwt 

2007 Tentang Perseroan Terbatas. Khusus Wltuk perum, di dalam pendirian, 

pembinaan, pengurusan dnn pengawasan ditetapkan di datam pereturan 

pemerintah sedangkan di dalam pengelolaanya tetap menggunakan UU No. 40 

Tahwt2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

2.1.3 Budaya Hokum 

Komponen yang lrelige adalab bndaya bulrem. Berkaitan dengan budaya 

bulrem ini Friedman menyatakan sebagai berilreL 

"And this brings us to tire third co11Tp0nent of legal qstem, which is in 

some wqys. the leas/ obvious: the legal culture. By this we mean 

people's attitudes toward lcrw and the legal system - their belreft, 

values, ideas, and expectations. bz other words, it is thai pari of the 

general culture. which corv:;ems the kgal ::.ystem. "91 

Dalam hal ini, Friedman mengatakan bahwa budaya hulrem adalah sikap 

masyarakat terhadap hukum dnn sistem hukum, yaitu yang ber!mitan dengan 

kepercayaan, nilai-nilai, pikinm-pi~ dnn hatapan-barapan merelal. Dengan 

lmta lain budaya bukum adalah suasana pikiran sosial. dnn kekuatan sosial yang 

menentukan hagaimana hulrem diganakan, dibindari .atau disalahganakan. Tanpa 

budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan herdaya - seperti ikan mali 

yang terlmpat di keranjang, bukan sepenti ikan bidup yang berenang di lautnya." 

Perbandingan antara BUMN dengan perseroan apabila didnjau dalam 

bu<laya hukum dapat dillhat di dalam label berilret ini. Petbendingan ini akan 

menggunakan status direksi sebagai totak ukut perbandingannya. 

91 /bid. Hal 8. 
Qllbid. 
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BUMN (Penrero) Perseroan Terbatas 

Kedudulom Direksi sebagei organ Direksi berwenang menjalanksn 
Persero strategis dalam mengurus pengurusan sesuai dengaa kebijakan 
perusabaan guna mencapai maksud dan yang dipandang tepat yaitu kebijakan 
tujuan perusabaan untuk mengisi yang, antara lain didasarkan pada 
jabatan tersebut diperlakan ealon..:alon keoblian, peluang yang tersedia, dan 
anggota direksi yang mempunyai kelaziman dala.m dunia usaha yang 
keablian, integritas, kejujumn, sejenis. 
kepemimpinan, peugaiaman, periWru Yang dapat diangkat menjadi anggota 
yang baik, dan dedikasi yang tinggi, Direksi adalalt ornng perseomngaa 
~"Crta mempunyai visi pengembangan yang cakap melakukan perbuatan 
perusabaan. Untuk memperolalt calon- hukum. kecuali dalam waktu 5 (lima) 
calon anggota Direksi yang terbaik, tabnn sebelnm pengaagkatannya 
diperlnkan seleksi melalui uji pemab: 
kelayakan dan kepatutan (fit and proper .. dinyatakan pailit; 
test) yang ailakukan secarn transparan, b. meqjadi anggota Direksi atau 
profesional, mandiri dan dapat anggota Dewan Komisaris yang 
dipertanggnngjawabkan dinyatakan bersalalt menyebabkan 

suatu Perseroan dinyatakan pailit; 
atau 
c. dibukem karena melakukan tindak 
pidana yang merugikan keuangaa 
negara dan/a tau yang berkaitaa 
deugan sektor keuangaa. 

Di dalam pasal!6 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tabun 2003 dijelaskan 

babwa: 

"Pengangkatan direksi berdasarkan pertimbangan keablian, 
integritas, kepemimpinan, pengaiarnan, jujur, peulaku yang baik, 
sena dedikasi yang tinggi untuk memajnkan dan mengembangkan 
Persero.'.n 

Di dalam Pasal 16 ayat (2) mengenai pengangkatan anggota-<Utggota direksi 

berbunyi sebagai berikut: 

"Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji 
kelayakan dan kepatutan."'' 

Uji k:elayakan dan kepatutan tersebut dilak:ukan oleh suatu tim yang 

ditwtjuk oleh Menleri selaku RUPS dalam hal seluruh sabarnnya dimiliki oleh 

'llbid. Pasal 16 ayat (1). 
9<1: lbid. Pasal 16 eyat (2). 
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negara, dan ditunjuk o!eh Menblri seluku pemegang saham dalam hal sehagian 

sahamnya dimilild oleh negam, khusus bagi Direksi yang mewukili unsur 

pemerinlah. Anggota.....,ggota tim yang ditunjuk oleh Menillri hams memenuhi 

kriblria anlanl. lain profesionalilwl, pemuhaman bidang manajemen dan usuha 

BUMN yang ben;angkulan, tidak memiliki benturan kepentingan (conj/ICI of 

interest) dengan caJon anggota direksi yang bersangkutan dan merniliki inblgritas 

serta dedikasi yang tinggi. Menillri dapat pula menunjuk lembaga proresional 

yang independen untuk melukukan uji kelayukan dan kepatutan tedladap calon­

calon anggota direksi Persero.95 

Di dalam perseroan yang diatur dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang 

No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sehagai harikut 

"Direksi harwenong menjalonksn pengurusan suhagaimona 
dimaksud pada uyat (I} sesuai dengan kebijakan yang dipandang 
tepa! dalem ba1l!S yang diblntukan dalam undang-undang ini 
danlat:au anggaran dasar, ·~96 

Di dalam penjelasan Posal92 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tuhun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut: 

"Yang dimaksud dengan "kebijukan yang dipandang blpat" adalah 
kebijakan yang antara lain didasorkan pada keahlian, peluang yang 
tersedia dab kelazim.an dalam dunia asaha yang sejenis'~7 

Persyaratan lain yang ditetapkan di dalam Pasal 93 ayat (I) Undang­

Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai pengangkatan 

direksi ditetapkan bahwa: 

"Yang dapat diangkut menjadi anggota Direksi adabih orang 
perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukwn, kecuali 
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkutannya pemah: 

a. dinyatakan pailit; 
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisa.ris 

yang dinyatakan bersalah menyebahkan suatu Perseroan 
dinyatakan pailit; 

c. dihukwn karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara dan!atau yang berl<aitan dengan sektor 
keuangan." 94 

"~Ibid. Penjelasan Pasat 16 ayat (2). 
96 Indonesia {h).Op.Cil. Pasal92 uyu.t (2}. 
w !bid. Penjelesa Pasal92 ayat (:2). 
911 ibid. Pasa!. 93. 
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Dari perbandingan di atas men genal BUMN (persero) dan perseroan dalam 

hal pengangkatan direksi diperlukan orang )'!lllg mempunyai k:eablian di 

bidangnya. rapat umum pemegang salulm mempunyai k-kepada bukum 

sebagai bentuk suatu bndaya bukum dengan mengangkat direksi )'!lllg mempunyai 

persyaratan seperti )'!lllg tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Di 

lain pibak sebagai calon direksi maka ukan berusaha untuk memenulti pemyaratan 

yang diminta oleh peraturun perundang-undangan. Balk pemilihan direksi di 

BUMN (Persero) dan perseroan memiliki kesamaan yaitu diper!ukan direksi yang 

memiliki keahlian di dalam memimpin dangan mengntamukan kejujtlnlll, dedikasi 

yang tinggit serta mempunyai visi pengembangan perusahaan. 

Dari ketiga beah komponen sisrem hukum Friedman dapat dilihat bultwa 

anlam BUMN (Persero) dengan perseroan memiliki banyuk kesamaan dan 

perbedaan. Perbedaan anlam BUMN (Persero) dengan perseroan tcr!etuk di 

subt:msi dimana BUMN menggunakan UU No. 19 Tui!WJ 2003 Tentang BUMN 

selain juga mengganakan UU no. 40 Tultun 2007 Tenfmlg Perseroan Terbatas. Di 

sini dapat terlibat bultwa anlam BUMN dan pemeroan memiliki banyak 

persamaan-persamaan. 

Dengan deroikian seperti hainya perseroan, ketika BUMN memiliki sebuah 

piutang maka piutang tersebut bukanlah merupekan p!utang negara. Piut:mg 

BUMN dimiliki oleh BUMN dan tidak ada hubungannya dengan keu!lllgan 

negam. 
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KEUANGAN NEGARA 

3.1 Pengerlian Keuang1111 Negara 

Pengertian keuangau negara mempakan suatu istilah yang hingga saat inl 

masih menjadi suatu perdehatsn. 

Harun A1 Rasid dalam memberlkan peugertian keuangan negara 

sebagaimana pertruna kali dipakai di dalam UUD 1945 (sebehun amandemen) 

pasal 23 ayat 4 dan 5 mengganakan 3 buah pena!Siran. Perulfiliran·penati:inm 

tersebut adnlab:99 

I. Penati:iran menurut tala babasa (grammaticole IIW!rpretatie). Awalan "ke" 

dan akbiran "an" yang ditrunbabkan pada kala uang itu maksudnya ialab 

segala se;-uatu yang bertalian dengau uang. Pengertian ini tentu saja rerlalu 

luas sehingga tidak memberikan kepastian, babkan dapat menimbulkan 

kesulitan balk yang melakukan pemeriksaan yaitu Badan Pemenba 

Keuangau (BPK), maupun bagi yang memberikan tanggang jawab yailu 

pemerintah. 

2. PenafSiran menurut sejarah (hi'storiche inlerpretatie). BeJiau tnelltl'mukan 

kerentuau dalam "Indisclte Staatsregellnlf' dalam bub empat paso! 117. 

lingkungau kelja (werkkring) Algemene Rekenkamer yaitu mengeuai 

kontrol terbadap pelaksanaanangganm daoat kita lemukan dabun 

kepustakaau Hindia Belanda. 

3. Penafsiran menurut tujuan kaidab hukum dimaksud (teleologlsclte 

interpretatie). Tugas Ba.dan Pemeriksa Keuangan daJam rnemeri.ksa 

tanggang jawab pemerintah tentang keuangan negara dihubungkan dengan 

APBN yang sudab disetujui oleh Dewan Perwakilan talcyat. kepadn siape 

badan tersebut barns rnemberik:tahakan basil pemerikaaanya, agar 

diketahui apakab pemerintah telab melaksanakan bujet sehagaimana 

mestinya. 

99 Arifin P.SoeriaAtmadja (l). Op. Cit. bal. 2·4. 
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Alhasil istilah "keuangan negara" yang teroantum di deken UUD 1945 

(sebelum amandemen) pasal 23 ayat (5) harus diartiken secara resktrlktif yaitu 

mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapetan dan Be1anja Negam. Perlu dicatat 

tidak tertutup kemungkinan adaaya suatu pemturan perundang-undangan yang 

menugasken kepada Badan Pemeriksa Keuangan unluk memeriksa keuangan 

badan hukum yang lain darl negara.100 

Menurut H. Yusuf L. Indradewa keuangan negara yang dimaksud deken 

pasal23 ayat (5) UUD 1945 (sebelum amandemen) adalah keuangan negara yang 

dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah tentang pelaksanaan anggaran. Oleh 

sebab itu pengertian keuangan negata dalam ayat (5) tidak mungkin mencakep 

keuangan daerah dan keuangan perusahaan-perusahaan.101 

Seperti telah dikemukaken di alas, perusahaan negarn (termasnk bank 

milik negara dan perusahaan negara tahmya yang dldirikan dengan undang· 

undang) yang dibentuk dengan kelrnylllll! negara dipisahkan adalab badan hokum 

sendiri sehingga mempunyw kelrnyaan sendiri. Keuangan badan usaha negara 

seperti itu bnkanlah keuangan negara. oleh kerena itu utang badan usaha negara 

yang mempunyai kekt!Yaan sendiri yang terpisah darl kelrnyaan negara, demikian 

juga utang daernh otonom .secara ynridis tidak dapar dipertanggungjawabken 

kepada negara. "" 

Dengan mengambil rwnusan yang diberikan dalam pasal23 ayat (5) UUD 

1945 (sebelum amandemen) yang secara tegas menyataken bahwa APBN harus 

ditetapken dengan undang-undtmg dan rumusan pasal23 ayat (4) UUD (sebelum 

amandemen ketiga UUD 1945) yang menetapken bahwa deken hal keuangan 

negara lainnya barus diatur dengan undang-undang, Hamid Attamimi herpen<laPat 

bahwa kedua hal temebut (anggaran dan keuangan negara) baruslah merupnkan 

dua hal yang berbeda. Oleh kerena jika merupnkan hal yang sama maim tentuaya 

tidak perlu diatur di deken dua ayat yang berbeda. lni berarti penaliiimn yang 

kedua in~ keuangan negara tidak hanya bersumber dari APBN saja, nkan tetapi 

100 Ibid. hal. 4. 
loll Ibid. hal. 41. 
lM !hid, HaL 34. 
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meliputi lreuangan negara yang ber.lsal dari APBD, BUMN maupu BUMD yang 

pada hakekatnya seluruh lllllta lrelreyaan negara merupakan keuangan negara.'"' 

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, definisi lreuangan negara betsifttt 

plasris, tergantung kupuda sudut paadaag sehingga apabila berbicaro. keuangan 

negara dari sudut pamerinloh, yang dimaksud keuangan negara adalab APBN. 

Semenwa itu apabi!a berbicara keuangan negara di sudut pemerintab daerab, 

yang dimekauti dengan keuangan negara adalab APBD, demildan seterusnya 

dengan Perjan, PN-PN maupun Porum atau dengan perkataan lain definisi 

lreuangan nega:ra dalam arti luas meliputi APBN, APBD, lreuangan negara pada 

Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya. Sementara itu, definisi keuangan negara 

dainm arti sempi~ banya meliputi setiap imdan hukum yang bewenang meogelola 

dan mempertanggongjawabkannya."' 

Demikian pula apabila lreuangan negara itu ditinjau dari ruang linglrep 

pemerilreaan sebagaimana tersebut pesal2 Undang-Undang Nomor 5 Tabuo 1973, 

pengertian lreuangan negara tersebut ditinjau dari sudut pangurusan dan 1anggong 

jawab pemerintab sebagaimana yang dimaksud lretentuan Pasal 23 ayat (S) UUD 

1945 (sebelum amandemen), pengeman lreuangan negara tersebut adalab dalam 

arti sempit, yaitu banya APBN.105 

Bobari meogatakan babwa pengeman keuangan negara mempunyai arti 

yang berbada tergantung sedut mana kita meli!!Otnya. Ihnu lreuangan negara dapat 

didekati dari berbagai sudut pendeks1an, misainya sedut ekonomi, sudut ilmu 

pnlitik dan sudul Ihnu hekum. Seea:ra umum dapat dikatakan babwa ilmu 

keuangan negara edalab ihnu yang mempelajari soal-soal pembelanjaan dari 

rumab tangga negllnl, yang tennasuk ihnu ekonomi dan juga lretentuan dalam 

Tambaban Lembaran Negara (TLN 1776) menyatakan: Dengan lreuangan negara 

lidak banya dimakaud nang negllnl, telapi seluruh kekayaan negara, termasuk di 

dalamnya segala bagian lllllta milfk lrekayaan itu dan segala hak dan kewajiban 

yang timbul karenanya baik kekayaan itu berada dalam pengurusan pada pejabat­

pejabat atau lembaga-tembaga yang tennasuk pemerintahan umum maupun 

101 Gunawan Widjaja. Penge/o/aan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yudirldis. 
(Jak:arl.a:Pi R.ajagrnfindo Peroa.du, 2002). Hal. 8. 

!Got /hid. hal. 8. 
to$ Ibid. 
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pengu!ISllllll dan pengurusan bank-bank pemerintah, yayasan pemerintah dengan 

status hukum publik maupun perdata, perusahaan-perusahaan negll!ll dan 

perusahaan-perusahaan di mana pemerintah mempunyru kepentingan khusus 

dalam penguasaan dan pengurusan pihak lain maupun betdasarken petjanjian dan 

penyertaan (partlsipasi) pemerintah atanpun penunjakan dan pemerintah.'" 

Dari pengertian tetsebut dl alliS dapat dilibat luasnya arti keuangan ••88111 

ini yailu meliputi hak milik- atau kekayan negma, yang terdiri dan hak dan 

kewajiban yang dapat dinilai dengan Ul!Ilg apabila hak dan kewajiban ilu 

dilal:saaakan. Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan nang dan 

segala sesualu yang baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik 

negma, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tcrsebul1•' 

Menurut Nisjar. S keuaugan negll!ll ialab semua hak yang dapat dinilai 

dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupu nang maupun barang) 

yang dapat dijadikan milik negll!ll berbubung dengan hak-hak tersebut 108 

Menurut lbnu Syams~ keuangan D088111 sesunggubnya mempunyai arti 

luas yaitu di samping meliputi milik negara atau kekayaan ••88111 yang bakan 

semata~mata terdiri dari hak, juga meliputi semua kewajiban. Hak dan kewajiban 

tersebut baru dapet dinilai dengan uang apabila dilal:saaakan. Sehingga rumusan 

pengertian keuangan negara adalab semua hak dan ke\Vl\iiban yang dapat dinilai 

dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik nang maupun barang) yang 

menjadi kekayaan negara beabubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut 109 

Menurut Van Der Kamp. di jaman sebelwn kedaulatan "keuangan" 

diartikan sebagai ge/m;ddelen yaitu:110 

e~al de rechten die een geld swamde vertegenwoordegen zoomede al 
hetgeenfaan gelden gaed 1enge volge van die rechten is verlcregerl' 

Sualu pengertian yang dikemukakan oleh Van Der Kamp di atos juga 

memberikan pengertian yang luas babwa keuangan (ge/dmidde/en) meliputi 

semoa hak: yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik 

106 Bohart Hukum Anggaran Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995). Hal. S:. 
107 ibid. Hal. 9. 
108 Yuswar Zalnul Basri dan Mulyadi Subri.Op.Cil. HaL L 
ll» !hid, 
uo. Boha.ri. Op.C.'iL Hal. 8. 
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berupa uang ataupun bamng) yang dapat dijadikan milik negaru berhuhungan 

dengan bak-hak tersebut.111 

Hak-hak negaru dapat dinilai dengan uang antara lain:"' 

I. Flak negaru menarlk sejllllllab uang amu bemng tertentu dari 

pendndak negaru yang dnpat dipaksakan dengan bentuk peraturan 

perundang-undangan, tanpa memberl imbelan secara langsung 

kepada orang yang bersangkutan. Bentuk-bentuk penarlkan dena 

ini dilakukan berbagai bentuk. seperti pajak, bea onkai, retribusi 

dan sebegainya. Dengan bentuk-bentuk penarlkan sebegkm 

kekayaan penduduk ini (pajak, bea cnkai dan sebagainya), negarn 

memperoleh penerilruuln yang menjadi nnliknya untuk membiayai 

tugas negaru 

2. Flak negam (monopnli) mencetak uang (logan atau kertas) dan 

menentakan uang sebagai a1at tukar dalam masyamkat 

3. Flak negam untuk mengadakan pinjaman pakaa kepada penduduk 

negaru (obligas~ sanerlng uang, devaluasi nilai uang). 

4. Hak negaru untuk teritorial dare!, !aut den udare serta sagala 

kekayaan yang terkandung di dalanmya, yang merupakan sumber 

yang besar dalam penggunaanya dapat dinilai dengan uang 

Di Slllllping bak tersebet, letdapatlab kewajiben-kewajiben negaru yang 

juga dapat dinilai dengan uang, misalnya: 113 

I. Kewajiben menyelenggatukan tugas negara untuk kepenringan 

umum (masyarakat) 

lll Ibid. 

• Pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

• Pembuatan, pemeliharaan jalan-jalan raya, pelabuhan dan 

pangkalan udara 

• Pembengunan gedung-gedung sekolah, rumab sakit 

• Pembuatan dan pemelibarean pengairan 

• Pembenganan pemeliharaan alat perhubungan (pos, 

telepon dan sebagamya) 

112 Ibid. hal. 9. 
lU ibid. bal. 10. 
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2. KeM\jiban membayar atas hak lagiban dari pihak-pihak yang 

melakukan sesuatu aiau peljanjian dengan pemeriniah misalnya 

pembelian harang-barang untuk keperluan pemerintah, 

pembangunan gedung pemerlniab dan sebagainya. 

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang 

Keuangan Negara berbunyi sebegai berilrut; " 4 

''K.enangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat 
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa 
barang y>ng dapat dijadiknn mDik negara berhubnng dengan pelaksanaan 
bak dan kew'liihan tersebuL" 

Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang 

Badan Pemerlksa Keuangan berbnnyi sebagai berlkut: 1" 

"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat 
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu balk berupa uang maupun berupa 
berang yong dapat dijadikan miJik negara berbubung dangan pelaksanaan 
hak dan kewajiban tetsebut." 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tenil!ng Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dimaksudken untuk menggantikan Undang-undang Nornor 3 

Tahun 1971 rentang Pemharantasan Tmdak Pidana Konipsi, yang diharapkan 

marnpu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuban hukum 

masyaraket dainm mngka menoegah dan memberunias secara lebih erektif setiap 

bentuk tindak pidana korupai yang sangat merugikan kenangan negara atau 

pereknnomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. 

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalatn bantuk 

apapWI, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala 

bagian kekayaan negara dan segala bak dan kewajiban yang timbul karena ,.,, 

(a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggangjawaban p<;jabat 

lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daetuh; 

11 
.. lndoncsia (d). Op..Cil. ptl'Sal I angkn 1. 

115 Indonesia (g). Op. Cit.Pasall angka: 7. 
11~ Indonesia (p). Urtl:itmg.-Undmlg &publik lrtdonesia No. jf /alum 1999 ie111qng 

Pemberantasan 11miak Pidan.a Kontpsi Lembaran Negart1 Tahun 1999 Nmnor 140 Tambahan 
Lembarcm Negara Nomcr $874. Penjelasan. 
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(b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan 

Usallll Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, 

dan perusahaan yang menyertakan modal negara, alau perusahaan yang 

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkun peJjanjian dengan Negara. 

Sedangkun yang dbnaksud dengan Perekonomian Negarn adalab 

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai- usaha bersama berdasarkan 

asas kekeluargaan ataupun usaha masyarnkat secara mandiri yang 

didasarkan peda kebijakan Pemerintab, baik di tingkat pusat maupun di 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan 

kesejabteraan kepada seluruh kehidupan rakyaL 

Definisi mengenai keuangan negara sampai sekarang belum terjawab dan 

tidak ada definisi yang pasti hingga sekarnng. Hal ini dapat dilibat di dalam sural 

menteri keuangan kepada sekretaris negarn peda tanggal29 Pebuari 1980 Nomor 

S-1921MK.07/198Q mengenai pengertian keuangan negara. Namun hingga saat ini 

sekretaris negarn tidak pemab,menjawab definisi keuangan negara kepada menteri 

keuangan. Sekreteris negarn juga mengalarni kesulitan untuk mendefinisikan 

keuangan negarn sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan dari menteri 

keuangan.117 

3.l SnbYek Hokum 

Dalarn dunla hakum perkataan orang (persoon) berarti pemhawa hak, 

yaitu sesuatu yang mempenyai bak dan kewajiban dan disebat subyek hukum. 

Dewasa ini subyek hukum terdiri dari :118 

a. rnanusia (natuur/ifke pers()()n) 

b. hadan hukum (1YtChtspersoon) 

m Arifin P.Soeria Atmadja (2}. KapiJa &/ekla Ke;umgun Negara SuaJu Tir!)aucm 
Yllrldis. (Jakarta: Universitas Tammnnagarn UPT Penerb!lan, 19%), Hal. 73. 

11
' C.S.T. K.ansil. Pengantnr 1/mu Hutum dan T(11a Hulum Indonesia. (Jakarta: Balai 

P- 19890), H•l. 117. 

Universitas indonesta 

Dualisme Pengaturan..., Chandra Sugiarto, FEB UI, 2010



57 

3.2.1 Maousia sebagai Subjek Hukum 

Seperti telah dijelaskan, manusia adalah subjek hokum, yang berarti ia 

adaiab pembawa hek dan kemjiban menurut hokum Barat dan pembawa 

kewajiban dan hek menurut hokum adatllslam. Pengertian alau istilahlsebulan 

manusia harus dibedakan den:gan. sebutan "persoon" (persona dalam bahasa 

Latin). Persoon atau persona adatah pengertian juridis, suatu identitas juridis, 

sedangkan manusia adalah pengertian biologis. gejala biologika dalam alam. suatu 

makhluk yang hldup dengan mempunyai Iangan dua, berkaki dua, dan mempunyai 

budaya, persoon atau persona adaiab gejala dalam kehldupan bei1IIliS)'ll1'llkst. 

Dalam Jalu lintas hokum perbatian dipusatiom kepada manusia sebagai pmoon 

sebagai persona; tiap-tiap manusia menurut hokum mempunyai personaHty , 

merupekan suatu corporate body sebagai manusia pribadi; dalam babasa Belanda 

ia memptmyai rechtspersoonlfjlcheid : sebagai corporate body ia memiliki 

incorporation dan dialrui sebagai persaon m.enurut hukum.119 

Manusia yang sudah dewasa pada umumnya telah berusia 21 tahun amu 

sudah kswin dianggap cokap untuk melekukan perbuatan hokum; perbuatan yang 

dilekukannya hila tidak hertentangan dengan hokum yang berlaku adalah sah, sah 

menurut hukum; yang bersangkutan tennasuk persoon yang sudah rechtsheh<aom 

' yang perhualannya adaiab valid in law, Sekali apakah perbuatannya ltu sah, tidal< 

sah, atau masih dapat disahkan, masih per!u to certify as valid Pengertian "cakap 

menurut hukum" dan ••mempl.lrlYai wewenang menurut hukum" (rechlshekwaam 

dan rechtsl;evoegd) ini aksn pooling nantinya dalam mengupaS perbuatan buksm 

yang dilakukan oleh badan hulrum, ksrena secara umum kecokapan melekukan 

perbuatan hukwn bagi manusia sebagai persoon, berhubungan dengan si:fut atau 

keadaan pribadinya. Manusia yang sakit ingatan rnenurut hukum dinyatak:an 

''adak cokap"; apakah hal ini dapat dinyaiBkan hagi badan hukum, yang juga 

merupakan persoon menurut bukum. Manusia sebagai persoon harus mempunyai 

identims dalam bentuk nama dan rempat tinggal (alamat) amu menurut ltuksm 

dipergunekan istilah domisili. Apabila dia belum dewasa dan hllrllS melekuksn 

119 Aclunad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia. (Jakarta: PT Pmdnyo Paramita,. 1986). Hal. 
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perbuatan hukum malo!. da!am hukum perdata sipil terdapat lembaga hukum 

pendewasaan {handlichtlng).'"' 

3.2.2 Badao Hukum 

3.2.2.1 Peogertlao Badao Hukom 

Sudah sejak dahulu kala dibutuhkan adanya pengertian badan hukum, 

yaitu badan yang disamping maousia perorangan juga dianggap dapat bertindak 

dalam hukum dan yang mempunyai hak·hak, kowajiban-kewajiban dan 

kepuntingan-hukum tethadap orang lain atau badan lain. Yang rerutama 

dibutuhkan ialah adanya kekoyaan yang terpisah dari kokoyaan orang 

perseorangan dan yang hams dianggap dimiliki oleh seboah badan diluar orang 

perseorangan, sebingga tidak dapat lerjad~ bahwa seorang perornngan mengambil 

tindakan semau-mauoya terbadap kekoyaan itu.m 

Tindakan yang dapat mempertanggung jawabkan kekoyaan itu, barns 

dilakukan atas nama suatu badan diluar orang perseorangan, dan badan inl 

dinamakan badan hukum atau daiam babasa Belanda ttretihlspersoon11
• Badan 

hukum ini dapat: berupa suatu negara. suatu daerah otonOJn atau suatu 

perkumpelan dalam art! luas yang baru saja dibabas, atau suatu perusahaan amu 

suatu haria-banda tertentu yang lazim dinamakon yayasan (slichling). Badan­

badan ini semua dapat turut serta dalam pergaulan hidup dalam masyarakat seperti 

seorang manusia, dan dianggap pula manusia belaka terbadap segala peraturan­

pemturan-hukum yang berluku dalam suatu masyamkat. '"' 

Apabila beberapa orang mengadakon ketia-sama dan alas dasar ketja-sama 

ini membentuk suatu korporasi atau perserikatant maka korporasi atau 

perserikotan ini dapat merupakan badan hukum setelah dipenuhl syarat-syarat 

yang ditentukan oleh paraturnn hukum. Dal!!m bentuk ini termasuk pula 

perkumpulan keagamaan, yayasan, koperasi, dan korporasi-korporasi lain dan 

120 Ibid. HaL 57~58. 
l2J Wirjono Projodikoro. Hukum Perlwmpulan Pcrseroan dan Koperasi di 

Jndone.sla.(Jnkarta: Dian Rakyat. 1985). Hat 8. 
122 Ibid. 
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dengan pemyataan amu perlakuan sel>agai badan hukum, maka korporasi ini 

seperti manusia dianggap sebagai persoon atau persona menurut bakum. Ia 

merupakan subjek bakum dan karona itu memiliki hak dan kewajiban."' 

Pasall653 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :"" 

"Selainnya perseroan yang sejati o!eh uadang-undang dikaui pula 
perhimpunan-perblmpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik 
perkumpulan-perlrumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh 
kekua..,an umum, maupun perkmpulan-perlrumpulan itu diterima sel>agai 
diperbolebkan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak 
bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik." 

3.2.2.2 Teori-Teori Badan Hukum 

Mengenai teori-teori dari badan hakum ada 3 buah teori. Teori-teori 

tersebut adalah;12
' 

L Teori ke I mempergunakun suatu liksi (jlctie) atau suatu perumpernnan. 

Badan hakum banya diumpemakan saja seolah-olah seorang manusia, jadl 

dianggap seolah-olah dapat bertindak sebagai seorang manusia. Teori ini 

!azimnya dikatakan mula-mula diajakun oleh seonmg sa!jana-bakum yang 

betnama Von Savigni. 

2. Teori ke 2 ·menganggap badan-hakum tidak sebagai suatu fikai atm 

perumpamaan, melainkan sel>agai suatu kenyataan belaka (realitas). Para 

penganut teori ini menggambarkan badan-hakum sebagai sesuatu yang 

tidak berbeda dati seorang manusia. Kalau seorang rnanusia bertindak 

dengan alat-alatnya (organ) berupa Iangan, kaki, jari, mulul, otak dan lain 

sebagainya, maka badan-hukum juga bertindak dengan alat-ala!nya barupa 

mpat anggota atau ketuanya dari badan hakum. Oleh karena alat-alat ini 

berupa orang-orang manusia juga, maka apahila ada syarat-syarat dalam 

peraturan-bukum yang melekat pada tubuh manusia, syarat-syarat ini dapat 

juga dipenehi oleb badan-hakum. Teori ini sering dinamaksn 

m Achmad Ichsan. Op.Cit, HaL 59, 
!2>11 ft. Su.beltti dan fL Tjitrosudibio. KiJab Und£/ng"Undang Hul.um Perdata. (Jakarta: 

Pradnya Pan.unita. 2003), Pasal 1653, 
1u Wirjono Projodilroro. Op.Cit. Hal. 8·9. 
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"orgaantheorle" dan mulai diajukan oleh ~ sa!jana.Jiukum yang 

bemama Gierke. 

3. Teori ke 3 menganggap badan-bukum sebagai kumpulan belaka dari 

orang--orang manusia. Menurut tcori ini, kepentingan--kepentingan badan~ 

hukum tidak lain dari pada kepentingan segenap orang-<>rang yang 

menjadi background dari bedan-hukum itu, yaitu dari suatu negara segala 

penduduk atau segala warganegarn, dari suatu perkumpulan semua 

anggotu, dari Yayasan semua yang mendapat basil bekelja yayllSilJI. 

Kesimpulan dari semua teori ini ialah. bahwa syarat·syamt dalam 

peraturan-peraturan·hukum, yang seswtgguhnya melekat peda tubuh seoomg 

manusia, dianggap dipenuhi juga dangan pengertian badan·hukutu, maka dari itu 

semua teori-teori ini sepeham berpendapat, bahwa badan-badan-hukum dapat 

masuk dalam kancah perganlan hidup di tengah-tengah masyarakut dengan segala 

maeam perhubungan-hukum yang mwtgkin ada didalamnya. Tentunya dengan 

kekecualian, yang berhubungan dengan perkawinan, melahirkan anak dan 

sebagainya.126 

3.2.2.3 Pemhagin Badan Hukum Berdasurkan Kewenaugsnnya 

Suda.h menjadi communis opinlo doctorum dalam teori hokum suatu 

organisasi atau lembaga dapat menjadi suatu subjek hukwn (rechtssubject) sama 

ha1nya manusia (natuur/ijke persoon). Kondisi demildan terjadi ketika organisasi 

atau Jembaga tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu, baik yang ditetapkan 

secora formal dengan sistem tertutup oleh hukum positif atau pemturan 

perundang-Wldangan seperti perseroan terbatas atau hukum adnt seperti subak 

(s'aka/0 soebak) di Bali maupun sistem terbuka yang dianut khususnya dalam 

Pasal 1653 KUH Pordata (sraarsblad 1847: 23) da!am menentukan landasan 

hukum yang dijadikan dasar pendirian suatu badan hukurn.1n 

IU. Jbki. hal. 9. 
m Arifln P.SoeriaAtmadja (1). Op,Cit. Hal, 92. 
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1. Badan hukum pub!ik (persanne morale) yang mempunyai kewenangan 

mengeluarkan kebijakan publik, balk yang mengiket umum alllu algemeen 

bindend (misalnya Undang-Undang Perpajakan) dan tidak mengiket 

umum (misalnya Undang-Undang APBN); 

2. Badan hukum privat (personne juridique) yang tidak mempunyai 

kewenangan mengeluarlaut kebijakan publik yang bersifut mengikat 

masyaraket umum. 

Sementara itu, negara merupakan badan hukum publik yang tidak 

mungkin melaksanakan kewenangannya lllnpa melalui organnya yang diwakili 

oleb pemerinll!b sebagai otoritas publik. Negam dapat mendirikan badan hukum 

publik lain (daereb) maupun mendirikan badan hukum perdalll (persero) seperti 

Nederlandse Bank N. IT di Belenda atau Javaunsche Bank NY pada masa Hindia 

Belanda, yang organisasi dan pendi.riannya berdasarkan pertimbangan tertentu 

dilakukun oleb badan hukum publik, sedangken badan hukum perdata tidak 

mempunyaj kewenangan membentuk badan hukum publik. 129 

3.2.2.4 Syarat-Syarat Berdlriuya Badan Hukum 

Dalam doktrin, badan hukum atau rechlspersoon (corpus habere) 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan subyek hukum lainnya seperti 

manusia (natuur/ijhe persoon). Oleb kerena itu, sanget tipis di depan hukum 

untuk membedakan hak dan kewajiban kedua subjek hukum rersebut. Meskipun 

badan hukum tidak dalam pengentian jus gentium, sebagaimana halnya subjek 

hukum manusia yang memerlukan persyaratan tertentu untuk dapat dikatakan 

memiliki rechtsbevoegdheid atau kemampuan hukum (Pasal 29 KUHPerdata), 

badan hukum memerJukan syant yuridis fonnal dan empat syarat materiil, 

yaitu:1
${1 

m Ibid. Hal. 93. 
129 Ibid. Hal. 93~94. 
130 ibid. Hal. 94. 
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L mempunyai kekayaan teq>isah; 

2. mempunyai tujua.n tertentu; 

3. mempunyai kepentingan tertentu; 

4. mempunyai organisasi teratur. 

Adanya kekayaan yang terpisah dan para anggota atau pendiri 

dimaksudkan agar harta kekayaan yang terpisah ini sengaja diadakan dan memang 

diperlukan sehagai alat nntnk mengejar sesuatu tujuon tertentu dalam hubungan 

hukum. Dengan demikian, harta kekayaan tersebut m...Yadi objek tuntutan 

tffiendiri dan pihek ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan hadan 

hukum tersebu~ dan sekaligus merupeken jaminan baginya. Badan hukum 

mempunyai tanggung jawab sendiri dan hartanya terpisah dan harta kekeyaan 

anggota badan hukum. Sebagai akibatnya perbuatan hukum pribadi para anggoia 

dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta kekeyaan 

badan hukum yang terpisah ternebut Kekeyaan badan hukum yang terpisah 

tersebut memba.wa akibat, antata lain sebagai berikut: 131 

I) Kreditor pribadi para anggota tidak memptl!lyai hek untnk 

mentl!ltut harta kekayaan badan hukum tersahut 

2) Para anggnta pribadi tidek dapat menagih piutang badan hekum 

terillldap pihek ketiga 

3) Kompensasi antara utaog pribadi dan utang badan nukum tidek 

dimungkinkan. 

4) Hubungan bukum, baik persetujuan, trumpun proses antara anggnta 

dan badan hukum dilakekan seperti balnya antara badan hukum 

dengan pihak ketiga. 

5) Pada kepailitan, hanya para keeditor badan hukean dapat menuntut 

harta kekayaan yang terpisah. 

Tujuan dapat merupakan tujuan yang idee! atau tujuan yang commercieel. 

Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum. Karena itu, tujuan bukanlah 

merupekan kepentingan pribadi dan satu atau bebempa orang (anggota). 

m Ibid. Hal. 124-125 .. 
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Peijuangan mencapai tujuannya itu dilalrukan sendiri oleh hadan hukum sebagai 

persoon (subyek bukum) yang mempunyai bale dan kewajiban sendiri dalam 

pergaulan hukurnnya. Karena hadan hukum banya dapet bertindak dengan 

penm!almu! organnya, perumusan tujnan hendaknya tegas dan jelas. Hallni sangat 

panting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungannya badan 

hukum itu dengan dunia luar. Ketegasan ini memudahkan pemisahan apakah 

organ bertindak dalam batas·balas wewenangnya ataukab di !Ullt!lya. !Gta masih 

ingat kritik Pitlo terhadap putusan H.R. dalam arrest Papefonds yang 

memperlcenankan rumusan ~uan yang sangat luas dan samar-samar itu 61). Bagi 

kita di Indonesia masih horus diperhatikan pula, mengingat falsafah bangsa 

Indonesia, bahwa tujuan itu horus pula sesuai dengan keadUan hukum berdasarkan 

Pancasila. Karena itu, penafsiran mengenai tujuan yang diberi batas-batas tidak 

bertentangan dengan undang·undang, kesnsilaan dan ketertiban umum harus 

betul·betul mencerminkan keadilan rnasyarakat Pancasila.132 

Dalam kaitannya hadan hukum mempunyai barto kakayaan yang terpisah 

dari anggotanya. Badaa hukum dalam usaha mencapai tujuannya mempunyai 

kepentingan tersendiri yang merupakan hak·bak subjektif sebegai akibat dan 

peristiwa hukam yang dilindungi oleh hakum. Oleh sehah itu, bathm hukum dapat 

menuntut dan mempertabaokao kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam 

pargaulan hukum. Menganai kepentingan bathm hakum, Meijers berpendapat 

kepentingan bathm hukum menghendaki adanya .suatu kestabilan karena 

kepentingan yang tidsk stabil seperti suatu organisasi pengumpulan dana untuk 

bencana alam yang bersifat temporer tidak dapat dikatakan sebegai bedaa hukum, 

meskipun dana yang terlcumpul oleh panitia bnkan merupakan milik penitia, 

karena organisasi dan pekeijaaanya banya untnk waktu yang singkat saja. 

Mengiogat tidak mempnnyai kepentingan yang stahil al:au pennanen, organisasi 

panitia tidak rnemenuhl salah satu syarnt untuk menjadi badan hukum.133 

Badan Hukum mempunyai organisasi yang teratur. Badan hukum itu 

adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pargaulan hukum, bathm hukum diterima 

sebagai persoon di samping manusia. Badan hukum yang merupakan suatu 

m R.. Ali Rida. Btu/an Hukum Dan Kedudukan Batfan Hulam Perseratm, Perkumpulan, 
Koperasi, Y~, Wakqf. (Bandung: Alumni, 2001). Hal. 47. 

m Arifin P.Soeria Atmadja (1). Op.Clt. Hal. 126. 
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kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak hukum dengan organnya, dibentuk 

oleh manusia, merupaken badan yang mernpunyai anggota (korporasi) atau 

merupaken hadan yang tidak mempunyai anggota seperti yayasan. Sampai sejauh 

mana organ yang terdiri da:ri manusia itu dapat bertindak hukum sebagai 

perwakilan da:ri badan hukum dan dengan jalan bagairnana manusia-rnanusia yang 

duduk dalam organ dipilih dan diganti dan sebagainya, ini diatur oleh angganrn 

dasar dan peraturan alau keputusan rapat anggota yang tidak lain ialab suatu 

pembagian tugas dan dengan demikian hadan hukum mempunyal organisasi. "' 

Jadi suatu organisasi itu ada dimana saja, setiap manusia-manusia 

bertindak secru:a organlsatoris dengan pembagian tugas mengejar suatu tujuan 

bersama. Dengan demikian, organisasi adalah Sll3lu hal yang esensial bagi badan 

hukum, balk badan bukum kerperasi maupun hadan hukum yayasan.135 

S...... kiasik hadan hukum yang dikenal dslam hukum positif Indonesia 

adalab Badon Usaha Milik Negam (BUMN) dan Badan Usaba Milik Daerab 

(BUMD), kopemsi sena dena pension dan badan bukum privat seperti pe,..roan 

terbatas manpun keberadsan subak yang landssan hukunmya berdasarkan hukem 

adst. Badan hukum yang lain seperti negara, provins~ kabupaten, dan kots, 

mesldpun tidak diatur secara regas dalam hukum positif sahagai badan hukum, 

pendspat umum para yoris maupun literatur yang ads mengaregoriken sebagai 

hadan bukum publiL Dalarn ·Burgerlijk Wetboek Be lands Buku ke 2, Titel l Pasal 

l ayat (1), ayat (2), secarajelas disebutkan babwa lernbaga-lembaga seperti Staal 

(negara), de Pravincie:n (provinsi), de gemeenten {kotapraja), de waterschappen 

(penpiran) seperti polder di Belands, ditetap-kao sebagai hadan hukem publik 

berlandsskan atau bersumber pads Grondwet. Dalam KUHPerdata Indonesia, 

kriteria suatu lembaga dspat dikategoriken sebagai badan hukum tidak dirinci 

dengan jelas. Akan tetapi, secara umum disebutkan landasan hukum.nya dalam 

Titel ke,Scmbilan Pasal 1653 BW, tentang "Van zetfelijhe ligcbamen" atau 

"rechtspersoon" yang diteijemahkan secara keliru dengan <:ara menyimpulkan apa 

yang dialur dslam Pasal 1653 KUHPerdeta tersebut yakni "Perlrumpulan", 

114 Ali RiOO, Op.Cit. HaL 4849. 
ns Ibid. Hal. 50. 
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sedang-kan pengertian zetklijhe ligchamen menurut Fockema Andreae adalah 

rechlspersoon atau badan bukum.136 

Berdasarkan rumusan Pasall653 KUHPerdata tersebu~ terdapat tigajenis 

badan hukum ditinjau dari sudut pembentukannya yang terdiri atas:137 

._ badan bukum yang diadakan oleh pemerintah; 

b. badan bukum yang diakui oleh pemerintah; 

c. badan hukum dengan konstrukai keperdataan. 

Sclaqjutnya, perumusan Pasal 1653 KUHPerdata tersebut tidak secara 

tegas dan jelas bentuk yuridis landasan hukum pendirian badan hukom yang 

khususnya dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, landasan yuridis 

pendirian tersebut dapat saja dilakulo!n dengan atau dalam bentuk. undang-undang, 

peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Demikian pula apabila badan 

hukum tersebut didirikan oleh pemerintah daen!h, apakah dapat dilakakan dengan 

peraturan daerah atau keputusan gubenur atau bupati? Perumusan Pasal 1653 

KUHPenlata menguuai landasan hukum pandirian badan hulrum, khususnya untuk. 

badan hukum yang dindakan oleh pemerintah terseb~ jelas menunjukkan sistem 

terbuka, dalnm nrti badan hukum yang didirlkon oleh pemetintah dapat dilakulo!n 

dengan undang-undang, atau peraturan pemerintah atau dengan keputusan 

presidan. Hal tersehut berlaku pula hagi penguasa di daerah.138 

Sementara itu, badan hl.lkum melalui konstrukai hukum perdata 

sebageimana telah ditetapkan dalam undang-undang tetsendiri, seperti perneroan 

terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, badan hukum koperasi 

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1993 llmtaug Perlroperasian, dan badan 

bulrom dana pension dangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang 

Dana Pension. Demikian pula bulnya dengan BUMN dan BUMD yang diatur 

secara tersendiri dalam undang~undang yang bersifat umum seperti Peljan dalam 

lnd;sche BedrijverTWet (Staatsblad 1927 No. 417) maupun dalam undang-undang 

atau pernturan pemerintah yang secara khusus diterbitkan untuk mendirikan setiap 

masing-masing BUMN, atau peraturan daerah unluk mendirikan BUMD. 

ll
6 Arifm P.Soeria Atmadja (1). Op.Cit. Hal. 127. 

137 R. Subek:ti dan R. Tjitrosudibio. Op.Cit.Pasal 1653 
~~~ Arifm P.Soeria Atmadja(l). Op.Cit. Hal. 129 
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Perbedaan yang secara signifikan antara BUMN dan BHMN terlelllk pada tujuan 

dan simt usaha atau kegialannya. Tujuan BUMN adalah mencari laba dan bersill!t 

komersial, sedangkan tujuan BHMN adalah idiil dan bersifat nirlaba, sedangkan 

persamaannya antara kedua badan bukum tersebut terletak pada modal badan 

hukum tersebut rnerupakan kekayaan negaxa yang dipisahkan. Selanjuinya, dari 

sudut doktrin kedua badan hokum tersebut Ielah rnemenuhi persyaratan materiil 

seperti kekayaannya yang terpisah dari kekayaan anggota organ bad8n hulrum, 

tujuan tertentu. mempunyai kepentingan tertentu. maupun organisasi yang 

teratur.H9 

3.2.3 Badan Hokum Perseroan 

Di dahnn pasal I angka I UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Petseroan 

T erbatas, berbunyi sebagai berikut: 

"Perseroan Terbatas, yang selanjuinya disebut perseroan, 
adalah badan hokum yang merupakan persekutuan modal, 
didiril<an benlasarkau petjanjian, melakukan kegiatan usaha 
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 
memenuhi persyarstan yang ditetapkan dalam undang-undang 
ini serta peratunm pe:Jaksanaannya."140 

Organ Perseroao adalah Rapat Umum Pemegnng Saham, Direks~ dan 

Dewan Komisaris.141 

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah 

organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepeda Direksi 

atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentakan dalam undang-undang ini 

danlatau anggamn dasar. 142 

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan. Perseroan u.ntuk: kepentingan Perseroan, sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakiH Perseroan,. baik di da1am maupun di 

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, 143 

m Ibid. Hat 1Z9-J30. 
t<tG /nilt:mesia (h). Op.Cit Pasal I angka L 
141 lbfd. PusallangkB 2. 
141 !bid. Pasull angka 4. 
141 ibid. Pasal I angka 5. 
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Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melalrukan 

pengawasan seeara urnum danlatau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 

memberi nasihat kepada Direksi.'"' 

RUPS mempunyai weweuang yang tidak diberik.an kepada Direksi atau 

Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Widang-undang ini 

danlatau anggaran dasar. "' 

Dalam forum RUPS, pemegang sah!llll bemak memperolab ketemngas 

yang berkaitm dengan Perseroan dari Direksi denfalau Dewan Komisaris, 

sepanjang berbubungan dengan mala acam rapat den tidak bertentangan dengan 

kepentingan Perseroan.146 

RUPS untuk mengubab angganm dasar dapat dilanganagken jika dalam 

rapat paling sedikit 213 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 

bab suara badir alau iliwakili dalam RUPS dan keputus.an adalah sah jika disetujui 

paling sedikit 213 (dua pertiga) bagian147 

RUPS uutuk menyetujul penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau 

pemisaban, pengajuan pennnhonan agar Perseroan dinyatakan paili~ 

perpaujangan jangke waktu benlirinya, dan pembubamn Perseroan dapat 

dilangsuugkan jika dalam rapat'paling sedikit 3/4 (tlga perempat) bagian dari 

jumlah selurnh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS den 

keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari 

jumlah suara yang dikeluarkan, keeuali angganm dasar menentukan kuorum 

kehadiran danlatau ketentuan lentang persyaratan pengumbilan keputusan RUPS 

yang !ebih besar. "' 

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepenringan Perseroon 

dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.149 Yang dapat iliangkat menjadi 

anggota Direksi adalah orang perseomngan yang cakep melakukan perbuatan 

hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangketannya pernah: 

a. dinyatakan pailit; 

1411 !bid. Pasall angka 6. 
14 ~ Ibid. Pf!S6175 ayat (1). 
l.f6 Jhld. Pasa! 75 ayat (2). 
H

1 Ibid. Pasal 88 ayat(l). 
lts lhid. Pasal891l}'at{l}. 
149 !bid, Pasal 92 ayat {1). 
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b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang 

dinyaUlkan bersalah menyebabkan sua!u Perseroan dinyaUlkan 

pailit; atau 

c. dihulrum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 

keuangan negara danla!J!u yang berkaitan dengan sektor keuangan. 

Anggota Direksi diangkst oleh RUPS. 150 Anggata Direksi tidak dapat 

dlpartanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:"' 

a. kerugian tersebut bukan IG!rena kesalahan atau kelalaiannya; 

b. telah melakukan pengurusan dengan itiksd bail< dan kehati-hatian un!uk 

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak 

Jangsung alas tindaksn pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 

d. telah mengambil tindaksn un!uk mencegah timbul atau berlanjutnya 

kerugian tersebut. 

Direksi mewakili Perseroan baik dJ dalam maupun di luar pengadilan.152 

Anggota Direkst tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:153 

a. teljadi perkara di pangadilan. anlara Perseroan dengan anggota Direksi 

yang 

a. betSallgkutan; atau 

b. anggnta Direksi yang bersangkutan mempenyai banturan kepentingan 

dangan Perseroan. 

Dalam bal lerdapat keadaan sebagaimana tersebut di atas, yang berbak 

mewakili Perseroan adalab:'" 

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan 

dengan Perseroan; 

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Dlreksi mempunyai benWran 

kepentingan dengan Perseroan; atau 

!SO Ibid, Pttsal 94. 
m Ibid Pasul97 nyat (5). 
!$Z Ibid, Pasul98ayal (J). 
111 Ibid. Pasal 99 ay:al (1). 
154 Jhtd. Pasal 99 ayat (2). 
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c. pihak lain yang ditunjulc oleh RUPS dalam hal seluroh anggota Direksi 

atau Dewan Komisaris mempunyai bentumn kepentingan dengan 

Perseroan. 

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan 

publik untuk diaudit apabila: 155 

a. kegiatan usaba Perseroan adalab menghimpun danfatau mengelola dana 

mosyarulcat; 

b. Perseroan menerbitkan surat pengulcuan utang kepada mosyarulca~ 

c. Perseroan merupekan Perseroan Teri:>ulca; 

d. Perseroan merupekan per:;ero; 

e. Pcrseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredamn usaha dengan 

jumlab nilai paling sediklt RpSO.OOO.OOO.OOO,OO (lirea pulab miliar 

rupiab); atau 

f. diwojibkan oleb peratumn peruadang-undangan. 

Dewan Komisaris melaku.kan pengawasan atas kebijakan pengurusan, 

jalannya pengurusan pada unnnnnya, baik: mengenai Petseroan maupun usaha 

Perseroan, dan memberi nasibat kepeda Direksi. 156 Yang di!pet diangket menjadi 

anggota Dewan Komisaris adalab orang perseorangan yang colo!p melulculcan 

perbuatan hulrum, keeuali dalam wokeu 5 (lima) labun sebelum pengangkelannya 

pemah:151 

a. dinyatakan psili~ 

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan 

bersalab menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau 

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan 

negara danfatau yang berl<aitan dengan sektor keuangan. 

Anggoll!. Dewan Komlsaris diangkat oleh RUPS. '" Anggota Dewan 

Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat 

membuktikan:159 

m !bid. Parml6S ayat (1). 
,s,u Ibid.Pusal108aynt{l}. 
IS? Ibid. Pusu1 110 .ayat {1). 
1n !bid. P11Sal11 L 
ls<> !hid. Pasttl 114 ayat{5). 
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a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kebati-hatian untuk 

kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 

b. tidek mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak 

langsung alas tindekan pengurusan Direksi yang mcngakibalkan kerugian; 

dan 

d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk meneegah timbul atau 

berlanjutnya kerugian ternebut 

Pembubaran Perseroan tetjadi:160 

a. berdasarkan keputusan RUPS; 

b. karenajangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam angganm dasar 

Ielah berakhir; 

c. berdasa1kan penetapan peagadilan; 

d. dangan dicahutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang 

telab mempunyai kekaatan hukmn tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup 

untuk mernbayar biaya kepailitan; 

e. karena harm pailit Perseroan yang telah dinyatukan pailit bemda dalam 

keadaan insolvensi sebagaiinana diatur dalam undang-undang tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau 

f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroon 

melakakan 

e. likuidasi sesuai deng:an ketentuan pemturan perundang-undangan. 

3.3 Badan Usaba Milik Negara (BUMN) 

Dililutt dari sejarahnya, BUMN dahulu merupakan perusabaan-perusahaan 

Belanda yang dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia. Tmdakan yang telah 

diambil oleh Pemerintalt terhadap perusahaan milik Belanda yang barada di dalam 

wiiayah Republik Indonesia dalam rangka petjuangan pembebasan Irian Barat.161 

160 Ibid. Pasa! 142 ayat(1). 
161 Indonesia. Q. Undang-Urulang Republik lndonesia Nomor 86 Takun 1958 Tenft11'1g 

NasiaMliswi Perusahaan-Perusahaan Milik Bl!fam:in Lemhanm Negara Tahun 19.5$ Nom~»" 162. 
Perlimbangan... 
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Untuk melakukan nasionalisasi rnak.a dilreluarkon Undang-Undang No. 86 Tahun 

1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. 

Di dahnn perl<ernbanglm selanjumya, pernerintah berusaha untuk 

rnenyemgamkan bentuk badan usaha milik negara menjadi perusahaan negara 

dengan Uadang-Undang No. 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara. 

Di dalarn perl<embangan selanjutnya berdasarkon pasal 1 UU No. 9 Tahun 

1969 Tentang Penetapan Peretur:an Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1969 Teotang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang 

berbunyi;l62 

"Kecaali dengan atau berdasarkon Undang-undang ditetapkon lain, 
usaha-usaha Negara berbentuk Perusahaan dibedakon dalam: 
I. Perusahaan Jawatan, disingkat PERJAN; 
2. Perusahaan Umum. disingkat PERUM; 
3. Perusahaan Perseroan. disingkat PERSERO." 

Di dalam pasal 2 UU No. 9 Tahun 1969, dijelaskon mengenai perjan, 

perum dan persero, yang berbunyi sebagal berilrut:163 

"(I) PERJAN adatah perusahaan Negara yang didirikan dan diatur 
menurut ketentuan-ketentuan yang tennaktub dalam lndonesische 
Bedrivenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagalmana 
yang tetah beberapa kali dirubah dan ditambah. 
(2) PERUM adalah perusahaan Negara yang didirikan dan diatur 
berdasarkon ketenluan-keteotuan yang tennaktub dahnn Undang­
undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960. 
(3) PERSBRO adalah perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas 
seperti diatur menurut ketentuan·keteotuan Kitab Undang-undang 
Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagairuana 
yang telah beberapa kali diubah dan ditambah balk yang saham­
sahamnya untuk sebagiannya maupun selurubnya dimiliki oleh 
Negara. » 

Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Pemerintah 

membuat pedoman pambinaan BUMN yang mengatur secara rinci hal-hal yang 

berkaitan dengan mekanisme pembinaan, pengelolaan dan pengawasan yang 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 19&31 kemudian 

162 lndonesia {q).Umlang-Undallg Republik lndone.sla Nomor i Tahun 1969 'Fenlang 
Pertetapan Peraturon Penrerintah Pengganti f.Jttdong-Umkmg Nomor I Taftun 1969 Tenrang 
Dentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undtmg~Utuiang Lembwan Negara Tahun 1969 Nomor 16 
T ambalum Lemba.ran Negara Nomor 2890. Pasaf l, 

le.3 !bid. Pasal2. 
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diperbaharui dengan Pemturan Pemerintah Nomor 12 TahWI 1998 tentang 

Perusahaan Perseroan (PERSERO), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 

tentang Perusahaan Umum (PERUM) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2000 tenfll!lg Perusahaan Jawatan (PER1AN). "' Kini semua lretentuan mengenai 

Pe"""' dan Pemm sudah disatulren di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 

Tentang BUMN. 

Untuk bentuk perusahaan jawatan (peljan) sudab tidak ada lagi di dalam 

Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaba Milik Negam. bal ini 

ditegaskan di dalam pasal93 ayat (I) yang berbunyi: 

''Dalam waktu 2 (dua) tahun tethitung sejak Undang-undang ini 

mulai berlalru, semua BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan 

(Peljan), barns telah diubah bentuknya menjadi Perum alau 

Persero/'165 

Berda.sarkan pasal 9 UU No. 19 Tahun 2003 BUMN terdiri dati Persero 

dan Perum.166 

Menurut Friadmann diletakkan pada riga bentuk perusahaan negara, 

yaitu:I67 

a. Departement govermenl enterprh::e, adaJah perusahaannegara 

yang merupakan bagian integral dati suatu departemen 

pemerintahan yang kegiatannya bergemk di bidang public 

utr1ities. 

Departcment Goverment Enterprise, model ini dikenal dangen 

Perusahaan Jawalan (Pegan atau departemen agency). yang 

memilild ciri: makna usaba adaJah public service; usaba ini 

merupakan bagian dati suatu departemen; mempunyai hubungan 

hukum publik; hubungan usaha antara pemerintah ·yang melayani 

dan masyarakat yang dilayani; dipimpin oleh seorang lrepala 

yang merupakan bawahan dari departemen; mempunyai dan 

1~ Indonesia (a). Op.Cit Penjdasan 
14s lbfd. P.a.sal93 ayat(1). 
166 Ibid. Pasa1 9. 
167 Ibrahim R. Landman Filosojis Dan Yuridis KeberaiUJan BUMN; &hunh Tin}auan, 

Jumill Hukum Bisnis., Volume 26 No.1 Tahun 2007. Ha!. 9. 
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memperoleh fasilitas negara; pengawasan dilakukan secara 

hlrarki maupun secara fungslonal. 

b. StatuJory public co1p0ration. adalah perusahaan negara yang 

sebenamya hampir sama dengan depttrtement goverment 

enJerprise., banya dalam hal manajemen lebih otonom cJan 

bidang usahanya masih tetap public U!i/1/ies: 

Statutory Publi<; 0J1p0rati011, model ini dikenal publik dengan 

public corporO!ion atau perusahaan umum (Perum). yang 

memillki ciri: makna usabanya adalah untuk melayani 

kepentingan umum, usaha dijalankan dengan prinsip elisions~ 

efektivitas. dan economic cost atXQUnling principles and 

maru;jement effectiveness, serta public service; berstaus badan 

hukum; bergerak dibidang jasa vital (public U!i/i/ies): berstatus 

badan bukum dan diatur dalam UU; mempllllyai nama dan 

ke!myBJ!Il sendiri, bebas bergerak seperti perusahll8J:l swasta; 

dapat dituntut dan menuntu~ hubungan hukumnya diatur 

menurut hukum privaat; modal seluruhnya dimllild negara dari 

kelmyaan negara yang dipisahkan, dapat mempunyai dan 

memperoleh dana dan kredit dalam dan luar negeri (obligasi); 

secara finansial harus dapat berdiri sendiri, kecuali ada politik 

pemerintah mengenai tarif dan harga dan diatur melalui subsidi 

pemerintah; dipimpin seorang direksi dan pegawainya adalah 

pagawai perusahaan negam yang diatur dalam ketentuan 

tersendiri di luar ketentuan yang herlalm bagi pegawai negeri; 

organisas~ tugas, wewenang, tanggasgjawab dan tala cara 

tanggungjawab, pengawasan diatur secara khusus sesuai dengan 

UU; karena bergerak dibidang public utility, hila dipandang perlu 

untuk kepentingan umum, potitik tarif dapat ditentukan oleh 

pemerintah; Japoran tahunan perusahaan membuat neraca untung 

rug! dan neraca kekayann disampaikan kepeda pemetintah. 
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c. Commercial companies, adalah perusahaan negara yang 

merupakan campuran dengan modal swasta dan diberlakukan 

hukum priva~ 

Commercial companies, model ini disebut juga perusahaan 

perseroan {state compaf{)l) memiiiki ciri berikut: makna usahanya 

untuk menumpuk keuntungan, pelayanan dan pembinaan 

organisasi yang bail<, efektif, efisien dan ekonomis secara 

business zakelijk, cost accormJing pn'neiples, mtmagement. 

e.ffoctiveness dan pelayanan umum yang baik, memuaskan dan 

memperoleh !aha; status hukum adalah badan hukum perdam, 

yang berbt.1/ltuk perseroan terbatas; hubungan usaha diatur 

menurut hukum perdata, modal seluruh atau sehagiannya milik 

negara dari kekayaan negara yang dipisahkan tidak memiliki 

fasilitas negara; dipimpin seorang direksi dan status pegawai 

adalab pegawai perusahaan biasa; peranan pemerin!ah adalah 

sebagai pemegang saham, intensitas medezeggenschap terhadap 

perusahaan bergantung besarnya jumlah saham yang dimiliki 

berdasarkan pedanjian antara pemerin!ah dengan pemilik 

lainnya 
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Jika digambatkan dengan mengganakan grafik maka ketiga badan uaaba di 

alas dapat dilihat sebagai berikut: '" 

Public Service 

Perjan 

Public 

I Perum 
Profit 

Dalam label di alas dapat dilihat bahwa persero menrllild public profit 

yang tinggi dalam arti persero mencari kctmtungan dan scdildt pelayanan umum. 

Perum memilild keseimbangan di dalam mencari keunllmgan dan pelayanan 

umum. Peljan memilild scdildt dalam mencari keuntungan dan lebih banyak 

bergemk di dalam pelayanan umum. 

Di dalam paaal2 UU No. 19 Tabun 2003 dijelaskan mengenai maksud dan 

tujuan BUMN, yang berbunyi sebagni berikut 

"Maksud dan tujuan pendirianBUMN adalab: 
a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomillll 
nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada kbususnya; 
b. mengejar keuntungan; 
c. menyelenggarak.an .k:ernanfaatan umum berupa penyediaan 
batllllg dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi 
pemenulam bajat hidup orang banyak; 
d. mcnjadi parintis kegiatan-kegiatan uaaba yang belum dapat 
dilaksl!llakan o!ab sektor swasta dan koperasi; 
c. turut aktif memberikan bimbingen dan bantuan kcpada 
pengusaba ~olongan ekonomi lemab, koperasi, dan 
masyarakat''1 

lM Arifm P.Soeria Atmadja{3). Op.Cit. 
10 lndoncsia (a). Op.Cit. Pasal2. 
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Di dalam pasal4 ayat (I) UU No. 19 Tabun 2003 dijelaskan mengenai 

modal BUMN yang berbunyi sebagai berikut: 

"Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara 
yang dipisabkan"1

7f} 

Di dalam penjelasan pasal 4 ayat (I) UU No. 19 Tabun 2003 

mengenai modal BUMN dijelaskan sebagai berikut: 

"Yang dimaksud dengan dipisahkan adalab pemisaban kekayaan 
negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk 
dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk 
selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan 
pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun 
pembiruum dan pengelolaaunya didasarkan poda prinsip-prinsip 
perusahaan yang sehat'~111 

Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yMg merupakan 

aparat pengawas intern perusahaan-171 Satuan pengawasan intern dipimptn oteh 

seorang kepala yMg bertrulggangjawab kepoda direktur utama."' 

Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit 

yang beketja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan 

Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. 17
' Komite audit dipimpin oleh seorang 

ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas. 175 

Selain lromite audit Komisarls atau Dewan Pengawas dapat membentuk. komite 

lain yang ditetapkan oleh Menteri.1" 

Hal yang sangat perlu diperhatik.an di sini adalah mengenai pemeriksaan 

eksternal keuangan BUMN. Di dalam pasal 71 ayat (I) UU No. 19 Tabun 2003 

dijelaskan sebagal berikut 

"PemeriksallJ! laporan keuanglll1 perusahaan dilakukan o!eh 
auditor ekstemal yang ditetap,kan oleh RUPS untuk Persero dan 
oleh Menteri untuk Perum.''1 7 

170 Ibid. Pasal 4 ayat (I}. 
171 Jbld. Pcnjclasan Pasal4 ayat(l). 
1n Ibid, Pasa167ayat(l). 
m Jbid. Pasal67 ayat (2). 
11"'1Cid. Pasul?Oayat(l). 
11, !hid. Pasal70 ayai (2), 
m. !hid, Pasal 70 ayat (J), 
m Ibid. Pasal 71 ayet (l). 

Universitas fndonesia 

Dualisme Pengaturan..., Chandra Sugiarto, FEB UI, 2010



77 

Di dalam penjelasan pasal71 ayat (I) UU No. 19 Tahun 2003 dijelaskan 

sebagai berikut: 

"Pemeriksaan laporan keuangan (financial audit) perusahaan 
dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas kewajaran 
laponm keuangan dan perbitungan tahunan perusahaan yang 
bersangkutan. Opini auditor alas laporan keuangan dan 
perhitungan tahunan dimaksud diperlukan oleh peruegang 
seham!Menteri antara lain dalam nongka pemberian acquit et 
deeharge Direksi dan Komisaris!Dewan Pengawas perusahaan. 
Sejallin dengan Undang-undeng Nomor I Tahun 1995 tentang 
Perseroan Teroalas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 
rentang Pasar Modal, pemeriksaan laporan keuangan dan 
perhitunw,n tahunan Perseroan Terbabls dilakukan oleh akuntan 
publik." 8 

Di dalam pesal 71 ayat (2) UU No. 19 Tahwt 2003 dijelaskan sehagai 

berikut: 

"Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan perueriksaan 
teri!adap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.''179 

Dari bunyi 71 ayat (1) dan (2) diketahui bahwa pemeriksaan eksternal 

BUMN dapat diperiksa oleh akuntan publik dan BPK. BPK sebanarnya tidak 

memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan teri!adap BUMN. 

Hal ini aksn lebih dijelaskan di dalam Bab 4. 

Di dalam 74 UU No. 19 Tahun 2003, BUMN dapat melakakan privatisasi. 

Bunyi pesal 74 UU No. 19 Tahun 2003 adalab sebagai berikut: 

"Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk : 
a. memperluas kepemHikan masyarakat atas Persero; 
b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan; 
c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen 

keuangan yang baiklkuat; 
d. menciptakan struktur indust:ri yang sehat dan 

kompetitif, 
e. menciptakan Persero yang berdaya saing dan 

berorientasi global; 
f. menumbuhkan iklim usaha., ekonomi makro, dan 

kapasitas pasar." 

llt fhld. Penjelasan Pasal 71 ayat (1). 
119 Ibid. Pasul11 ayat {2}. 
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Privatisasi dilakulom dengan tujuan uniUk meningkatlom kinelja dan nilai 

tambah perusahaan dan meningkatkan pen1n serta mosyorokat dalam pemilikan 

saham Persero.180 

Di dalam pasal 86 UU No. 19 Tahun 2003 dijelaskan bahwa: 

"Hasil Privatisasi dengan cam penJualan saham milik negara 
disetor langsung ke Kas Negara"1 1 

Pemasukan nang basil penjualan saham milik negara langsung Ire kas 

negam adalah tlndekan yang hertentangan dengan maksud dari privatisasi itu 

sendiri. Hal ini akan dianalisis lebih dalam di dalam Bab 4. 

Menurut UU No. 19 TahWl2003, persero didefinisikan sebagai berikut: 

"Perusabaan Perseroa:n, yang selanjutnya disebut Persero. adalah 
BUMN yang berbentuk persoroan terba!as yang modalnya terbagi 
dahnn saham yang seluruh atau puling sedikit 51 % (lima putah 
satu person) sahamnya dimiliki oleh Negam Republik Indonesia 
yang tujuan utamanya mengejar .keuntungan.'"182 

Pendirian Persero diusutkan oleh Menteri !repada Presiden disertai dengan 

dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri 

Keuangan. 'a' 
Perlu ditekan!ren bahwa untuk perseroan berl!!lru undang-undang 

mengeoai perseroan terbatas, hal ini dapat dilihat di dalam pasal II titJ No. 19 

Tahun 2003 yang herbunyi sehegai herikut: 

"Terhadap Persero bertaku segala ketentuan dan prinsip--prinsip 
yang herlaku bagi perseroan terbatas sehagaimana diatur daiam 
Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 lenil!ng Persoroan 
Terbatas."134 

Undang-Undang No. I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Ielah 

digantikan dengan Undang-Undang No. 40 Tabun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas. 

litO lbid.Pass.l 74ayat {2), 
111 /bM.Pasal 86 a}'at (1}. 
1nlbid.Pasal 1angka 2. 
tiiJ Ibid. Pasul lO ayut (1 ). 
li4 Ibid. P11S8III. 
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Di dalam pasal 12 UU No. 19 Tahun 2003 dijelaskan mengenai maksud 

dan tujuan perseroan yaitu: 

"Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah : 
a. menyediakan banmg danlall!u jasa yang bennutu tinggi dan 
beedaya saing kual; 
b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.''u:s 

Di dalam pasal 13 UU No. 19 Tahun 2003 dijela.skan mengenai organ­

organ perseroan yaitu RUPS, Direksi, dan Komisaris. tile; 

Menteri bertindak selaku RUPS dalam bal seluruh sabem Petsero dimuilti 

oleb negam dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan 

terbatas dalam bal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleb negara.187 

Pengaogkall!n dan pemberhendan Direksi dilakukan oleh RVPS.188 Dahan 

hal Menteri bertindak selaku RVPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi 

ditetapkan oleh Menteri189 

Anggota Direksi diangkat berdasorlum pertimbangan keahlian, integribls, 

kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang haik, serla dedikasi yang tinggi 

untuk memajakan dan mengemhangkan Pe!llero.190 Pengangkall!n anggota Direksi 

dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatull!n 191 CaJon anggota 

Direksi yang telah dinyall!kan lulus uji kelayakan dan kepatull!n wajib 

memmdatangani knntrak manajemea sebelum dltell!pkan pengangkatannya 

sehagai anggota Direksi. 1" Masa jahatan anggota Direksi diretapkan 5 (lima) 

tahun dan dapat diangkat kemhali untuk l (satu) kali masa jabatan.'" Dalam bal 

Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggoto, salah seorang anggota Direksi 

diangkat sebagai direktur utama..194 

185 Ibid. Pasal 12. 
114 lbid, Pasu.l 13. 
m Ibid. Passl 14ayat(l). 
151 Ibid. Pssel 15 ayat (1). 
IS9 Ibid. Pasa115 ayat {2). 
l9ll Ibid, Pasal16ayat{l}. 
191 Ibid. PaW 16 ayat (2). 
191 Ibid. Pa.sal 16 ayat (3). 
191 Ibid. Pasai16 ayat (4). 
194 Ibid, Pasal15 ayal (5), 
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Anggota Direksi dilmang memangku jabatan 11lllgkap sebagai:'" 

a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha 

milik swasta. dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benllltan 

kepentingan; 

b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga 

pemerintab pusat dan daerah; dan/atau 

c. jahatan lainnya sesnal dengan ketentuon peraluran perundang­

undangan. 

Pengangkutan dan pemberhentinn Komi.saris dilaksksn oleh RUPS. 196 

Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkutan dan pemberhentinn 

Komisaris ditelapkan oleh Menteri.I97 Anggnta Komisaris diangkat berdasarkan 

pertimbangan integrifas. dedikasi, memahami masaJab-masaiah manajemen 

perusahaan yang berl<aitan dengan saJah sa1n fung,si manajemen, memiliki 

pengetehuan yang memadJii di bidang usaha Persero leJsehut. serta dapat 

menyediakan waktu yang culrup unluk melaksanakan tugasnya. "' Komposisi 

Komisaris barns d~kan sedemikinn rupa se11ingga memungkinbm 

penganahilan k<:putusan dapat dilalmbn'""""" efuldil; lepal dan cepat. serta dapat 

bertindak """"" mdapendt:n. ,,. Masa jahatan anggotl Komisaris oiii:IBplom 5 

(lima) tabun dan dapatdimgbt l<embali unluk I (satn) l<ali masajahatan""' 

Komisaris bet!ug3s meogawasi Direksi dalam OJ«!jalankan loopeugurusan 

Persero serta memberilran nasihat kepada Direksi."'' Dalam aogganm dasar dapat 

dirempkan pcmbcrian wc..enang kepada Komisaris unluk membcrikan 

pen;etujmm kepada Direksi dalam melaksksn petbuntan bukum terfen!n."" 

Berdasarlam anggaran i.!asar atau kepu!o..$m RUPS, i(qmi5mis df!pai :mereku'Ja>..:n 

tY"> H·h!, ?~-::<~ ~5. 
l!ll. ibid. P.asaJ 27 ~'31(1\. 
l!)')' !bid. P'.-t.--.al '27 ;tval f21. 
!~ JhkLP..tml28"J.}-.~tflt 
n"J Ibid. PasaJ 28 a~ -at f2:t 
::oc Ibid. Pasal 28 !ty-..d 131. 
:wl Ibid. Pasal 3 L 
= !hirl. ~~'ll ::n :1;yat t n. 
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tindakan penguruson Persero dalam keadaan tem:ntu untuk jangka waktu 

tertentu. '" Anggota Komisaris dilarang memangku jabatart rangkap sebagai:204 

a. anggota Direksi pada BUMN, baden usaha mililc daerah, baden usaha 

milik swasla, dan jabatart lain yang dapat menimbuikan benturan 

kepentingan; danlaU!u 

b. jabatart lainnya sesuai dengau ketentuan pe111turnn perundang-undangan. 

3.4. Pemeriksaan Kel!llngan Negara Dan l'emeriksaan Keuongan BUMN 

(Persero) 

Berdasarkan pasal ll peraturan peralihan UUD yang dipertegas dengan 

penetapan pemerintah No. IliUM tahun 1946 yang menetapkan berdirinya Baden 

Pemeriksa Keuangau ! Januari 194? dan pasaJ 2 menetapkan bahwa sebelum 

peraturan yang bam tentang susunan dan bekeljanya BP.K. maks peraturan· 

peraturan mengenai Algemene Relrenkamer Oaman Hindia Beinnda) masih tetap 

berlaku. Algemene Relrenkamer Hindia Belanda semula didirikan oleh Gubemur 

Jenderal Dandels pada tanggal 19 Desember 180l! yang diberi lllllll8 "Generate 

Rehnkamer" mengikuti sistem pemerintaban Perancis (Napoleon) yang 

mengeasai Belanda pada soat itu. Pada masa pendudakan Inggda baden ternevbut 

dihapuskan yang nanti didirikan kembali o!eh konrisi general pada tahun 1816, 

dengan nama Algemene Re/renkamer. Tugas dari pada Algemene Rekenkamer 

pada mulanya adalah alat pemerintah {raja) yang melakukan pengumsan keuangau 

negara. Dengau perubahan ketatanegaman di negeri Belanda (Groundwet) 1848 

yang menetapknn bahwa acam pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan 

kolonial ditetapknn dengan Wet make diperlakukan Comptabiliteit Wet (Imlische 

Comptabi/iteit Wet pada tahun 1867) yang diambil dari kodilikesi peraturan 

keuangan Napoleon yang tetap berlake di negeri Belanda. Dalam 

Regeringreglement 1854 yang ditempknn dalarn pasaJ 66 ayat 1 tentang Algeme.w 

Re/renkamer. Dengan Imlische Ccmptahi/itelt Wet itu maka penetapan anggaran 

negam tidak lagi ditetapkan oleh raja sendiri, tetapi oleh Staten Geneml (pembuat 

udang·undaug Belanda) dan pemerintah memberikan pertanggungjawaban kepada 

w Ibid. Pasal 32 ayat (2). 
1M Ibid. Pnsa1 33, 
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pembuat undang-undang l<:ntang pelaksanaan anggaran yang i<:lah ditelapkan 

setah.un sekali.zos 

Oleh karena pihak pembuat undang-undang tidak mempunyai cukup 

wakm dan keahlian daJam melakukan pemeriksaan dan penerlitidan perhitungan 

dan pertanggungjawaban baik di negeri Belanda maupun di Indonesia rnaka tugas 

ter.;ebut diserahkan kepeda Algemene Relrenkamer. Untuk dapat melaksanakan 

tugasnya maka Algemene Relrenkamer diheri kedudakan dan kewenangan yang 

bebas dati pengaruh eksekutif, yang diatur di dalam pasal 43 sampai dengan pasal 

59 ICW yang diubah tahun 1925. Kedudukan Algemene Relrenkamer inilah 

dilanjutkan dengan pasal 23 UUD 1945 yang pembentukannya diatur dalam 

undang-undang. Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai ala! atau di 

bawah kakuasaan raja seperti Perancis (Napoleon) dan dalam suasana UUD 1945 

yang pemah dikenal yakrrl seperti diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 

1965 (diganti oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1973). Undang-Undang No. 5 

Tahun 1973 diganti oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Bedan 

Pemeriksa Keuangan.206 

Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui 

apakah pelaksanaan pekerjaan yang dilakakan oleh bawahannya sesuai dengan 

rencana. perintah atau tujuan kebijakan yang te1ah ditentukan. Pengawasan tidak. 

lepas kallannya dengan pemeriksean karena pemeriksaan itu pada hakakatnya 

adalah bagian dati pengawasan yang keduanya sating berhubungan. Pemeriksean 

adalah tindakan membandingkan mengenai hal-hal yang telab dikeJjakan menurut 

kenyataan dan sebarusnya. apabila menurut kenyataan dan seharusnya telab sesuai 

berarti pekeljaan itu Ielah benar dikeljakan.'" 

Pemeriksean inl<:m ini kemudian dipertegas di daJam Pasal 33 ayat (3) PP 

No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelapnran Keuangan Dan Kinelja lnstansi Pemerintah 

yang berbunyi sebagai berikut: 

~ Aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian 
Negara/Lembagalpemerintah daerah melakukan review atas 
Laporan Keuangan dan Kinerja daiam rangka meyakinkan 
keandalan infonnasi yang disajik.an sebe1um disampaikan oleh 

101 H. Bobari. Op.CiUial. U8-ll9. 
~Ibid. HaL 119-120. 
201 Yuswar Zairml Basri dan Mulyadi Subri. Op.Cit. HaL6. 
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Di dalam tubuh pemerintuh sendiri (Departemen) adalnspektumt Jenderal 

yang togas pokolmya adalah mengamanlmn pelaksanaan tugas-tugas departemen 

menurut rencana kebijaksanaan yang Ielah ditetapkan oleh menteri, yang 

bersanglmtan untuk rnelalmkan:"' 

1. pemeriksaan semua unsur instansi di lingkungan departemen yang 

dipandang perlu rneliputi bidang adrninislrasi umurn, administrasi 

keuangan. dan hasil-hasil fisik dari pelaksanaan proyek-proyek 

pernbangunan 

2. pengujian serta penilaian atas.laporan berkala atau sewaktu·waktu dari 

setiap unsur/instansi di lingkungan departemen bersanglmtan atas petunjak 

menteri 

3. pengusutan mengenai lmbenaran laporan atau tentang hambaton 

penyimpengon atau penyaluhgunaan di bidang administrasi atau keuangon 

yang dilakukan oleb unsur/instansi departemen. 

Menurut pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 disebutken bahwa untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan 

satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri."0 Hasil pomeriksaan 

tersebnt selanjutuya diberituhukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Dacrnb dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah211 

Di samping itu BPK juga merupakan suatu bndan yang telepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah serta melakukan pemeriksaan itu dari luar tubuh 

pemerintuh, pemeriksaan lni bnrsifiu ekstem. Ditinjau dari ruang llng!mp 

pemerikoaan. BPK berwenang memeriksa selurub kekayan baik yang tidak 

208 Indonesia (r). Peraturan Pemerint:lh No. S Tahun 2006 Tcntang Pelapomn Keuangan Dan 
Kinetja lnstansi. Pemerintah Lembanm Negara Republik lndooesia Tahun 2006 Nomor 25 
Tambahan Lembaran Negam Republik lndonesls Nomor 4614. Pasal33 ayat (3). 

N'1 Yuswar Zainul Bam dan Mulyadi Subri. Op.Cit. Hal. 8·9. 
2w Indonesia (e). Op.Cit.Pasal23 E ayat (1). 
211 ibid. PasaJ 23 E ayat (2). 
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dipisahklm penguasaan dan pengurusannya (APBN dan APBD) maupun yang 

dipisahkan (BUMN).212 

Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang berbunyi sebagai 

berik.ut: 

"BPK melaksanakan pemeriksaan alas pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara.. "'"213 

Kewenangan BPK di atas dapat dilihat dalam pasal 6 Undang-Undang 15 

Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi:214 

"BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negam yang dilalruken oleh Pemerinalb Pusat; Pemerintah Daerah, 
Lembaga Negam !ainnya, Bank Jndonesia, Badan Usaha Milik Negara, 
Badon Layanan Umum, Badon Usaha Milik Daernh, dan lembaga atau 
badan lain yang mengelola keuangan negara." 

Di dalam Pasai 3 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai 

berikut 

"Pemeriksaan pengelolaan dan tanggang jawah keuangan negara yang 
dilalruken oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagainuma 
dimaksud dalam Pesal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. • .zts 

Mengenai kewenangan pemeriksaan BPK dalam seluruh yang menyangkut 

kekeyaan negara berhubungan dengan Pasal 2 Undang-Undang No 17 Tahun 

2003 Tentang Keuangan Negara berhanyi: 21
' 

"Keuangan Negam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka I, 
meliputi: " 

I. bak negam untuk memungat pajak, mengeluarken dan mengedarkan uang, 
dan melakukan pinjaman; 

2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 

3. Penerimaan Negara; 
4. Pengeluaran Negara; 
5. Penerimaan Daerah; 
6. Pengeluaran Daerah; 

m Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri. Op.Cit. Hal. 7-8. 
m lndonesia(f).Op.Cil. Pasal2aya1(2). 
214 Indonesia (g).Op.Cit. Posal6. 
215 Indonesia(f). Op.Cit. Pasal3 a.yat (1), 
216 Indonesia (d). op.Cil. Pasal2. 
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7. kekayaan negoralkekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak 
lain berupa uang, surat berharga, piutang, bamng, serta hak·hak lain yang 
dapat dinilai dengan uang, tennasuk kekayaan yang dipisahkan pada 
perusahaan negara/ perusahaan daerah; 

8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daiam rnngka 
penye!enggaman tugas pemerintahan dan/atau kepeutingan umum; 

9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan mengganakan fasilitas yang 
diberikan pemerintah .. 

10. Di dalam pasal9 ayat (1} Undang-Undang 15 Tahun 2006 Tentang Badon 

Pemoriksa Keuangan yang berbunyi sebagai beriknt: 211 

"Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang: 
a. meneutukan objek pemer:iksaan, merem:anakan dan melakaanekan 

pemeriksaan, menentulam waklu dan metode pemeriksaan serta 
menyuaun dan menyajikan laporan pemeriksaan; 

b. meminta keterangan danlatau dokumen yaag wajib dlberikan oleh setiap 
orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daemh, Lembaga 
Negasa lainnya, Bank Indonesia, Badon Usaha Milik Negara, Badon 
Layanan Umum, Badan Usaha Milik Dae!ah dan lembaga atau badan 
lain yang rnengelola keuangan negara; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan bamng milik 
negara, dl ternpat pelakaanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha 
keuangan negara, serta pemeriksaan terbadap perhi!Ungan-perhitungan, 
surat•surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar 
lainnya yang berkaitan deagan peagelolaan keuangan negara; 

d. menetapkan jenis dnkumen, data, serta infunnasi mengenai pengalolaan 
dan tanggung jawab keuangan negam yang wajib disampaikan kepeda 
SPK; 

e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultaai 
dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib diganekan 
dalam pemeriksaan pengalolaan dan tanggungjawab keuangan negam; 

f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negam; 

g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang 
bekelja untuk dan atas nama BPK; 

h. mambina jabatan fungsiooal Pemerikaa; 
i. member! pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan 
j. memberi pertimbangan atas rancangan si.<rtem pengendaliao intern 

Pemerintah Pusat!Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh 
Pemerintah PusatiPemerintah Daerab." 

Di dalam pemeriksaan keuangan BUMN, menurut pasal 67 ayat (I) UU 

No. 19 Tahun 2003 berbunyi: 

"Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang 
merupakan aparat pengawas intern perusahaan. ,zts 

211 Indonesia (s). Op.Cit. Pasal9 ayal(l). 
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Di dalam pasal67 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 berbunyi: 

"Satuan pengawasan intern aebagahnona dimaksud dalam ayat (I) 
dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada 
direktur utama. ,;z.•~ 

MenurutPasal70ayat(l) UU No. 19 Tahun2003 berbunyi: 

86 

"Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit 
yang bekexja secam kolel<lif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan 
Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.-

Menurut Pasal70 ayat (I) UU No. 19 Tahun 2003 berbunyi: 

"Komite audit sebagahnana dimwud dalam ayat (I) dipimpin oleh 
seorang ketua yanj bertanggung jawab kepada Komisaris atau 
Dewan Pengawas.' 1 

Di dalam pasal 71 UU No. 19 Tahon 2003 dijelaskan mengenai pemeriksaan 

ekstemal BUMN yang berbunyi sebagai barilrut: 

"Pasal71 
(I) Pemeriksaan leperan keuangan perusahaan dilakakan oleh 
auditor ekstemal yang dirempken oleh RUPS untuk Persero dan 
oleh Menteri untuk Pennn. 
(2) Budan Pemeriksa Keuangan berwenang melakakan 
pemeriksaan terbadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.'i122 

Di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (!) UU No. 19 Tahwt 2003 barbunyi 

sebagai beriket 

"Pemeriksaan laporan keuangan (financial audit) perusahaan 
dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas kewiYaran 
laporan keuangan dan perhltuogan lahwtan perusahaan yang 
bersangketan. Opini auditor atas leperan keuangan dan 
perbituogan tahunan dimaksud diperlukan oleh peruegang 
saham/1vfenteri antara lain dalam rangka pemberian acquit et 
decharge Direksi dan Komisaris/Dewan Peogawas peru.sa.baan. 
Sejalan dengao Undang~undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan TerbalaS dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 
tentang Pasar Modal, pemeriksaan laporan keuangan dan 

211 Indonesia(;,}. Op,O't. Pasa.I67 ayat{l). 
21~ Ibid. Pasai 67 ayat {2). 
:m Ibid. Pasal10 ayat (1). 
121 Ibid. Pasal 70 ayat (2). 
m !hid. Pasa.l7I ay&t(I) dan (2). 
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perhitun,f" lahllllllll Perseroan Terbalas dilakukan oleh akuntan 
publik' 

Mengenai pemeriksaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan 

BUMN bila diperbandingkan maka dapat dilihat di delam hagan di baweb ini: 

Pemeriksaan Ke 
Pemeriksaan Internal 

BUMN 

Apemt pengawasan intern pemerintah Pada setiap BUMN dihentuk satuan 
pada Kementerian Neg.,.. /Lembaga pangawasan intern yang merupakan 
/pemerinta.h daerah melakukan review apamt pengawas intern perusahaan. 
alas Japoran keuangan dan kinerja Satuan pengawasan intern dipimpin 
delam rangka meyakinkan keandalan oleh seorang kepala yang 
infunnasi yang disajikan sebelwn hertanggeng jawab kepada direktur 
disampaikan oleb Menteri/Pimpinan utama. 
Lembaga /gabemur lbupatifwalikota 

Pemerikssan Ekstemal 

BPK melaksanakan pemeriksaan atas 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara 

BPK bertugas memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab kei18Jlgan negara 
yang dilakukan oleb Pemerinlah Pesat, 
Pemeriolah Daeillh, Lembaga Negara 
lebmya. Bank Indonesia, Badan Usaha 
Milik Negam, Badan Layanan Umum, 
Bndan Usaha Milik Daerah, dan 
lembaga atau badan lain yang 
men<elola keuanllll!l neoara 

w Ibid. PtmjclasanPasal71 ayat(l}. 

Komisaris bertanggang jawab penuh 
atas pengawasan BUMN untuk 
kepentingan dan 1lljuan BUMN. 
Komisaris dan Dewan Pengawas 
BUMN wajib membentuk komite 
audit yang bekelja secara kolektif dan 
berfungsi membantu Kom:isaris dan 
Dewan Pengawas debuu 
melaksanakan tugasnya 

Pemeriksaan Ekstemal 

Di delam BUMN dilakukan oleb: 
a. Pemeriksaan laporan keuangun 
perusahaan dilakukan oleh auditor 
ekstemal yang ditetapkan oleh RUPS 
untuk Persero dan oleh Menteri 1mtuk 
Perum (akuntan publik) 
b. Badan Pemeriksa Keuangan 
berwenang melakukan pemeriksaan 
terbadap BUMN sesuai dengan 
ketentuan peratu.ran perundang­
undangan 
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3.5 l"ertaogguogjawaban K<luangan Negara dan Perlangguogjawabuo 

K<luaogan BUMN (hrsero) 

Kala "pertanggungjawaban" secara etimologis berasal dari bentuk dasar 

kala majemuk "tanggung jawab". Tanggung jawab sebugai suatu kata benda yang 

abstmk yang merupakan bentuk majemuk berasal dari dua suku kala yaitu 

"tanggung" dan "jawab". Bila bentuk ini dlimbuhi suatu awalan "per'" dan ahiran 

"ann, maka akhiran tidak mungld.n disisipkan diantara dua kata yang merupakan 

bentuk majemuk, karena akhlnm tidal< mungkin berubub fungsinya menjadi 

sisipan daben suatu kata yang majemuk, sebingga perubaben beutuk dasar dari 

perkataan "tanggung jawab" sete!ah diimbubi awaian "per' daa akhlnm "an" 

menjadi "(per)tanggungjawab(an)" atau dirumuskan Ire dalam suatu kesatuan 

beutuk kala beuda, maka ia akaa menjadi perkataan "pertanggungjawaban"."' 

W J.S Poerwadauninm mengartikan kata "tanggung jawab" sebagai 

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh 

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, daa sebagainya). Ia mengaitkan tanggung 

jawab dengan sesuatu lreblll"USilll yang dibarengi dengan sanksi, bila terdapat 

sesuatu yang tidak beres dalam keadaan wajib menanggung segala ses.uatu 

tersebut 225 

Tanggung 1awab Keuangan Negara adalab kewajiban Pemerintah untuk 

melaksanakaa pengelolaan keuangan negara secara tertr"b, taat peda peraturan 

perundang-undanp:n, efisien, ekonomis, efektil; daa transparan, dengan 

memperhatikan rasa keadllan daa kepatutan."' 

Dapat ditatik suatu kesatuan pengertian yang umum mengenai 

perlanggungjawaban yakrd bubwa mesldpun seseorang mempunyai kehebasan 

dalarn melaksanakaa sesuatu tugas yang dibebankan kepadaaya, munun ia tidak 

dapat membebuskan diri dari basil atau akibat kebebusan perbuatannya dan ia 

dapat diruntut untuk melaksanal<aa secara layak apa yang dlwajibkan 

kepadanya.227 

:zt<~ Arifm P, Soeria Atmadja (4). Me~fsme Pertanggungjawahan Negara Suaru 
Tinjauon Yurldis. (Jakarta: PT. Gnunedia. 1986). HaL 42. 

us {bid. 
226 Indonesia (s}. Op.Cir.Ps:sal 1 angka 7. 
tit Arifin P. SooriaAlmadja (4), Op.Cit. Hnl. 44-45. 
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Pertanggungjawaban APBN dilakuklm oleh Presiden kepada DPR, hal ini 

dapat dilihat di dalam Pasal 30 ayat (I) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 

Tentang Keuangan Negara yang berbunyi; 

'lPresiden menyampaikan rancangan undang~undang tentang 
pertanggungjawaban pelaksa.naan APBN kepada DPR berupa 
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enom) bulan sell:lah lahun 
anggaran beiakhir."'·u.s: 

Di dalom BUMN, menurut pasal23 ayat (I) UU No. 19 Tahun 2003 yang 

berbunyi sebagai berikut. 

"Dalam waktu 5 (lima) bulao setelah tahun buku Penrero ditutup, 
Direksi wajib menyampaikan laporan lahunan lrepada RUPS untuk 
memperoleh pengesahan'""' 

Di dalam penjelasan pasal 23 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 yang 

berbunyi sebagai herikut 
1'Laporan 1:ahurum mentuat antara lain: 
a. Pemitungan tahunan yang rerdiri dari nernca okhir tahun buku 
yang beru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang 
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; 
b. Neraea gabungan dari perseroan yang tergabung dalom satu 
group, disamping neraea dari masing-masing perseroan lerl!ebut; 
c. Laperan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, serte basil 
yang telah ll:rcapai; 
d. Kegiatan utama pen;eroan dan perubatum selama tahun buku ; 
e.Rinclan masalah yang timbul selama tahun buku yang 
mempengaruhl kegiatan 
pen;eroan; 
£Nama anggota Direk.si dan Komisarisj dan 
g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium 
serta tunjangan lain bagi anggota Komisaris ... 

Di dalam BUMN persero, direktur melakuklm pertanggungjawaban kepada 

RUPS dengan menyampaikan laperan tahunan. 

Apebila membandingklm pertanggungjawaban keuangan negarn dan 

pertanggungjawaban keuangan BUMN make dapat dilihat di dalam hagan di 

bawah ini. 

WJ Indonesia (d). Op.Cit. Pasal30 ayat (1), 
m lndrme$irt (a:). Op.Cit, PRSill :23 ayal (1) 
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Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pertanggungjawaban Keuangan 

BUMN (Persero) 

Pertanggungjawaban keuangan negara PertangguniDawaban keuangan 

dilakukan oleh Presiden kepada DPR BUMN dilaknkan oleh direktur 

dengan menyampaikan rancangan kepada RUPS dengan rnenyampaiken . 
undang-undang 1£ntang 1aporan tahunan 

pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN 
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STATUS HUKUMPIUTANG BANK BUMN DALAM RANGKA 

PENGELOLAANPEREKONONUANNEGABA 

DANTERHAMBATNYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH 

4.1 Status Hulwm Kredit llermasalab Bank BUMN 

Telah diterangkan di dalam bab 2 bahwa ada beberapa pendapat mengenai 

starus hukum dari piutang BUMN itu sendiri. Ada pendapat yang mengatakan 

bahwa kredit bermasalah bank BUMN adalab piutang dari negara dan ada 

pendapet yang mengatakan bahwa kredit bennasalah bank BUMN bukJmlah 

piuttmg negara. masing-masing pendapat ini mempunyai cam yang berbeda dalam 

penyelesaian kredit betmasalah dari bank BUMN. Pendapat yang menjelasklm 

bahwa kredit bennasalah bank BUMN adalah piutang negara rnaka cara 

penyelesaiannya didasarkan kepada Undang-Undang 49 Prp Tahun 1960 Tentang 

Panitia Urusan Pill1llng Nega:ra. sebaliknya, pendapat yang menjelasklm bahwa 

kredit bermasaiah bank BUMN buklmlah piutang dari negara maka cara 

penyolesaiannya didasarkan kepada """'""""" yang biasa dilak:ukan oleh bank 

pada umumnya. 

Dengan adanya dualisme di dalam pengatunm penyelesaian piutang bank 

BUMN masyarakat dan praktisi menjadi bingung cars penyelesaian mana yang 

dapat digunakan. Untuk mengatahui cara penyelesaian yang akan dipilih maka hal 

yang harus dijawab terlebih dahulu apekah kredit bermasalah bank BUMN itu 

adalah piutang dari negara. Jawaban tersebut akan mengarahkan kepeda cara 

penyelesaian piutang BUMN dalam hal ini khususnya adalah kredit bermasalah 

(Non Peiformlng Loon) peda bank BUMN. 

Untuk menjawab mengenai dualisme cara penyelesaian kredit bennasalah 

dari bank BUMN maka dapat dilihat dari tiga (3) buah analisis. Analisis-'allalisis 

tersebut adslah: 

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan 

2. Berdasarkan teori badan hukum 

3. Berdasarkan sistem hukum 
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4.1.1. Status Hnlwm Kfedif !Jennasalah Bank BUMN Berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undaugan 

Telah dijelaskan di dalam bah 2 rnengenai pemturan perundang-undangan 

yang berpendapat bahwa kredit bermasalah BUMN adalah piutsng negara dan 

pendapat yang menga!akan bah"" !credit bem1asalah bank BUMN bukanlah 

piutang negarB- Peraturan perundnng-undangan tersebut adalah sebagai berikut: 

I. Undang-Undang 49 Tahun Prp 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang 

Negara 

Di dnlam pasal8 Undang-Undang 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia 

Urusan Piutang Negara dijelaskan yang dimaksud dengan pintang negara. 

isi pasal tersebut berbunyi: 230 

"Piutang negara atau butang kepada Negam oleb Peraturan ini, 
ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepadn Negara atau 
Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung 
dikuasal oleh Negara berdnsarkan suatu Peraturan. peljanjlan 
atau sebab apapWl." 

Penjelasan pasal 8 Undnng-Undang 49 Prp Tahun I %0 Ten tang Panitia 

Urusan Piutang Negara menjeiaskan bahwa: 231 

"Dengan piutang Negara dimaksudkan hutang yang : 
a. Langsung terhutang kepada Negara dan oleh kanona 

itu harus dihayar kepadn Pemerintah Pusat atan 
Pernerintah Daernb. 

b. Terhutang kepadn badan-badan yang urnumnya 
kekeyaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya 
mi!ik Negara. misalnya Bank-bank Negarn, PT-PT 
Negara. Perusabaan-perutahaan Negara. Yayasan 
Perbeka1an dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan 
Makanan dan sebagainya." 

Perlu diketahui bahwa pada saat UU No. 49 Prp Tahun 1960 tersebut 

diundangkan, status hukum bank~bank. negara belum berstatus hukum 

Perseroan Terbatas, sehingga rumusan piutang negara pada saat itu sejalan 

mlndonesia (c). Op.Cit. Pasal8. 
~' 1 ibid. Penjelasan pa.">al 8. 
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dengan status hukum bank-bank negara pada waktu itu. Karena dengan 

berubalmya status hukum bank-bank negara iersebut menjadi perseroan 

terbatas, maka status hukum da:ri keuangan negara Ielah berubah status 

hukumnya menjadi keuangan persero bukan lagi merupukan keuangan negara 

lagi demikian pula piutangnya, sehinggn rumusan tersebut sudah tidak sesuai 

lagi dengan lingkungan kuasa hukum (rechtsgebeid) da:ri sebuah perseroan 

terbat:as. Don uang negara yang ditanmakan sebagai sah-. bukan lagi uang 

negera, ukan tetapi sudah berubah status hukum uang tersebut menjadi udang 

badan hukum perseroan terbatas yang sepenubnya tunduk pada ketentuan UU 

No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.232 

2. Undang·Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbeadabaruan Negara 

Pasal 1 angke 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negarn berbunyi sebegai berikut: 

"Piutang Negarn adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
Pemerintab Pusat dan/atau hak Pemerintab Pusat yang dapet dinilai 
dengan uang sebagai akibat peljanjlan atau akibat lainnya berdasarkan 
peraturan penmdang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang 
salt." 

Dengan de!inisi mengenai piutang negara di atas telah dibuktikan bahwa 

kredit bermasalah bank BUMN tidak termasuk ke dalam piutang negara. 

Hal ini juga didukung oleh Fatwa Makantab Agung Nomor 

WKMA!Yudf20Mill2006 tanggall6 Agustus 2009.233 

3. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

Pssal 2 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

berbunyi: 

"Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angke 1, 
meliputi; 

:m Arifin P, Sooria Atmadja (5). lmplikasi Hukum Ani Kewngan Negara Tcrluufap 
PiUlang Badan Usaha Milik Negara. (Persero). (1aknrtn: Workhsop 'renlang Implikasi Hukum 
PengertiiiD Keunng.an Negara Terhadap Piutang BUMN, PT Bank Mlllldiri, 23 Maret 2006). Hal. 
6. ,. 

• Falwa Mnhkamah Agung. Op.Cit. Hal. 2. 
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a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 
mengedarkan uang, dan melak.ukan pinjaman; 

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas 
layana.n umum pemerintahan negara dan membayar 
tagihan pihak ketiga; 

c. Penerimaan Negara; 
d. Pengeluruan Negara; 
e. Penerimaan Daerah; 
f. Pengeluaran Daerah; 
g. kekayaan negarallrekayaan daernh yang dikelola sendiri 

atau oleh pihak lain berupa uang. sural berharga, 
piulllng. baraog. serta hak-hak lain yaag dapat dinilai 
dengan uang, 1lemlasUk kakayaan yang dipisahkan pada 
perusehaan negaral perusahaan daerah; 

h. kakayaan pihak lain yang dlknasai oleh pemerintah 
dalam rangl<a penyelenggaraan tugas pemerintahan 
dao/atau kepentingon umum; 

1. kekayaan pihak lain yang dipemleh dengan 
menggunaka.n fusilitas yang diherikllll pemerintab." 

94 

4. Undang-Undllllg No 19 Tahun 2003 Tenll!ng Baden Usaha Milik Negara 

Pasallllllgka I Undang-Undllllg No 19 Tahun 2003 Tenlang Badan Usaha 

Milik Negara berbunyi: 

"Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimHiki oleb 
negara melalui penyertaan secare langsung yang berasal dad kekayaan 
negara yang dipisahkan. ,.234 

Pasal4 ayat (1) Undang-UndangNo 19Tahun 2003 Tentang Baden Usaha 

Milik Negara berbunyi: 

•Modal BUMN merupakan dan herasal dari kekayaan negara yang 
dipisahkan". 2l5 

Penjelasan pasal 4 ayet (I) Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang 

Badan Usaha Milik Negara berbunyi?315 

"Yaag dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyerta.an 
modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan 

2l• lndonesia(a). Op.Cit. pasall angka L 
:m Ibid. Pasal4 ayat (1). 
~16 /bid. penjelasan pasal4 ayet (1). 
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penge1olaannya tidak 1agi didasarkan pada sistem Anggara:n Pendapatan 
dan Be1anja Negara, namun pambinaao dan peoge1olaannya didasarkan 
pada prinsip-prinsip perusabaan yang sehat." 

Pasal11 Undang-Undang No 19 Tabun 2003 Tentang Badan Usaba Milik 

Negam berbunyi:2
" 

"Terhadap Persero ber1aku sega1a ketentuaa dan prinsip-prinsip yang 
berlaku bagi parseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tabun 1995 tentang Perseroan Terbems." 

Undang-Undang Nomor l Tabun 1995 tentang Perseroan Terbatas telllh 

digantikan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas. 

5. Peraturan Pemerinteh No. 14 Tehun 2005 Tentang Tata Cora 

Pangbepusan piutang Negan.!Daereh 

Di dalam pasal 19 Peraturan Pemerinl>lh No. 14 Tabun 2005 Tentang Tata 

Cora Penghapusan Piutang Negara/Daerah berbunyi sebagai berikut: 

"Penghapusan Secara Bersyarat dan Pangbepusan Secam Mutlak atas 
piutang Perusabaan Negara/Daerah dilakakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku."'" 

Di dalam peojela.san pasal 19 Peraturan Pemerinl>lh No. 14 Tehun 2005 

Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerab dinyatakan 

sebagai berikut:23i 

"Termasuk di dalam peogertian Perusabaan Negara/Daerab antara lain 
adalah badan usaba yang dimiliki negara/daerah dan berbentuk Perseroan 
atau Perusahaan Umum." 

Pengurusan rnengenai pengbapusan piutang nega.ra: ditemukan juga di 

dalam pasa1 20 Peraturan Pemerinteh No. 14 Tahun 2005 Tentang Tata 

Cara Pangbepusan Piutang Negara/Daerah yang berbunyi sebagai berikut 

1.1
1 !bid. Pasnlll. 

zn Indonesia O) •• Pasal J9. 
1
'
9 Ibid. Penjelasnn pasal19, 
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"Tata cara Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak 
atas piutang Perusohaan Negaro/Daernh yang pengurusan piutangnya 
disernhkan keooda PUPN, diatur lebih lanjut dengan Peraturnn Meateri Keuangan ... wr ....... . 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Teatang Peruhahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tala Cara 

Penghapusan Piutang Negara/Daernh 

Di dalam Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 ini menghapus 

pasall9 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tala 

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Di dalam pasal 2 ayat (I) 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 menyalakan bahwa:"' 

"Pada saat Peraturan Peraeriutah ini mula! berlaku: 
1. Pengurusan Piuumg Perusahaan Negara/Daernh untuk 

setanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan 
penmdang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan 
Terbatas dan Harlan Usaha Milik Negnra beserta 
peraturan pelaksanaannya. 

2. Pengurusan Piutang Perusohaan Negara/Daernh yang 
telah disernhkan kepada Panitia Urusan Piutaag Negnra 
c.q. Direktoret .lenderel Piutang dan Lelang Negara dan 
usul penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daernh 
yang Ielah diajukan kepada Menter! Keuangan melalui 
Direktur Jendatel Piutang dan Lelang Negara letap 
dilaksanakan bendasarkan Undeng·Undang Nomor 49 
Prp Tahun 1960 teutang Panitia Urusan Piutang Negnra 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 TahWl 2005 
lentaog Tata Care Penghapusan Piulang Negara/Daerah 
beserta peraturan pelaksanaaanya." 

Selain peraturan perundang-undangan di atas lerdapet juga keputusan 

menleri keuangan sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab 2. Keputusan 

menteri keuangan tersebut antara lain : 

I. Keputusan Menter! Keuangan Republik Indonesia 

Nomor: 6l!KMK.08/2002 Tentang Panitia Urusan Piutang Negnra 

24
"' Ibid. Pasal2{). 

Mt Indonesia {k). Op.Cit. Pasal 2 ayat (1). 
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2. Keputusan Menreri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 301/KMK 

.0112002 Tentang Pengurusan Piutang Negara Kredit Perumahan Bank 

Tabungan Negara 

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 302/KMK 

.0112002 Tenmng Pemberian Pertimbangan Atas Usn! Penghapusan 

Piutang Negara Yang Berasal Dari lnstansi Pemerintah A tau Lembaga 

Negara 

Perbandingan peratumn perundang-undangan yang memiliki pendepat 

yang berlleda dapat dilihat di dalam label di bawab ini 

Kredit Bermasalah Bank BUMN Kredit Bermasalab Bank BUMN 
Adalah Piutano Neoara Bukanlah Piutano Neoara 

I. Undang-Undang No. 49 Prp 1960 1. Undang-Undang No 19 Tahun 
Tentang Panitia Urusan Piutang 2003 Tentang Badan Usaba Milik 
Negara Negara 

2. Undang-Undang No 17 Tahun 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 
2003 Tentang Keuangan Negara Tentang Perbendaharaan Negara 

3. Peratumn Pemerintah No. 14 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 
Tahun 2005 Tentang Tata Care Tahun 2006 Tentang Perubahan 
Penghapusan piutang Atas Peratunm Pemerintah Nomor 
Negara/Daerab 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara 

Penghepusan Piutang 
Negaroll)aerah 

Untuk mengetahui pendapat mana yang benar dad segi peraturan 

perundang-undangan maka akan digunakan ~asas hukum di dalam peraturan 

perundang-undangan. Asas...asas hukum tersebut antara lain: 

1. Lex specialis derogat lex generalis (undang-undang yang bersifat 

khusus menyampingkan undang-undang yang bersiiat umumf"2 

2. Lex superiar derogai legi inferiori (kalau terjadi 

konfliklpertentangan antara peraturan perundang-ueriangan yang 

142 Kamus Hukum. hUp:/lwv!w.kamusbukum.comlkamushukum_entries. Diurnfuh pada 
tanggal 24 Oklohct 2009. 
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tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus 

didahulukan)"' 

3. Lex posterior derogat legi priori (peratumn perun.dang~undangan 

yang terkemudian rnenyisihkan peraturan perundang·undangan 

yang terdahulu)"' 

Menurut L.J van Apelrloom uudang-undang dibagi Ire dalarn dua (2) buah 

ban!uk yaitu:"'' 

1. Undang-undang dalam arti materiil yaitu sesuatu keputusan pemerintah,. 

yang, mengingat isinya disebut undang-undang, yaitu tiap--tiap keputusan 

pemerintab, yang menetapkan peratur:an-peraturan yang mengikat secara 

umum (dengan perkataan lain, peratur:an-peratur:an hukem obyektif) 

2. Undang-undang dolarn arti formil yaitu keputusan pemerintab yang 

memperoleh nama undong-undeng kerena bentuk, dolam mana Ia timbul. 

Di negeri Belando undong-undang dolarn arti formil udalah tiap--tiap 

keputusan yang ditetapkan oleh raja dan Staten-Gener(JQ./ bersama-sama 

Di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undong Dasar !945 berbanyi sebagai 

berikot:246 

"l'residen berbak mengajukan nmcangan undong·undong 
kepedo Dewan Perwakilan rakya!" 

DPR memegang kelruasaan membentuk undong·undang. Setiap 

Raneangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan PresideD untuk mendapat 

persetujuan bersama. Rancangan Undang·Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, 

Presiden) atau DPD?47 

RUU yang sudah disetujui barsama antara DPR dengan Presiden, paling 

lambat 7 (tujuh) hari kelja disampaikan oleb Pbapinan DPR kepedo Presiden 

untuk disabkan menjadi undang-uudang. Apahila setetab 15 (lima belas) bari 

kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada PresideD belnm disabkan menjadi 

HaL 80. 

~4l Ibid. 
lM Ibid. 
z~s L.J van Apeldoom. Pengantar llmu Huikum. (Jakarta: PT Prndnya Pamnita. 1996). 

:M' lndorn:sia (e). Op.Cit. Pasal S ayat (I}. 
z•r Prrues Pembuaton Vmkmg-Undang. tutp-J/civicseducation.wordpress.oom/2008/03/ 

25/proses.-pembuatar;..undwlg-undangl. Dil.mduh pad« tanggal29 Nopember 2009. 
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undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk meminla 

penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh 

Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harl sejak RUU tersebut 

disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib 

diundangkan.24
' 

Proses Pembualan Undang-Unda:n~' 

Menurut Apeldoom undang-undang dapat dibagi dalam undang-undang 

yang lebih tinggi dan undang-undang yang lebih rendah(lex superior derogat /egi 

it(eriori)."" Di dalam perkembangan selanjutnya kemudian berkembang asas­

asas lain seperti lex specialis derogaJ lex generalis dan ·rex posterior derogat legi 

priori. 

Jadi ada himrki dalam undang-undang. Susunan tingkat undang-undang 

(jaman dahulu menurut Apek!oom) adu sebagai berikut:251 

1. Undang-Undang dalaru arti furmil (undang-undang dasar) 

2. Algemene MaaJregelen van Bcstuur 

3. Pe.raruran .. pemturan propinsi 

m Ibid. 
149 Ibid. 
Uil L.J van Apeldoom. Op.Cit. Hal. 81. 
:m Ibid. Hal. !U. 
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4. Peruturan-peratu.ran kotapraja dan menurut tingka!allnya sederajat 

dengan itu ialah peratu.ran-peraturan daerah·daernh perairan 

(walerschoppen). wumschappen dan veenpolders. 

Yang dimaksud dengan A pel doom pada jaman sekarang adalah hirarki 

peraturan perundeng-undangan yang ada di dalam pasal2 Undang-Undang No 10 

Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan 

mengenai jenis dan hiemrld Peraturan Perundang·undangan ada.lab sebagai 

berikut:"" 

a. Undang-Undang Dasar Negam Republik Indonesia Tabun 1945; 

b. Undang-Undang/Peratumn Peraerintab Pengganti Undang-Undang; 

c. Pemturnn Pemetintah; 

d. Peratu.ran Presiden; 

e. Pe..ruran Daernh terdiri dari: 

• Peraturnn Daerah provinsi dibnat oleh dewan perwakilan rakyat daerah 

provinsi bersama dengan gubemur; 

• Peraturan Daernh kabupatenllrota dibnat oleb dewan perwakiian rakyat 

daerah kabuparenlkota bersama bupalifwalikota; 

• Peraturnn Desalperatu.ran yang setiogkat, dibuat olah badan perwakilan 

desa atau nama ainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. 

Dengan dem.ikian selinp peraturan perundang-undangan berus memenuhi 

syarat fonnil dan materiil untuk dapat rnenggunakan asas-ase.s lex superior 

tlerogat legi inferiori ,lex speciafis derogat lex generalis dan /ex posterior derogat 

legi priOri. 

Walaupun Undang-Undang No. 49 Prp 1960 Tentang Panitia Urusan 

Piutang Negara mengatur babwa piutang BUMN adalah piutang negara, hal ini 

dapat dilihat di daiam pasal 8 Undaeg-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 Tentang 

Panitia Urusan Piutang Negara dijeiaskan yang dimaksud dengan piutang negara. 

isi pasal tersebut berbumyi:"' 

:m lndonesia{i).Op.C/t. Pasa! 2, 
:zSJ Indonesia (c), Op..Cil. Pasal 8. 

Universitas Indonesia 

Dualisme Pengaturan..., Chandra Sugiarto, FEB UI, 2010



"Pilllllng negara alou hutang kepada Negara oleh Peraturan in~ 
ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau 
Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung 
dilruasai olah Negara berdasarkan suatu Peraturan, petjanjian 
atau sebab apapun." 

101 

Penjelasan pasal 8 Undang-Undang No. 49 Prp 1960Tentang Paniria 

Urusan Piutang Negara menjelaskan bahwa: 254 

"Dengsn piutang Negnra dimaksudkan hlllllng yang ; 
a. LangsUDg terhutang kepada Negara dan olah karena 

itu barus dibsyar kepada Pemerintah Pesat atau 
Pemerintah Deerah. 

b. Terhutang kepada badan-badan yang umumnya 
keknyllllll dan mndalnya sebagian alou seluruhnya 
milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, PT-PT 
Negara, Perusahasn-perosabaan Negara, Yayasan 
Perhekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan 
Makanan dan sebagainya." 

Dengan berlakunya Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan 

Usaba Milik Negara berdasarkan pasal4 ayat (I) Undang·Undang No 19 Tahun 

2003 Tentang Badan Usaba Milik Negara berbunyi: 

Penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tabun 2003 Tentang 

Badan Usaba Milik Negara berbunyi:'"' 

"Yang dimaksad dengan dipisahkan adalab pamisahan knknYilllll negara 
dari Anggaran Pendepatan dan Belanja Negnra untak dijadikan panyertaan 
mndal negnra pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan 
pengelolannnya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, namun pambinaan dan pengelolaannya didasarknn 
pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehaL" 

U<4 Ibid. Penjelasan pasal 8. 
m ibid. Pasal4ayal(l). 
256 Ibid. penjelasan p11Sa14 ayat (1). 
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Pasal 11 Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik 

Negara berbunyi:"' 

"Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip 
yang berlaku begi perseroan terhatas sebagaimana diatur dalam 
Undang·Undang Nomor I Tahwt 1995 tentang Perseroan 
Terbatas. '' 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbetas telah 

digantikan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbetas. 

UU. 49 Tahun 1960 UU No. 19 Tahun 2003. 

Materii1 Materiil Formil 

Ya Ya Ya 

Dengan melihat kepada bagan di alas bahwa UU No. 49 Prp 1960dan UU 

No. 19 Tahun 2003 memenuhi persyaratan follllil dan materiil oleh karena itu 

dapat digunakan asas bukum Lex speclalis tlerogat lex gerrerolls (undang-undang 

yimg bersifat kbusus menyarapingkan undang-undang yang bersuat umum). 

UU No. 19 Tahun 2003 menga!ur bahwa BUMN mendiki kekayaan yang 

terpisahkan dati APBN dan dikclola berdasarkan prinsip perusahaan yang sebet 

membuat piutang yang dimiliki oleb BUMN tidak lagi menjadi_ piutang negara. 

Deism ba1 ini bar1aku asas lex specfalls tlerogat lex generalis (undang-undang 

yang bersifut kbusus menyarapingkan undang-undang yang bersifut umum) 

Berlakunya llSllS ini karena di dallllll UU No. 49 Prp 1960telah diatur 

bahwa piutang yang dimiliki oleh BUMN adalah piutang negara, tetapi kemudian 

muncul UU No 19 Tahun 2003 yang kemudian mengatur bahwa kekayaan yang 

dimiliki oleb BUMN tidak lermasuk ke dalam APBN bemrti terpisah darl 

keuangan negara dengan demikian piutang yang dimiliki BUMN bukan 

merupakan piutang- negara. 

m Ibid Pasal 11. 
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Perbedaan pendapat selanjutnya adalah antara UU No. 17 Tahun 2003 dan 

UU No. 19 Tahun 2003. 

UU.17Tahun2003 UUNo. 19Tahnn2003. 

Materiil Form it Materiil Fonnil 

Ya Ya Ya Ya 

Dari hagan di atas dapat dilibat bahwa UU No. 17 Tahun 2003 dan UU 

No. 19 Tahun 2003 memenuhi persyamtan fonnil dan materlil oleh karena itu 

dapat digunakan asas lex specialis derogat lex generalis (undang-undang yWlg 

bersifut khusus menyampingkan undang-undang yang bersifitt umum). 

Di dalam UU No 17 Tahun 2003 diterangkan di dalam pasal 2 yang 

be!buny; sebegai berikut: 

''Keuangen Negara sebegaimana dimaksud dalam Pasa1 I 
angka I, meliputi: 

a. Hak negara untuk memungut pajak, 
mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan 
melakukan pinjaman; 

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan 
tugas layanan umum pemerintahan negara dan 
membayer tagihan pihak ketiga; 

c. Penerlmaan Negara; 
d. Pengeluaran Negera; 
e. Penerimaan Daemb; 
f. Pengeluaran Daerah; 
g. Kekayaan negarallrekaySliD daerah yang 

dikelola .... .uri alau oleh piliak lain berupa 
!JllJlg, surat berharga, l'iutaog, haraug, serla 
hal<-hak lain yang dapat dioilai deogau uoog, 
termasuk kekayaan yaag dipisahkan pada 
perusabaan oegaral pe11111abaan daerab; 

h. Kekayaan pihak hun yang dikuasai oleh 
pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas 
pemerintahan danlatau kepentingan umum; 

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan 
menggenakan fi!silitas yaag diberiklln 
pemerintah."2ss 

lSj Indonesia (d). Op.Cit. Pasa12. 
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Dl dalam pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 dijelasbn hahwa 

kekayaan pada BUMN merupakan kaaangan negara, namun di dalam Undang­

Undang No 19 Tahun 2003 pasal 4 ayat (!) Undang-Undang No 19 Tahun 2003 

Tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi: 

•Modal BUMN rnerupakan dan berasal dari kakayann negara yang 
dipisahkan". 259 

Penjelasan pasal 4 ayat (I) Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang 

Badan Usaba Milik Negara berbunyi:260 

"Yang dimakaud deogan dipisahkao adalah pernisahao kekayann negara 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan 
modal negara peda BUMN untuk selanjulnya pembinaan dan 
pengelobunmya tidak lagi didasarlam pada sistem Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negalll, namun pembinaan dan pengelolaaunya didasarkan 
pada prinsip-prinsip perusahaan yang sebat." 

Pasal 11 Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik 

Negara berbunyi:261 

"Terhadap Persero berleka segala ketentuan dan prinsip-prinsip yaag 
ber1akn bagi perseroan terbatas scbagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terhatas." 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Ielah 

digantikan oleh Undang-Undang No. 40 Tahnn 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

Semula UU No. 17 Tahun 2003 mengatur bahwa kekayaan BUMN 

termasuk ke dalam kauangan negara, dengan terbitoya UU No. 19 Tahun 2003 

yang kemudian mengatur secara lebih spesifik mengenai BUMN mengatur bahwa 

kekayoan BUMN sudah bakan merupakan bagian dari keuangan negara. Dengan 

ini berlaku asas lex specialis derogat lex generalis (undang-undang yang bersifat 

khusus menyampingkan andang-uadang yang barsifut umum). 

~N Ibid. Pasa14 ayat (1). 
uo Ibid. penjelasan pasal4 ayat (1). 
161 Ibid. Pasal 11. 
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Hal yang senada juga disampaikan oleh Fatwa Makamuh Agung No. 

WKMA1Yud/20!VIIIJ2006 tanggal !6 Agustus 2006 yang pada isinya 

mengatakan suhagai berikut262 

"Bnhwa begitu pula dangan adanya Undang-Undang No 19 
Tnhun 2003 Tentang Badan Usoba Milik Negant maka ketentuan 
dalam pasal 2 huruf g (Undang-Undang No 17 Tuhun 2003 
Tentang Keuangan Negara) mengenai ''kekayaan yang 
dipisuhkan pada perusobaan negamlperusuhaan damh" juga 
tidak mempunyai kakuatan rnengikat se<a~a hukum." 

PP No. 14 Tnhun 2005 PP No. 33 Tnhun 2006 

Dari hagan di ams dapat dilihat bnhwa antara PP No. 14 Tnhun 2005 

dengan PP Nomor 33 Tnhun 2006 te1nh memenuhi persynratan forrnil dan 

materiil beriaku asas lex posterit)r derogat legi priori (peraturan penmdang­

undangan yang terkemndian rnenyisihkan pemturan perundang-undangan yang 

terdnhulu ). 

Di dabun pasal 19 PP No. 14 Tnhun 2005 yang berbunyi sebagai berikut 

"Penghapasan Secara Bersyarat dan Pengbapusan Secara Mutlak atas 
piutang Perusuhaan Negam!Danmh dilakakun sesuai dengan ke!entuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku."263 

Di dalam penjelasan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 14 Tnhun 2005 

Tentang Tata Cara Pengbapusan Piutang Negara/Daerah dinyatakan sebagai 

berikut;264 

"Termasuk di dnhun pengertian Perusuhaan NegaraiDamh antara lain 
adalnh badan usaba yang dimiliki negamldaernh dan berbentuk Persero!Ul 
atau Perusahaan Umum." 

161 Fn~11 Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yudi20Nlllf2006. hal. 2. 
161 Indonesla (j).Op.CU.Pasal 19. 
244 Ibid. Penjelasan pasall9. 

Universitas lndon&.sia 

Dualisme Pengaturan..., Chandra Sugiarto, FEB UI, 2010



106 

Pengurusa.n mengenai penghapusan piutang negara ditemukan juga di 

dalam pasat 20 Peraturan Pemerinblh No. 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara 

Pengb.apusan Piutang Negaroll)aerah yang berbunyi sebagai berikut: 

"Tata cam Pengbapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak 
atas piutang Perasahaan Negaro/l)aerah yang pengurusan piutangnya 
diserahkan kenada PUPN, diatur lebih lanjut dengan P~ Menteri 
Keuangan."MI 

Di daiam pasal 2 ayat (l) PP Nomor 33 Tahun 2006 yang berbunyi 

sebagai berikut: 

''Pada saat Peratunm Pemerintah ini muJai berlaku: 
I. Pengurusan Piutang Perusahaan Negam!Daerah Wltuk 

selaujutnya dilaitukau sesuai ketentuau paraturan 
parundang-undangau yang berlaku di bidang Perseroan 
Terbatas dan Badon Usaha Milik Negara beserta pernturan 
pelaksanaannya. 

2. Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang telah 
diserahkan kepeda Panitia Urusan Piutang Negara c.q. 
Direkterot Jenderal Piutang dan Lelang Negaro dan usul 
penghapusan Piutang Perusahaan Negara!Daerah yW>g telah 
diajukan kepada Menter:i Keuangan melalui Direktur 
Jenderal Piutang dan Lelang Negaro tetap dilaksanakan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 
tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutaug Negaro/l)aeroh beserta paraturan 
pelaksanaannya." 266 

PP Nomor 33 TahWl 2006 yang labir kemudian menyisihkan PP No. 14 

Ta.hun 2005 dengan demikian berlaku asas lex posterior derogat legi priori 

(peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihk:an peraturan 

perundang-undangan yang terdahulu). 

Untuk k:eputusan-keputusan Menteri keuangan sebagaimana yang tersebut 

di bawah ini: 

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor. 61/KMK.OS/2002 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara 

lM Ibid. Pasal 20. 
1# Indonesia (k). Op.Cit. Pasal2ayat(l). 
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2. Keputusan M>nteri Keuangan Republik Indonesia Nomnr: 301/KMK 

.01/2002 Tentang Pengurusan Piu!Jmg Negana Kredit Perumaban Bank 

Tabungan Negar,o 

3. Peraturan menteri Keuangan RepubHk Indonesia Nomor: 

31/PMK.07/2005 Ten!Jmg Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian Dan 

Penetapan Pengbapusan Piutang Perusahaan Negam/Daerah Dan Piutang 

Negam/Daerah 

Untuk keputusan dan peraturan Menteri Keuangan di ai>IS berlaku asas lex 

superior derogat legi inforiori (kaleu leljadi konfliklpertentengan antara pernturan 

penmdang-undangan yang tinggi dengan yang nmdab maka yang tinggilab yang 

harus didahulukan). Peraturan dan keputusan di alas bukanleh tennasu.k ke delam 

peraturan penmdang-undangan namun di de1am substansinya tidab boleb untuk 

bertentangan dengan peraturan perundeng-undangan yang berlaku. 

Peraturan dan keputusan menteri keuangan ini harus diubeh dan 

disesuaikan dengan Undeng·Uudang No 19 Tahun 2003 Tentang Baden Usaha 

Milik Negaro, Uudang-Undang No. I Tahun 2004 Tentang Perbendabanum 

Negaro, dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan 

Atas Pemturan Pemerintah Nomor 14 Tabun 2005 Tentang Tata Cam 

Pengbapusan Piutang Negam/Daemb. 

Dengan demiltian berdasarkan peraturan penmdeng-undangan Undang­

Uodallg No 19 Tahun 2003 Tentang Baden Usaha Milik Negara, Undang-Undang 

No. I Tahun 2004 Tentang Perbendabaman Negara, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perabahan Atas Pemturan Pemerinlah Nomor 14 

Tabun 2005 Tentang Tala Cam Pengbapusan Piutang Negara/Daemb, kradil 

berrnasalah yang dimiliki oleh benk BUMN bukanlab piutang negara sehingga 

kradit bermasalah (NPL) yang dipunyai oleh bank-bank BUMN diselesaiken 

menurut cara-Q1111 yang binsa dipnkei oleh benk-bank pada wnumnya. 
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4.1.2. Status Hukum Kredit Bermasalah Bank BUMN Diliojau Darl Sudut 

Trori Badan Hukum 

Bentuk BUMN yang akan dianalisis adalah perusahaan perseroan, dimana 

bank BUMN yang memiliki kredit bermasalah {Jion Performing Loan) adalab 

berbentuk perusahau perseroan. 

Dengan melihat ke dnlam pasal l angka I UU No. 19 Tabun 2003 

pengertian BUMN yang berbunyi: 

"BUMN adalab -bednn usaba yang seluruh amu sebagian besar madalnya 
dimiliki oleh negara melalui ~rtaan seeara langsung yang bernsal dari 
kekayaan negara yang dipisahkan. 

Darl detlnisi di alas dapat diambil unsUJ"-unsur berdasarkan detinisi 

tersebut Unsur-.unsur tersebut adalah:2611 

a. Badan usaba atau perusabaan 

b. Modal badan usaba tersebut seluruhnya atau sebagian besar 

dimiliki <>leh negara. Jika-madal tersebut tidak seluruhuya dikuasai 

negara, maka agar temp dikategorikan sebagai BUMN, negara 

minimum menguasai 51% modal tersebuL 

e. Di dalam usaba ter:sebut negara melakukan penyertaan seeam 

langsung. Mengingat di sini ada peuyertaan langsung, negara 

terlibat dalam menanggang resiku untung dan rugiuye perusahaan. 

Menurut peujelasan pesal 4 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003, 

pemisaban kekayaan negara untuk dijadikan peuyertaan dilakukan 

dangsn cara penyertaan langsung negara kepada BUMN sebingga 

setiap peuyertaan ter.rebut barus dite1apkan dangan Peraturan 

Pemerinlah (PP). 

d. Modal penyertaan tersebut bernsal dari kekayaan negara yang 

dipisabkan. Kekayaan yang dipisabkan di sini adalah pemisabnn 

kekayaan negara dari Anggarnn Pendnpatan dan Belanja Negara 

(APBN) untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMN untuk 

ld
7 Indonesia (a). Op..Cit. Pasal 1 ungku l. 

~.u Rldw.an Khalrandy. Krmsepsi Ke/i:(zyal:m Negara Yang Dipisahkim Dalam Perusahai:m 
Perseroan. Juma! Hukum Bis.nis, Volwne26 No. l Tahun 2007. Hal. 33. 
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dijadikan modal BUMN. Setelah itu selanjutnya pembinaan dan 

pengelolllllllya tidak lagi didasarkan peda sistem APBN, namun 

pembinaan dan pengelolaanya peda prinsip-prinsip perusahaan 

yangsehat. 

UU No. 19 Tabun 2003 secara teges menyabut babwa modal BUMN 

adalab penyertaan langsung dari kekayan negam yang dipisabkan. Dengan 

pemisaltan ini, begitu negara melakukan penyertaan di perusabaan tersebut, 

penyertaan tersebut demi hokum menjadi kekayaan badan usalta. Pemisaltan 

kakayaan ini merupakan konsekuensi hokum bagi badan hokum. Dengan 

demikian, secara yaridis modal tadi sudab menjadi kekayaan perusabaan, bukan 

kakayaan negara lagi.,.. 

Di dalam bab 3 telah dijelaakan mengenai macam-macam teori mengenai 

badan hokum. Teori-teori tersebut adalab::rro 

I. Teori ke 1 mempergunakan suatu fiksi (fictie) alaU suatu 

perumpemaan. Badan Hokum banya diumpamakan saja seolab­

olab seorang manusia, jadi dianggap seolab-olab dapat bertiedak 

sebagai seomng manusia. Teorl ini lazimnya dikatakan mula-mufa 

diajukan olen seorang sarjana-hokum yang bemama Von Savlgni. 

2. Teori ke 2 menganggap badan hokum tidak saltagai suatu fiksi atau 

perumpemaan, melainkan sebagni suatu kanyataan belaka 

(realitos). Para penganut teori ini menggambarkan badan huk:um 

sellagai sesuatu yang tidak berbeda dari seorang manusia. Kalau 

seonmg manusia bertindak dengan alat-alatnya (organ) berupa 

tangan, kak~ j~ mulut, otak dan lain sebagainya, maka badan­

hukum juga bertindak dengan alat-alamya berupa rapat anggota 

atau ketuanya dari badan huk:um. Oleh karena alat-alat ini bempa 

orang-oomg n:umusia juga, maka apabila ada syarat-syarat dalam 

peraturan-hukum yang melekat peda tubuh manusia, syarat-syarat 

ini dapat juga dipenuhi oleh badan-hukum. Teori ini sering 

dinamakan "orgaantheorie" dan mulai diajukan oleh seorang 

sarjana-hukum yang bemama Gierke. 

2611 Ibid, Hal. 34. 
21

1.1 Wirjono Projodikoro.. Op.Cit. Hal. 8·9. 
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3. Teori ke 3 menganggap badan-bukum sebagai kumpulan belaka 

dari orang..()rang manusia. Menurut teo:ri ini, kepentingan­

kepenlin!!llll badan-hukum tidak lain dori pada kepanlin!!llll 

segenap orang-orang yang menjadi bar:i<gnnmd dori badan-hukum 

itu, yaitu dori suatu negara segala panduduk atau segala 

warganegara, dori suatu perkumpulan semua anggotu, dori Yayasan 

semua yang mendapat basil bekerja yayasan. 

Dalam menganalisis status hukurn piutang bauk BUMN maka harus 

dijawab terrlahulu mengenai status hukum dari BUMN dalam hal ini parseroan 

apakah merupakan hadan hukum atau tidak. Untuk menjawab hal tersebut di alas 

maka akan di!!llllakan teori badan hukurn. Teori badan hukum yang digunakan 

adalah teori organ. Seperti telab diterangkan di atas meogenai teori organ ini 

berbunyi:27J 

"teori ini men!!llllggap badan hukum sebagai sesuatu yang tidak 
berbeda dari seorang manusia. . Kalau seorang manusia 
bertindak dengan alat-alatnya (organ} harupa !an!!llll. kiDri, jeri, 
mulu~ otuk dan lain sebagaloya, maka badan·hukum juga 
bertindak den!!llll alat-alatnya berupa rapat anggota amu 
ketuanya dori hadan hukum. Oleh karena alat-alat ini harupa 
orang..oomg manusia juga. malta apabila ada syarat..gyarat 
dalam pera!lm!n-hukum yang melekat pada tubuh manusia, 
syamt-syarat ini dapat juga dipanuhl oleh badan-hukum." 

Pembuktian BUMN sebagai badan hukum melalui teori organ dapat dilihat 

den!!llll adanya pamngket-parangket yang dimiliki oleh BUMN (parseroan) di 

bawah ini: 

a. Rapat Umum Pemegang Sahnm 

Menteri bertindak selaka RUPS dalam bal seluruh suham Persero 

dimiliki oleh negara dan bertindek selaku pamegang saham pada 

Persero dan perseroan rerbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya 

dimililti oleh negara.zn 

b. Dimksi 

211 ibid. 
111 lhid. Pasal 14 ayat(l}. 
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Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.273 Pengangkatan dan 

pemherbentian Direksi dilakukan oleh RUPS. '" Direksi 

hertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk 

kepentingan dan rujuan BUMN serta mewakili BUMN, heik di 

dalam maupun di luar pengadtian. "' Dalam melaksanakan 

rugasnya, anggota Direksi harus mematuhlonggaran dasar BUMN 

dan pemturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan 

prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparans~ 

kemandirlan, akuntabilitos, pertanggangjawaban, sena 
kewajamn. 276 

c. Komisaris 

Komisaris Pengawas bertanggung jawab penuh atns pengawasan 

BUMN untuk kepentingan dan rujuan BUMN. 217 Pengangkstan 

dan pemberhentlan Komisaris dilakukan oleb RUPS. "' Dalam 

melak.sanakan tugasnya. Komisaris harus mernatuhi Anggaran 

Dasar BUMN dan keteotuan peraturan perundang-undangan serta 

.wajib melaksanakan prinsip..prinsip · profesionalisme, efisiens~ 

trmlSpanms~ kemandirian, akentabilitos, pertanggungjawaban, 

serta kewajamn. 279 

Dangan adanya organ-<>rgan BUMN Perseroan di atas maka sesuailalt 

dengail teori organ babwa BUMN merupakan sua1u hedan hulrum. Sebegai hedan 

hukum ada syarat·syarat yang barus dipeouhl sebegaimaoa telab dijelaskan di 

dalam heb 3. syarat-syamt tersebut adalah:280 

1. mempunyai kakayaan rerpisah; 

2. mempooyai rujuan tertenru; 

3. memptmyai kepentingan tertentu; 

4. mempunyai organisasi teratur. 

:m Ibid, J:Wal S ayat (1) 
274 Ibid, Pasal iS ayat (1) 
:m Ibid. Pasal S ayat (2). 
m Ibid. Pnsal5 ayut(3) 
111 Ibid. Posal6 ayet (2} 
1111 lbtd. Pasa127 ayst (1). 
179 Ibid. Pasal6 ayat (3} 
zw Ari:fin P.SoeriaAtmadja{l). Op.Cit- Hal. 94. 
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Syare.t pertama adalah mempunyai kelmyaan yang teq>isah. Maksud 

mempunyai kekayaan yang terpisah adalah agar harta kakayaan yang te!pisah ini 

sengaja diadakan dan nremang diperlukan sebagai alat untek mengejar sesuatu 

tujuan tertentu dalarn hubungan bukum. Dengan demikiao, harta kekayaan 

tersebut menjadi objek tuntutan tersendiri dari pihak katiga yang mengadakan 

hubungan hukum dengan badan hukum tersebut, dan sekaligus merupakan 

. jaminan baginya. Badan hukum mempunyai tanggusg jawah sendiri dan hartanya 

terpisah dari barta kakayaan anggota badan bukum. 

Untuk meogetahui bahwa BUMN perseroan memiliki kekaYaan yang 

teq>isah melm barns dipe!jelas terdahulu di dalam pasallt Undang-Undang No 19 

Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negam yang herbunyi:'" 

"Terbadap persero herlaku sega1a ketentuan dan prinsip-prinsip 
yang herlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas,'? 

Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sadah 

dlgantikan olah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terba!OS. 

Di dalam Undaog-Undang No. 40 Tahun 2007 Tontaog Perseroan Terbatas 

pasal 3 ayat (I) berbunyi: '" 

"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggusg jawab secara 
prihedl at:aS peiikaian yang dibuat atas nama Pe!SOroan dan 
tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi 
saham yang dimiliki. Penjelasannya berbunyi Ketentuan dalam 
ayat ini mempertegas ciri Perseroan babwa pemegang saham 
hanya bertanggung jawah sebesar setoran atas seluruh saham 
yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan 
pribadinya." 

Dad pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa teljadi suatu pemisahan 

kekayaan antara pemegang saham dengan kekayaan yang dimiliki olah perseroan. 

Ketika teljadi suatu kerogian pada perseroan me1m kekaYaan pribadi dari 

pemegang saham tidak perlu dijadikan pembayaran karugian perseroan. Hal yang 

sebalikaya juga herlaku apabila pemegang saham mempunyai utang pribadi maka 

211 lndonesia (a}. Op.Cir. pas:.alll. 
m lndonesia{h).Op.Gt. Paml3 ayat{l). 

Unlversitae lndonet!ila 

Dualisme Pengaturan..., Chandra Sugiarto, FEB UI, 2010



113 

kekayaan yang dimiliki perseroan tidak dapat digunakan untuk membayar utang 

pribadi pemegung sabam karena adanya pernisahan kekayaan antara pemegang 

saharn dengan kekayaan perseroan. 

Syarat kedua dati badan hakum adalah rnempunyai tujuan tertenw. 

Maksud mempunyai tujuan tertentu adalah tujuan dari badan hukam dapat berupa 

tujuan yang idiil atau komersi~ profit atau non-profit. Tujuan itu adalab tujuan 

tersendiri dati bedan hakum. Karena itu, tujuan bakanlah merupakan kepentlngun 

pribadi dari satu atau beberapa orang angge!a ozgan badan hakum,,., 

BUMN perseroan sebagai suatu badan hakum jugs mempunyai stJatu 

tujllll!l tertentu seperli yang ada di dalam pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 

2003 Tentang Bedan Usaba Milik Negara yang berbunyi: "' 

"Tujllll!l41ljuan BUMN per:seroan edaiah: 
a. menyndiakan barnng dan!atau jasa yang bermutu tinggi dan 
berdaya saing kuat; 
b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan, n 

Syarat ketiga dari badan bukum adalah mempunyai kepentlngun tertentu. 

Sebagaimana Ielah dijelaakan di dalam bah 3 rnengenai kepentlngun tertentu 

maksudnya adalah dalam kaitannya badan hukum mempunyai barta kekayaan 

yang terpisah dati anggotanya. Bedan hakum dalam usaha meneapai tujuannya 

mempunyai kepentlngan tersendiri yang merupakan hak-hak subjektlf sebagai 

akibat dan peristiwa hukam yang dilindungi oleh hakum. Oleh sehah itu, bedan 

hakum dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya terbadap pihak 

ketiga dalam pergaulan hakum. 

Meugsnai adanya kepentingan tertentu ini dapat dilibat di dalam pasal I 

angke 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Bedan Usaha Milik Negara 

yang berbunyi:'" 

''Perus:ahaan Perseroan. yang selanjutnya disebut Persero. 
ndaiah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang 
modalnya terbagi dalam saham yang selurah atau paling sedikit 
5 J % (lima puluh satu person) sahamnya dimiliki oleh Negara 

2u Arifm P .Soeria Almadja (1). Op.Cft. Hal. 125. 
34 indonesia (a). Op.Cit. pasal12. 
m Ibid. Pasal 1 angka 2. 
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Dengan melihat ke dalam definisi dari persero di alas dapat ditarik 

kesimpulan babwa kepentingan yang dimilild oleh persero adalah untuk mencari 

keuntungan. 

Menurut pasal5 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

"Direksi bertanggang jawab penuh alas pengurusan BUMN 
untuk kepeotingan dan tujuan BUMN serta mewaldli BUMN, 
baik di dalam maupun di luar pengadilan." 

· Syarat ke empet sebuah bedan hukum adalah mempunyai organisasi 

teratur. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam bah 3 bahwa yang dimaksudkan 

mengenai mempunyai organisasi yang tetatm adalah bedan hukum sebagai suatu 

konstruksi hukUJ"n dahun pergaulan hukum atau - rechtsbetrekklng. diterima 

sebagai layukuya subyak hukum manusia. Namun, ba1 yang penting yang pertu 

diperlmtikan adaiah bahwa badan hukum tidak mungldn dapat bertindak tanpa 

organ-organnya. Olah karena im, suatu organisasl yang teratur dangen pembagian 

tugas dan tangguag jawab yang buku dan jelas (stelselmalige arbeidsdeling) perlu 

diciptakan agar tidak menimbulkan masalah bagi badan hukum daiam mencapei 

tujuannya. 286 

BUMN perseroan sebagai badan hukum juga memenuhi persyaratan ini. 

BUMN mempunyai organ-organ seperti barikut ini: 

a. Rapat Umum Pemeguag Saham 

Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal se!UJ"Ub saharn Persero dimilild 

olah negera dan bertindak selalru pemagang saham peda Persero dan 

perseroan terbatas daiarn hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh 

negara}n 

b. Direksi 

Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. 2811 Pengangkatan dan 

pemberhentian Direksi dilukukan oleh RUPS. "' Direksi bertanggang 

l% ArifmP.Socria Atmadja (1). Op.Cit, Hal. 126. 
w Indonesia (a). Op,Cii .. Pasall4 ayal (l), 
:zu Ibid. pasal .5 ayat (1} 
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jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan 

BUMN serta mewaklli BUMN, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan."" Dalam melaksanakan tugasoya, anggota Direksi harus 

mematubi angganm dasar BUMN dan pemturan perundang-undangan serta 

wajib melaksanakan prinsip--prinsip profesionalisme. efisiensi, 

transporansi, kemandirian, akuntabllitas, pertanggungjawaban, serta 

kewajaran.291 

c. Komisaris 

Komisarls Pengawas bertanggung jawab peouh atas peogawasan BUMN 

untuk kepeotingao dan tujuan . BUMN. 292 Pengangkatao dan 

pemberhentian Komisaris dilakakun oieh RUPS. ''"Dalam melaksanakun 

tugasnya, Komisarls hams mematuhi Angganm Dasar BUMN dan 

ketentuan pentinmD perundang-undangan serta wajib melaksanakun 

prinsip-prinsip proresionalisme, efisiensi, transpemns~ kemandirlan, 

akuntabilitas, pertaaggungjawaban, serta ke~arnn.294 

Dengao terpenuhinya teori bodan hul<llm dan syamt-syamt badan hulrum, 

maka BUMN perseroan merupakun suatu bodan hukum. Sebagai suatu badan 

hul<llm, BUMN pe!lleroan merupakun suatu subyek bukum. 

Subyek bul<llm merupakun penyandang hak dan kewajiban dan dapat 

melakukan perbuatan hul<llm. BUMN sebagai subyek hul<llm mempunyai hak dan 

kew/liiban serta dapat melakakun perbuatan hul<llm. Negam sebngai subyek 

hul<llm mempunyai hak dan kewajiban dan dapat melakakun perbuatan hukum, 

namun hak dan kewajiban negam berbeda dengan hak dan kewajiban BUMN. 

Suatu subyuk hul<llm tidak dapat dimiliki oleh subyek hul<llm yang lain. 

Apabila subyek bukum dimiliki oleh subyek hukum yang lain maka salah satunya 

bukanlah subyek hukum. Dengan demikianjika kekayaan negam adalah kekayaan 

BUMN maka BUMN haruslah bukan merupakan subyuk hul<llm. 

n9 Ibid. Po.sal 15 a:y01t (l) 
190 ibid. Pssttl 5 ayat (2). 
Ul Ibid. Pasa15 a yet (3) 
2n Ibid. Pasal6 ayal (2) 
2
'» ibid. Pasal27 ayat{l). 

294 Ibid. Pasal 6 aynt {3} 
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Namun dengan teori badan hukum dan tepenuhinya syarat-syaru badan 

hukum, BUMN adalah subyek hukum. Dengan demikian BUMN sebagai subyek 

hukum tidak dapat dimiliki oleb negam sebagai badan hukum publik ukan tetapi 

dimiliki negara sebagai pumegang s.abam dan berlaku lingkungan knasa bukum 

perdall!. bukan lingknngan knasa hukum publik. Dengan demi.ldan keuangan 

BUMN bukanlab merupakan keuangan negam sebingga kre<lit bennasalab bank 

BUMN buk.anlab piutang negara. 

Ridwan Khairandy berpendapat bahwa modal BUMN adalab penyertaan 

langsung dar! kekayaan negam yang diplsabkan. Dengan pumisahan ini negant 

melukukan penyertaan di perusabaan tersebut sebingga demi hukum kekayaan 

negam ter.iebut telab menjadi kakayean badan usaba. Jadi secara yuridis modal 

BUMN adalab kekayaan pumsahaan bukan lagi kekayaan negara.295 

Erman Rajagukguk berpendapat mengenai status hukum dar! kekayaan 

BUMN bukanlab kekayaan negara. 296 Pendepat Erman Rajagukguk adalab Pasal I 

ayat (2) UU No. 19 Tehan 2003 tenlasg Badan Usaba Milik Negam menyetukan 

bahwa:~1 

HPerusahaan Persero, yang selanjutnya disebut·Persero~ adaJah 
BUMN yang berbeotnk parseroan terbalas yang modalnya 
terbagi delam s.abam yang selarub atau paling sedi.ldt 5!% 
(lima puluh salu persen) sabamuye dimiliki olah Negara 
Republik Indonesia yang rujuan utamanya . mengejar 
keuntUngah." -· ' - · - -
Selanjutnye Pasal 11 menyebutkll!l:'98 

"Terbadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip 
yang berlaku bagi perseroan terballls sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No. 1 Tabun 1995 tenlasg Pe!seroan 
Terbatas." 

Karakterisrik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan 

hukum dar! barto kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suam 

Badan Hukum yang berbenluk Perseroan Terbatll.s memiliki kekayaan yang 

terpisah dar! kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisarls (sebagai pengawas), 

:ws Ridwan Kbairarld)\ Op.Cit. Hal. 32. 
mErman Rujagukguk. Pengertfan Keuangan Negaro Dan Kerugian Nagara. (Jakarta: 

Disa.mpaikan pada Diskusi Publik "Pengertlan Keuangan Negnm Dalam. Tindak Pidana Korupsi" 
Komisi Hukum Nasional (KHN) Rl, 26 Juli 2006). Hal. 2. 

2~7 ibid. 
llll> Ibid. 
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dan Pemegang Saham (sebago! pemilik). Berdasarkan hal·bal -.but di atas 

kekliyaan BUMN Pcrsero sel>agai badan hukum bukanlah kekayaan negaxa."' 

Dl bawah inl akan dijelaskan mengenai tranfunnasi status hukum uang 

negaraldaerah-uang privat. 

TRANFORMASI HUKUM STATUS HUKUM 
UANG NEGARAIDAERAH·UANG PRlV AT'00 

Pajak Laba Usaha 
Saham Milik Swasta 

Negara/Daemh sebagai 
badan hukum publik 

Keuangan negara/daemh 
UU 17/2003 jo UU 1/2004 

jo UU 1512004 PP 
39!2007 jo PP 55/2005 jo 

pp 5!!/2005 

Universalinlit Beginsel 
Bruto system 
S!elselKas 

Persero seobagui badan 
hukum Prlvat Stelsel 
Akrual uu 19/2003 

I Penyertaan Modal 
Negara/Daemh (PMNIPMD) 

Konsekuensi logis adanya penyertaan modal pemerintah pada perseroan 

terbatas adalah pemerintah lkut menanggung resiko dan bertanggungjawab 

terbadap kerugion usaha yang dibiayainya. Dalam menanggung resiko dan 

bertanggungjawah atas kerugian in~ kedudukan pemerintah tidak dapat berposlsi 

sebagui badan hukum publik. Hal demikian disebahkan tugas pemerintah sebagai 

badan hukum publik adalah bestuurszorg, yaitu tugas yang meliputi segala 

lapengan kemasyllnlkatan dan suatu konsep negam hokum modem yang 

?W lbld. 
100 Aritin P. SocriaAimedja (1). Op.CiJ. Hal. 117. 
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memperitatikan kepentingan seluruh mkyat Konselruensinya adalah jika badan 

hukenn publik harus menanggung resiko dan bertanggungjawab alas kerugian 

suatu nsaba tersebut, fungsi publik tersebut tidak akan optimal dan maksimal 

dijalankan oleh pemetiutnh. Dengan dasar pemahaman tersebut, kedudulruu 

pemetiutah dalam perseroan teritatls tidak dapat dikatakan sebagai mewakili 

negarn sebagai !redan hukenn publilc Pemahaman tersebut harus ditegaskan 

sebagei bentuk afumatif pemakaian hukum ptivat dalam pers<>roan terbatas, yang 

sabamnya antara lain dimiliki oleh pemerln!oh. Dengan mengemukakan dasar 

logika hukum alaS aspek kerugian negarn dalam perseroan terbams, yang seluruh 

atau salah satu sabamnya dimiliki oleh negarn benuti konsep kerugian negara 

dalmn pengertian merugikan keuangan negarn tidak terpenuhi. Hal ini disebahkan 

ketika pemerlntah sebegei be dan hukum dalam pers~ terbatas, apal!oh 51% 

afau seluruhnya, peda saat itu juge imurutas publik dan negarn bilang, dan terputus 

hubungan hulrum pebliknya dengan keuangan yang telah berubeh dalam bentuk 

saham, dumikian pela ketentuan pengelolaan. perlanggungjawahan dan 

pemerlksaan keuangan dalam bentuk sabam tersebut orornatis berlakn dan 

butpedoman peda UU No. 40 Tuhun 2007 dan semua ketentuan peraturan 

perundang-undangen yang berlaku di Negarn RJ:publik Indonesia. Kondisi 

demildan mengakibatkan putusnya keuangan yang ditamnulruu dalam perseroan 

terbafas sebegei keuangan negara sehingga berubah status hukennnya menjadi 

keuangan perseroan terball!s karena telab teJjadi transfonnasi hokum dan 

keuangan publik menjadi ketllll1gan privat. Demiklan pula apsbi!a perseroan 

rnenyetor bagian Iaba usaha.nya atau pajaknya, uang yang sentula merupakan uang 

privat, serentak ia masuk ke kas negam, ia sudah berubah dati uang privat menjadi 

uang publik dan dengan sendirinya tunduk peda ketentuan UU No. l Tabun 2004 

Tentang Perbendebaraan Negarn jo. UU No. 17 Tahun 2003 Tenfang Keuangan 

Negarn dan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 Tenfang Pelakaanaan 

APBN.301 

Dengan demikian berdasarkan kepada pengert!an badan hukum, kekayaan 

BUMN bukanluh kekayaan negarn sehingga kredit bermasalab (NPL) yang 

301 ibid. Hal, 115·117. 
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dipunyai oleh bank-bank BUMN diselesaikan menurut cam-earn yang biasa 

dipakai oleh bank-bank pada wnumnya. 

4.1.3 Status Hokum Piutaog BUMN Ditinjau Darl S.dot Sistem Hokum 

Sebagaimana Ielah dijelaskan di dahuu bah 2 mengenai sistem bakwn M. 

Freidman. Menurut Friedman, pada prinsipnya nda tiga komponen sistem hakwn 

dalam sua.tu negara, yaitu: 

!. struktur (structure) 

2. substansi (substance) 

3. bndaya hakwn (legal culture) 

Snruktur merupakan komponen ~- Friedman berpendapat sebagai 

berikut 

"The structure of a legal system consists of e/emens of this 
kind; the number and size of courts; their jursdiction (thai is , 
what kind; of cases they hear, (JJid why);~ modes of appeal 
from one coutt to another. 8ttuctw-e also means 1ww the 
legislatur iS organized how many members sit on the Federal 
Trade Commission. what a president can (legally) do or not 
do, wlwt procedures the police tkpartment follows, and so on. 
StroCture. in a ~. is a ldnd of cross section of legt'#. system­
a kind of stili photograph, wi?ichfreezesthe action.'"" 

Dori pendapal tersebut; struktur dari sistem hukUm terdiri dari unsur-unsur 

jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya serta cam banding dari satu 

pengadilan ke pengadilan lainnya. Sistem bukum terus berubah, namun bsgian­

bagian sistem itu berubsb dahuu kecepatan yang berbeda dan setiap bagian 

berubsb tidal< secepat bagian rertentu laineya. Ada pola jangke panjang yang 

berli:esinambungan aspek sistem yang berada di sini kematin (alau bahkan pada 

absd yang terekhir) akan berada di situ dalam jangke panjang. lnilah struktur 

sistem hukum-kenmgke atau rangkenya, bsgian yang tetap berlaban, bsgisn yang 

memberiksn semacam benluk dan batasan remadap keseturubsn. 303 

Komponen kedua dari sistem hukum Friedman adalah substansi 

(substance). Friedman mengatakan sehagai berikuL; 

J!!2 Lawrence M.Friedroan. Op.Cit. Hel. 7. 
'Ollbid. 
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"Aoother aspect of the legal system is its subst~D~CC. By this is meant 
the actual ntles, 1Wrms, and behaviour patte= of people inside the 
system.... Substance also means the "product" that people within the 
legal system mamifacJurer- the dec.isiorn they tum out, the nmv rules 
they contrive. "104 
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Yang dimaksud dengan substansi menurut Friedman adaloh peraturan­

peratunm yang nyall!, norma-norma yang ada dan pola tingkah laku dari 
masyarakat yang berada dalam sistom hukum itu sendiri. 

Komponen yang kctiga adaloh budaya hukum. Berkaitan dengan budaya 

bukum ini Friedman menyatakan sebagai berikut. 

''And this brings us to the third CQmp<Jnt:11f of legal system. which is in 
some w~, the least obvitnls: the legal culiUTe. By this we mean 
people's attitudes toward law and the legal system - their beliefs, 
values. ideas, and expectations. In other words, it is that part of the 
general Clllt1D'e which concerns the legal system. '.w5 

Dalam hal ini, Friedman mengatakan bahwa budaya hukum adaloh sikap 

masyatakat terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu yang borkaitan dengan 

kepercayaan, nilai~nilai, pikiriui-pikiran, dan barapan-baropan mereka. Dengan 

kata lain budaya hukum adalah suasana pikimn sosial, dan kekuatan sosial yang 

menentekua hagainiana bukum diganakan, dibindari atau disalohganaksn. Tanpa 

. budaya hukum sistem hukum ilU scndir.i tidak akan berdaya :- scperti ikan mati 

yang terkapar di kernnjang, bukan seperti ikan hidup yang borenang di lautnya. "'' 

Di dalam bah 2 juga teloh dijelask.an perbandingan antara BUMN perseroan 

dengan perseroan terbatas dengan mengganakan sisbau hukum Friedman dan 

diketahui bahwa antara BUMN deugan peraeroan mentiliki bauyoh kesamaan dan 

perbedaan. Perbadaan antara BUMN dengan perseroan ter!etak di subtansi dimana 

BUMN mengganakan UU No. !9 Tabun 2003 Tentang BUMN selain juga 

menggunakan UU no. 40 Tabun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Di sini dapat 

terlihat bahwa antara BUMN dan perseroan memilild bauyak peraamaan­

persamaan. 

}f>i lbid. 
Mtllhid. Hal 8. 
»S Ibid. 
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Dengan demildan seperti halnya perseroan. ketika BUMN memiliki sebuah 

piutang maka piulang tersebut bukanlah merupakan piutang negara. Piutang 

BUMN dimilili oleb BUMN dan tidak ada hubungannya dengan keuangan 

negaza. 

Dengan melihat kepada per.;amaan-persamaan an!Jlla BUMN perseroan 

dengan perseroan terhatlts adalab soma sehingga berlaku UU No. 40 Tabun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas, namun di dalam prakteknya berkata lain. Kenya!Mn 

di dalam prakteknya dapat dilihat dengan putusan dar! Makamab Agung men genal 

kasus PT Dirgantara Indonesia. Kronologis kasus PT Dirgantara Indonesia adalab 

sebagai berikut ini:307 

l. PT Dirgan!Jlla Indonesia dimobonkas pallit oleh para pekezjanya 

yang Ielah di-PHK karena belum membayar dana pension dan 

jaminan harl tua sesuai dengan UU No. 3 Tabun !992. 

2. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negerl Jakarta Pusat telab 

mengambil putusan yaltu putusan Nomor 

41/Pailit/2007/PN.Ninga /Jkt.Psl langgal 4 September 2007 yang 

amamya berbunyi sebngai berlkut : 

I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seloruboya ; 

2. Menymakan behwa Termohon PT. D!RGANT ARA INDOI\'ES!A 

{Persero) pailit dengan segala alcihat hakumnya 

3. Di dalam Putnsan Mabkamab Agung mernbalnlkan putusan 

Pengadilan Niaga pada Pengadihm Negerl Jakarta Pusat 

No.411Pailit/2007/ PN.N'mga/JktPst. tangga14 September 2007 ; 

4. Alasan-alasan Mabkemah Agung mengeluarkan putusan yang 

dernikian karena: 

a. Babwa Pusal 2 ayat (5) Undang-Undang No.37 Tabun 2004 

menyatakan behwa dalam hal Debitur adalah Badan Usaha Milik 

Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka 

permohonan pemya!Mn pailit hanya dapat diajnkas oleh Menteri 

Keuangan; 

3m Putusan Mahkamah Agung Nomor: 075KIPdtSu!J2007 (K&Sus Kepaltitan PT 
Dirgantara Indonesia), 
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b. Bahwa yang dimaksud dengan "Badon Usaha Mlllk Negara yang 

bergerak di bidang kepentingan publik'', seslud dengan penjell!san 

Pasal 2 ayat (5) Undll:ng-Undong No.37 Tahun 2004, adelah badan 

usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak 

terbagi atas saham; 

c. Bahwa Pemoimn Kasasi II PT. Dirgantata Indonesia (Persero) 

· adelah badll:n usaha ntillk negara (BUMN) yang keselurahan 

modalnya dimiliki oleh Negara, yang pemegang sahwnnya adalah 

Menteri Negara BUMN qq Negara Republik Indonesia don Menteri 

Keuangan RI qq Negara RepubHk Indonesia 

d. Bahwa Petusahaan P""""""' I Persero, menurut Pasall angka 2 

Undang- Undll:ng NoJ9 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Mllik 

Negaru, adalah badll:n usaha milik negara berbentuk perseroan 

terimtas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruimya 

dimiliki oleb Negara RI, atau imdll:n usaha millk negara berbentuk 

perseroan terbalaS yang modalnya terbagi dalam saham yang paling 

sedikit 51 % sahamnya dimiHki oleh Negara RI ; 

. e. Bahwa terbaginya modal Pemohon Kasasi I I Termobon alas 

saham yang pemegangnya adalah Menteri Negara BUMN qq Negara 

RI don Menteri Keuangan RI qq Negara RI adalah untuk memenuhi 

ketentuan Pasal7 ayat (1) don ayat (3) Undong-Undang No.I Tahun 

1995 tentang Perseroan Terhatas yang mewajibkan pemegang saham 

suatu perseroan sekurang-k:urangnya dua orang. ka.rena itu 

terbaginya modal atas saham yang selurubnya dimiliki oleh 

Negara tidak membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I I Termohon 

adalah badon usaha millk oegara yang tidak bergerak di bidang 

kepentingan publik; 

f. Bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI 

No.o31M!ND/ PER/4/2005 disebutkan bahwa PT. Dirgantara 

Indonesia adaiab objek vital industri. dan yang dimaksud dengan 

objek vital industri adalah kawasan lokasi, bangunan I instalasi dan 

atau usaha industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, 

Universitas lndonnla 

Dualisme Pengaturan..., Chandra Sugiarto, FEB UI, 2010



123 

kepentingan Negare dan I atau sumber pendapatan Negare yang 

berSifat strategis ( Pasal I angka lPemturl!n Menleri Perindustrian 

RINo.03/M-IND/PBR/4/2005 tanggall9 April2005); 

g. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi I I Termohon sebagai 

bedan usaha milik negare yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh 

Negam dan merupakan objek vital industri, adalah bedan usaha 

milik Negara Yllllg bergerak di bidang kepentingao publik yang 

hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keulll1gai! sebagaimlllla 

dirnaksud oleh Pasal2 ayat (5) Undang-Undang No.37 Tahun2004; 

h. Bahwa lagi pula Pasal 50 Undang-Undang No.I Tahun 2004 

tentang Petbendahaman Negare melarang pihak maoapun untuk 

melakukan peeyitaan terlladap antam lain uang atau sural bemarga, 

barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Negam, sebingga 

kepailitan yang menurut Pasal I angka 1 Undang-Undang No.37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupnkan sita umum 

atas semua kekayaan Debitur Paili~ apabila kekayaan Debitur Pailit 

tersebut adalah kekayaan Negare tentunya tidak dapat diletakken 

sita, kecuali permohonan pemyataan pailit diajukan oleh Menteri 

Keuangan selaku Wakil Pemerin!llh dalam kepemilikan kekayaan 

negara yang dipisahkan dan bendahara umum negara (Pasal 6 ayat 

(2)a jo Pasal 8 Undang-Undang No.l7 Tahun 2003 tentang 

Kenangan Negara} ; 

Dengan menggunnkan alasan-alasan yang digunnkan oleh Mabkamah 

Agung terdapat suatu hal yang sangat janggal. Mahkemah Agung menggunakan 

Pasa12 ayat (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 menyatakan bahwa:''" 

~oatam hal Dehitur adaiab Badan Usaha Milik Negam yang 
bergerak di bidang kepentingan publik, maka pennohonan 
pemyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri 
Keuangan" 

Jos Indonesia (s). Undang..Undang Republik indonesia Notnor 37 Tahun 2004 Temang 
Kepailitan Dun Pemmdoon Kewojiban Pem/Jayamn Utang Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
131 Tambahmil.embaronNegara Ncmor444J. Pa$;ll2 uyat(S). 

Universitas Indonesia 

Dualisme Pengaturan..., Chandra Sugiarto, FEB UI, 2010



124 

Penjelasan Pasal2 ayat (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 adalah:309 

"Badan usaha milik negara yang selurah modalnya dimiliki Negara dan 
tidak: terbagi atas saharn," 

PT. Dirgantara Indonesia itu berbentuk Persero, sesuai dengan definisi 

perusaberm per.;ero yang ber:bunyi: "" 

"Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, 
adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang 
modalnya terbagi dalam saham yang selurah atau paling sedikit 
51 % (lima pulub satu per.ren) sahamnya dimiliki oleh Negara 
Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar 
keuntungan." 

Dengan melihat kepada definisi persero di alas maka alasan-alasan yang 

dikemukakan oleh Mahkarnah Agung adalah salah menerapkan hukum. Yang 

dimaksud oleh Pasal2 ayat (S)'Undang-Undang No.37 Tahun 2004, adalah badan 

usaha milik negara yang selurah modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi alas 

saham itu adalah Perum. 1ni sesuai dengan definisi dari Perum yang berbunyi: 311 

"Perusaberm Umum, yang selanjutnya disahut Perum, adalah 
BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak 
terbagi alas saham, yang bertujuan untuk kemanlllatan umum 
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi 
dan sekaligus mangejar kauntungan berdasarkan prinsip 
pengelolaan perusahaan." 

Dengan tidak diaturnya mengenai per.reroan di dalam Undang-Undang 

No.37 Tahun 2004 maka perseroan dapat dipailitkan dan putusan yang dibuat oleh 

Mnkamah Agung adalah salah. 

Telah diterangkan di dalam Pasal4 nyat (I) UU No. 19 Tahun 2003 bahwa 

modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 

Yang dimaksed dengan dipisahkan edalah pemisahan kekayaan negara dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadilwt penyertaan modal 

negara pada BUMN untuk selaojutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi 

309 !bid. Penjelasan pasal 2 ayat 5. 
110 Indonesia (a). Op.CiL Pas.a! langko 2. 
w Ibid. Pasall angka 4. 
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didasarkan pada sistem Angganm Pendapatan dan Belanja Negara, namun 

pembinaan dan pengelolaannya didasa:rkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang 

sehat. 312 

Dengan tidak berdasa:rkan kepada APBN make kekayaan yang dimiliki 

oleh BUMN !e!pisah dari kekayaan negara sehingga salah hila Mahkamah Agung 

menganggap bahwa kakayaan I'T Dirgantara Indonesia adalah kekayaan negara. 

Untuk lebih mempetielas analisis mempergunakan sistem hukam 

Friedman make akan dibuat sehuah perbandingan autara bank BUMN dengan 

bank umum. Untuk mempe~elas kaitan antarn bank BUMN dengan bank umwn 

maka perlu dilremukakan bahwa BUMN dapat mendirikan bank umum, hal ini 

terlihat di dalam pesal22 ayat (I) Undang-Undang No. 10 Tshun 1998 Tentang 

Perubshan AlliS Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang 

berbunyi:313 

"Bank umwn hanya dapat didirikan oleh: 
a, Warga negara Indonesia dan/atau badan hukom Indonesia; 
atau · 
b. Warga negara Indonesia dan atau badan hulrum Indonesia 
dengan warga negara asing dan a:tau badan hukum asfng secara 
kemitraan. '' 

Di dalam penjelasanya huruf a herbunyi:314 

"Yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia 
antara lain adalsh Negara Republlk Indonesia, Badan Usaha 
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan badan 
usaha milik swasta." 

m lndt»>C$la (a). Op..Cit Pasal 4. 
nt Indonesia (t). Undang-Undang Rquhlik Indonesia Ncmor 10 Tohun 1998 Tentang 

Pentbahan Alas Uru:kmg-Undmrg N(liMI' 7 Toltun 1992 Tentang Per!;anl;;an Tambahan Lemburan 
Negara Talmn 1998 Nomor 182 Tambahon Lemharun Ncgara N()!fU)r 379(1 Pual22 ~at (1). 

114 Ibid. Penjelasan pasB!22 ayat (1} huruf a. 
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Dengan rnelibat kepada slruktur hulrum, maka perllandingan antara bank 

BUMN dengan dengan bank biasa bank urnum adalah sebagai berikut ini: 

BANKBUMN BANKSWASTA 

Pengadilan Negeri untuk kasus Pengadilan Negeri ·untuk kasus 

selain kepailitan selain kepailitan 

Pengadilan Niaga untuk kasus Pengadilan Niaga untuk kasus 

kepaili!an kepaili!an 

Perlu di!erangkan dahulu berdasarkan pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 

Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa di dalam undeng-undang kekuasaan 

kebakiman membagi pemdilan di Indonesia sebagai berikut: 

upenyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana 
dlmaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung den baden pemdilan yang bemda d1 bawahnya dalam 
lingkungan pemdilan urnum, lingkangan pemdilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Ialli usaha 
~egiu:a.. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitust'" 315 

Kompetensi berkaitan dengan kewenangan untuk mengadili persoalan 

tersebut. Hukum acara perdata mengenal dua macam kewenangan, yaitu :316 

1. Kompetensi absolut atau wewerumg mutlak; 

Kornpat<nsi absolut atau wewenang mutlak, adalah rnenyangket kekuasaan antar 

badan-lladan peradllan, dilihat dari ma<:3rnnya pengadilan, menyangket pemberian 

kekuasaan untuk mengadili, dalam bebasa Belanda disebut attrihulie van 

rechtsmachls. 

2. Kompetensi relatif atau wewenang relatif. 

Kompetensi relatif atau wewenang telatit: mengatur pembagian kekua.saan 

mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. 

Dalam haJ ini diterapkan asas Actor Sequitur Forum Rei, artinya yang berwenang: 

adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. 

liS lndonesia(o}. Op.Cit. Pasal2. 
H 6 Retnowulan Sutantio dan lskander Oeripkartawinata, Hukum Acaru Perdtda dalam 

teori dan pralctek. {Bandung: Alumni, 19&6). Hal. 7. 
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Kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri adalllh memeriksa, 

memulllSkan, dan menyelesailam petlmra pidana dan perlmta perdata di tingkat 

pertama."' Dengan kompetensi pengadilan negeri di alas maka perlmta perdata 

dan petlmra pidana yang dipunyai oleh bank menjadi kompetensi absolut dari 

pengadilan negeri. 

Untuk kasus yang dibewa ke pengadilan negeri sebagai contoh dapat 

dilihat dahun pasal47 A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Pembehan 

Alas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbanken yang berbunyi: 

"' 

"Angg:ota dewan komisaris, direksi} atau pegawai bank yang 
dengan sengaja t!dak mernberiken keterangan yang wejib 
dipenuhi sebegaimana dlmakand dalam Pasal 42A dan Pasal 
44A. diancam dengan pidana penjam sekenmg-lmtangnya 2 
(dua) tabun dan paling huna 7 (tujuh) tabun serm denda 
sekenmg-kenmgnya Rp.4.000.000.000.00 (ernpat mlliar 
rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah)." 

Untuk bel kepailitan bank yang diserahkan kepada pengadilan niaga, pasal 

2 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailhun dan Penwtdaan 

Kewajiben Membayar Utang berbunyi: 

"Dalam bol debitor adaiah bank, permohonan pemyalmln pailit 
hanya dapat diajuken oluh Bank Indonesia."' 

Dari segi struktur hukum antlu:a bank BUMN dengan bank umum 

mempunyai kesamaan-kesamaan 

11' Asrl Wijayanti. Ana/isis Thridis Tenfang Kf.lmpetensi PHI. http://www.kaburindonesis.. 
oomlberita.php?pit=14&jd=Analisis+Yurldis+tentang+Kompetensi+Absolut+PH!&dn=20081122 
184914. Diunduh pada tangsal31 Oktober 2009. 

m Indonesia (t}Jhld. Pasal47A. 
l 

1
" Indonesia (s}. Op. Cit. Pasal 37 A 
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Dilihat dari segi substansi hukum maka perbandingan antara bank BUMN 

dengon bauk umum ndalah sebagai herikut inc 

Subanmsi Hukum 

BonkBUMN BonkSwasta 

I.UU No. 19 Tahun 2003 Ten tang LUU No. 40 Tahun 2007 

BUMN Tentang Perseroan Terbatns 

2.UU No. 40 Tahun 2007 Tentang 2. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang 

Perseroan Terbams Perbaukan 

3.UU No. 7 Tahun 1992 Tenlang 3. uu No. 10 Tahun 1998 

Perbaukan Ten tang Perubahan Ams 

4.UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Undang-Undang Nomor 7 

Perubahan Ams Undang-Undang Tahun 1992 Tentang Perbaukan 

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 4. uu No. 25 Tahun 1992 

Perbaukan Tentang Perkoperasian 

Bagi honk BUMN dan honk umum sama-sama her1aku UU No. 7 Tahun 

1992 dan UU No. 10 Tebun 1998·1olrena pasal22 ayat (1) Undang-Undang No. 

10 Tabun'I998 yang herbunyi:"• 

atau 

"Bonk umum hanya dapat didirikan oleh: 
a. Warga negara Indonesia dan/atau bnd.an bukum indonesia; 

b. Warga nagara lndonesia dan atau bnd.an hukum Indonesia 
dengan warga nagara esiag dan atau bnd.an hukum asing secara 
kemitraan. n 

Di dalam penje1asanya pasa1 n ayat (I) huruf a berbunyi: 321 

''Yang termasuk dalam pengertian badan hukum lndonesia 
antara lain adaleb Negara Republik Indonesia, Badon Usaba 
Milik Negaro, Bndan Uaaba Milik Daerah, koperasi, dan badan 
usaha milik swasta." 

Dapat terlihat di atas babwa BUMN maupun pibak-pihak lain (Negara 

Republik Indonesia, Badon Uaaba Milik Daerah, koperas~ dan bnd.an uaaba milik 

110 Indonesia {L). Op.Cit. Pusal22 ayat (1). 
m Ibid. Penjelasan pasal22 eyat ( l) huruf a. 
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swasta) dapat mendirikan bank umum. Oleh karena itu baik bagi bank BUMN dan 

bank umum berlaku UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan UU No. 10 

Tahuo 1998 Tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentaug Perbankan 

Baik bank BUMN maupuo bank umum sama-sama berlaku ketentuan 

dahnn UU No. 40 Tahun 2007 Tentaug Perseroan Terbatas bal ini dilihat di dalam 

pasal 21 ayat (I) UU No. 10 Tahun 1998 Teatang Perubaban Atas Undang­

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi sebagai berikut: 

"Bentuk hukwn suatu Bank Umum dapat berupa: 
a. Perseroan Terbatas; 
b. Kopcrasi; atau 
c. Perusahaan Daerah" 

Perbedaan subs1lmsi hnkarn antara bank BUMN dan bank urnum rerletak 

di bank BUMN berlaku UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, sedangkan bagi 

bank umum tidak berlaku UU No. 19 Tahun 2003. 

Di sisi lain bagi bank umum yang didirikan oleh koperasi berlaku UU No. 

25 Tahun 199Z Tentang Perkopemsian. Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 44 

ayat (I) UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perlroperasian yang berbunyi: 

"Koperasi dapat menghbepuo dana dan menyalurl<annya 
melalui kegiatan 
usaha simpan pinjam dari dan untuk: 
a. anggota Koperasi yang hersrutgkutan; 
b. Koperasi lain danlatau anggotanya." 3v 

Di dalam penjelasannya berbunyi :3" 

usesuai dengan ketentuan dalam Undang undang yang 
mengatur tentang perbankan. usaha simpan pinjam tersahut 
diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Pengertian 
anggnta Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 
ini termasuk calon anggata yang memenuhi syarat Sedangkan 
ketentuan dalam huruf b berlaku sepanjang dilandasi dengan 
peQanjian kerja sama antar koperasi yang bersangkutan." 

)il Indonesia (u). Undang..Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Takun 1991 
Tentang Perlroperasian Berita Negara Tohun 1992 Nomor 1/6 Tambahtm Berila Negara Nomor 
3502. Pasal44 ayat (I) 

J:n Ibid, penjeiasan pasal44 ayat (1}. 
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Perbedaan selanjumya adalah apabila yang mendirikan bank umum adalah 

sebuah perusabaan doerah maka berlaku UU No. 5 Tahun 1962 Tentang 

Perusabaan Daerah sedangkan untuk bank BUMN tidak berlaku undoag-undoag 

tersebut. 

Dengan dornikian darl substansi hulrum ini dopat dilibul arlanya 

pe!lllllllaan-parsamaan doa parbedaan-perbedaan substansi. Hal yang harus 

diperllatilom adalah dalam melakukan pengelolaan don rnenjahmkan kegiatan 

bank umum, beik bank BUMN don bank umum sama-sama m-akan UU 

No. 7 Tahuo 1992 Tentang Perbaokao doa UU No. 10 Tahun 1998 Tentang 

Perububeo Atas Undong-Undong Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbaokao. Olah 

lrumna itu di dalam penyelesaitm !Il8Sillab kredit bermasalab (NPL) cma yang 

diganakan adolab sama. 

Mengenai perllandingan antara bank BUMN don bank wnwn dari segi 

but!aya hulrum dapat dilihat dengan perbandingan di bawab ini Untuk mengetabui 

perbandingan budoya hulrum maka yang dijarlikan tolak ulrumya adalah rahasia 

bank. 

BankBUMN 

Bank wajib merahaslakun keterangan 

mengenai nasa bah penyimpan dan 

simpanannya324
, kecuali dalam hat: 

1. 

2. 

3. 

Untuk kepentingan perpajakan 

"' 
Untuk penyelesaian piutang 

bank yang sudab diserahkan 

kepado Badan Urusan Piutang 

dan Lelang Negara/Panitia 

Urusan Piutang Negara',. 

Untuk kepentingan peradilan 

dalam perkara pidana327 

-~·-~~· 

Jt4lndonesla {r). Op.Cit. Pasa140, 
325 !bid. Pasal 41. 
126 Ibid. Fasa.!41A. 
m JMl Pasal 42. 

BankSwasta 

Bank wajib merahasiakan keterangan 

mengenai nasa bah penyimpan dan 

simpanannya· kecuali dalam hal: 

1. Untuk kepentingan perpajakan 

2. Untuk penyelesaian piutang 

bank yang sudab diserahkan 

kepada Badan Urusan Piutang 

don Lelang Negera/Panitia 

Urusan Piutang Negara 

3. Untuk kepentingan peradilan 

daiam perlrum pidana 

4. Dalam perlrum perdata antara 
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4. Dalam perkara perdata antara 

bank dengan !UlSObahnya '" 

5. Dalom mngka tukor menukar 

infonnasi antar bank 329 

6. Alas pennintaan, persetujuan 

a1au kuasa, dari nasobah 

penyimpon atau ahli waris yang 

sob apebila nasabah telah 

meninggal yang dibuat secara 

terrulis'" 
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bank dengan !UlSObahnya 

5. Dalam rnngko tukor menukar 

informasi antar bank 

6. Atas pennintaan, persetujuan 

atau kuasa, dari nasabah 

penyimpan atau ahli waris yang 

sob apobila nasabah telah 

meninggal yang dibuat secara 

tertulis 

Dalam label di atas dapot dilihat bahwa bagi bank BUMN dan bank wnum 

mhasia bank harus dipegang dcngan teguh. namun untuk bebernpo hal seperti 

ternebnt di atas, mhasia bank dapot diberitahukan. 

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa demi kepentingan negara, 

bangsa dan masyaralort umum, dikehendald agar kewajiban - bank 

diperketat Kepentlngan negarn yang dimaksud adalah pengemhas dana 

porbankan untuk keperluan pemhanganan. Kepentingan negara, bangsa dan 

masyamkat umum itu dilandasi oleh alosan bahwa dijunjung rlngginya dan 

dipegang tegulmya kewajiban mhasia bank merupakan laktor terpenting bagi 

keberbasilan bank dalam upoya bank itu mengerehken tabungan masyarakat 

Selain itu tergangganya sU!bilitas moneter adalah antara lain dapat dinkibatkan 

oleh runtuhnya kepercayaan masyarakat terbadap perbankan karena terlalu 

longgamya mhasia bank. Dalom kaitan itu, undang-undang yang mengatut 

rnenganai mhasia bank barus tidak memungkinkan kewl\iiban mhasia bank secam 

lU [ndonesia (v}. llndang..Undang N.egt;rra Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 
Ttmtang Perlxmkan Berita Negara Tohun1992 Nomor 31 Tambahan &rita Negara N1»not' 1472. 
Pasai4J, 

''
19 Ibid Pasal 44. 

m Indonesia (t). Op.Cit. Pasal44a. 
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mudah dapat dikesampingl<an dengan dalih karena kepentingan umum 

menghendaki demildan. "' 

Namun perkembangan sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri, 

keadaan sosial, terutama yang menyangkut timbulnya kejahatan-kejah•tan di 

bidang money laundering, dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, 

terutama stabilitas monerer, Ielah menimbulkan kahu!uhan akan perlunya 

pelonggaran terhadap kewajiban ndanda bank yang mudak itu. Artinya, apabila 

kapanlingan negarn, bangs& dan masyarakBt umum hams didahulukan daripada 

kapandngan nasehah socara pribadi, maka keWl\iiban bank untuk melindungi 

kependugan nasabah secara individual itu (dalam arti !idak boleh mengangkapkan 

keadaan keuangan nasabah) harus dapat dikesampingl<an. Contoh yang konkrit 

mengenai hal ini adalah berkaitan dengan kepentlngan negam untuk mengbitung 

memungut; 1) pajak llliS8bah yang bersanglrulan, 2) paalndakan korupsi, dan 3) 

pembemmasan money laundering."' 

Dengan adanya penc!apat di alas dari Sutan Remy Sjahdeini dan 

dihubungl<an budaya hukum Friedman bahwa budaya hukum adelah sikap 

masyarakat terhudap bukum dan sisrem hokum, yaitu yang berl<aitan dengan 

kepen:ayaan, nilai-nilai, pildran-pi!drnn, dan harnpen-barapan mereka. Dengan 

kala Jain budaya hukum adalah suasana pikiran sosiai, dan kekuatan sosial yang 

menentukan bagabnana. hukum digunakan, dihindari atau disalabgunakan, 

Masyarakat menghendaki agar bank bisa menjaga rabasia keuangan nasabalmya 

dengan demikian bank dapat kepereayaan dari masyarakat. Jika baak tidak 

mendapat kepereayaan dari masyarakat maka akan beraldbat terganggunya 

stabilitas moneter. 

Namun di sisi lain bank juga barus melonggarkan rahasia bank, ini 

merupakan sebuah kepeotingan negara, bangsa dan masyarakat umum harus 

didahulukan daripada kepentlngan nasabah secara pribadi, maka kewajiban baak 

untuk melindungi kepentingan nasabab secara individual itu (dalam arti tidak 

boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah) harus dapat dikesampingl<an. 

:ut Suton Remy Sjabdeini. Ralwia lkmlr: dan Berbagai Macam Permaraloharmya. 
http:llltorup5170.fi!es.wordptess.oom/2QOS/06/mhasiabankpdf. Diunduh pad!!. tanggal 25 Oktober 
2009. Hal. 4, 

m Ibid, 

Onlver:sltas lndon&$ia 

Dualisme Pengaturan..., Chandra Sugiarto, FEB UI, 2010



133 

Baik kewajiban bank untuk me!ijaga rahasia bank kerena adanya keperoayaan 

m.,.-ylll'l!ket terhadap bank dan sikap bank untuk melonggarl<an rahasianya 

sehubungan dengan peraturan perundang-undangan demi kepentingan negora, 

bangsa dan lll!lSylll'l!ket umum merupakan sebuah budaya hukum. 

Dapat dilibat di sini bllhwa dari segi budaya hukum, bank BUMN dan 

bank umwn memiliki kesamaan. 

Dengan melibat kepada analisis berdasarken sistem hukum Friedman 

make dapat dljelaskeu bahwa bank BUMN dan bank umum mempunyai 

kesarnaan-kesamaan di dalam struktur, susbstansi dan budaya hukum !<arena pada 

dasamya pengelolaan bank BUMN dan bank umum didasarken kepada UU No. 7 

Tahun 1992 Tentang Perbnnkeu dan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

Alas Undang-Undang Nomor 7 Tahun !992 Tentang Perbnnkeu. Dengan 

demikian dalam penyelesaian kredit bennasalah (NPL) bank BUMN diselesaikeu 

menurut eara-cara yang dipaisai oleh bank pada umumoya. 

Dengan melihat kepada semua analisig...analisis baik analisis berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, berdasarken pengertian bsdan hukum, dan 

berdasarkeu sistem hukum Friedman, semua memberiken penjetasan bahwa kredit 

bennasalah yang dhniliki oleh bank BUMN bukanlah merupakan piutang negara 

dan penyelasalan kredit bermasalah (NPL) bank BUMN diselesaikeu menurot 

cara.;:am yang dipakai oleh bank pada umumnye. 

4.1.4 Penyelesaian K.redit Bermasalah (Non Performi#g Loan) 

Kredit bermasalah atau non performing loan merupakan risiko yang 

terkandung dalmn sedap pemberian keedit oleh bank. Risiko tersebut berupa 

keadaan di mana keedit tidak dapat kembsli tepat pada waktunya. Kredit 

bermasalah atau non performing loon di perbankan itu dapat disebabkan oleh 

bsrbagai faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses kredit, kesalahan prosedur pem-berian kredit, atau disebabkan oleh faktor 

lain seperti faktor makroekonomi.:m 

m Hermansyah. Hukum Perlxmhm Nasional lrliff.mesia. (Jakwta: Kenc.ane, :ZOOS). Hal. 
75. 
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Kredit dikategorlkan sebagai kredit bermasalah atau non performing loan 

(NPL) tersebut ada!ah apabila kualitas kredit tetsebut tergolong pada tingkal 

kolektibilitas korang lancar, diragukan, atau macet. Untuk kredit-kredit 

bennasalah yang be'"ifat nonstruktura~ pada umumnya dapat diatasi dengan 

Jangkah-langkab res1rukturlsasi berupa panurunan suku bunga kredit, 

perpanjangan jangka waldu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan 

tunggakan pokok kredit, penambahan li!silitas kredit, dan/a!au konverni kredit 

meqjadi penyertaan sementanl. Sedangkan untuk kredit-krudit bermasaiab yang 

bersifitl struktuml pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturlsasi 

sebagnimana kredit bermasaiab yang bersifut nonstrukturnl, melainkan barus 

diberlkan panganangan pokok kredit (/u:Iircut) sebagaimana ditentakan oleh 

Peraturan Bank Indonesia No. 712/PBI/2005 agar usahanya dapat beljalan kern bali 

dan pandapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-lrewajibannya.'" 

Dari segi bekum, panyelesaian kredit bennesalab dapat dilakokan melalui 

. 2 (dua) cam, yaitu negosiasi dan litigasi. Cara-cara panyelesaian koedit 

bermasalah adalah :"' 

1. Peoyelesaian MelaJui Negosiasi 

Pada tarafpenyelesaian ini, usaha debitur yang dirnodali dengan kredit itu 

masib berjalan mesldpun angslli8ll kredilnya te10endat-sendat, afau 

meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar 

angsurannya, dia masih dapat membayar bunganya. Bahkan debitur yang 

usahanya sudah tidak beljalan, penyelesaian kredilnya masih dapat 

dilakukan melalui upaya negosiasi. Seorang debitur yang jaminan 

kredilnya mencukopi dan masih ada usaba lain dianggap layak dan dapat 

mengbasilkan kepadanya masih mungkin diberl suntikan daM baru, 

sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membayar seluruh 

kewajibannya. Upaya negosias:i menyelamatkan kredit semacam ini 

disebut "ncgosiasi kredit yang dapat diselamatkan", artinya kredit yang 

tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan ban!. sehingga 

l)4 JbJd. 
"' Atx:lulkadir Mu.luunmad dan Rilda Mumiati. Segi Hukum Lembaga Keuangan d4n 

Pembiaywm .. (BMdung: Citta Aditye Bakti, 2004}. Hcl. 71~72. 
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terhidar dari masalllh. Bentuk-bentuk negosiasi penyelamatm kredit 

bermosalah Ylii1!J dapat ditempuh anta:ra lain adalah sebagai berlkut: 

(a) Penjadwalan ulang (rescheduling), yaitu perubahan syarat- syarat 

kredit yang menyangkut jadwal pembayaran, jangka waktu, dan 

perubahan besamya angsuran. 

(b) Penataan ulang (restrucluring), yaitu perubaban syarat-syarat 

kredit yang menyangkut penambaban dana bank, selurub atau 

sebagian nmggalrnn bunga menjadi pekok kredit barn, atau 

kooversi selurub atau sebagian bunga kredit menjadi penyertaan 

dalam perusahaan. 

(c) Persyaratm ulang (reconditioning), yaitu perubaban sebagian amu 

selurub syurat kredit, sepanjang fidak menyangkut perubahan 

maksimum saldo kredit 

Hal-hal yang tersebut di atas dapat dilihat di dalam Sural Edarnn Baok 

Indonesia No. 26/4/BPPP mnggal29 Mei 1993.336 

2. Penyelesaian Melalui Litigasi 

Penyelesalan earn ini dilakukan terbadap debitur yang usahanya masib 

berjalan dan debitur yang usalu!!!ya tidak lagi be!jahm. Y lii1!J dimllksud 

denian debitur yang usalu!!!ya masih be!jalan adaiah debitur yang tidak 

mau rnemenuhi kewajiban melunasi kreditnya, baik angsuran pokok 

maupun bunganya (bad characi<!r). Sedangkan yang dimaksud dengan 

debitur yang usahanya tidak lagi ber-jalan adalah debitur yang tidak dapat 

bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kreditnya (bad 

character). Penyelesaian kredit terhadap debitur seperti ini dapat 

dilakukan dengan ca:ra, yaitu mengajukan gugamn ke Pengadilan Negeri 

sesuai dengan ketentuan hukwn acara perdata, atau permobonan eksekusi 
grosse akta; :JJ? 

336 Hennansyah. Op.Cit. Hal. 76. 
'
11 Abd\lllrndir Muhammad dan Rllda Mll111itili Op.Cit. Hal 72. 
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Hal yang disebut di atas melalui pengdilan dapat dilihat di dalam Sural 

Edaran Bank Indonesia No. 2614/BPPP tanggal29 Mei !993.338 

4.2 Terhambatnya Penyelesalan Kredil Bermasalah Di Bank-Bank BUMN 

Di . atas telah telah diterangkan mengenai cam penyelesoian kredit 

bennasoiah hank-bank BUMN, namun di dalam pnoldeknya penyelesaian itu 

menemui kendala-kendala seperti di dalam kasus korupsi Bank Mandiri yang 

melibatkan ll.C.W Neloe, I Wayan Pugeg, dan Sholeh Tasripsn telah membuat 

para banldr semakin ragu dalam menyelesaikan kredit bermasoiah di bankeya. 339 

Di dalam putusannya Mahkamah Agung Ielah menjatuhkan vonis bahwa 

. mereka hersalah dalam korupsi. Kronologis kasus ini adalah sebagai barikut; 

I. Bahwa pada langgal 24 Oktober 2002 para Ten:Jakwa selaku pemutus 

kredit telah menyetujui untuk memberikan kredit Bridging Loon kopada 

PT. Ciplll Graha Nusantara sejumlah Rp.l60 milyar dengan lidak 

memenuhi nonnanorma umum perbankan dan tidak sesuai denga:n asas· 

asas perkredlam yang sebet sebagahnana diatur dalam Artikel 520 

Kebijaken Perlcreditan Bank Mandiri (KPBM) !ahun 2000 !<J!rena fasilitas . 
kredit Bridging Loon dan pemblayaan seeara refinancing sebagaimana 

basil Nota Analisa Kredit No. CGR-CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 

2002 peribal Pennohonan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta 

Graha Nusantara, tidak diatur balk oleh ketentuan Bank lndon .. ia maupun 

ketentuan PT. Bank Mandiri. Ketentuan Bridging Loon dan pembiayaan 

secara refinancing tersebut baru diatur setelah para Terdakwa menyetujui 

kredit Bridging Loon Rp.l60 mi!yar kepada PT. CGN, yaitu dalam KPBM 

tahun 2004 Artikel620 tentang Produk Perl<reditan340 

2. Seharusnya sesuai dengan jadwal pembayarao, PT. Cipta Graha Nusantara 

harus membayar angsunm pokok Triwulan N 2003 sampai dengan 

Triwulan II 2005 sejmlah USD. 6,300,000.00, namun kenyalammya PT. 

m Hennansyah. Op"Cit. Hal. 17. 
m Bankir Plat Mernh Masih Thkut Bertindak. H:ukum Online. 

http:llwww.hukumoolioo.CQm /dctail.a.sp?id""l7932&c!=Berita Diwuiuh pada tansgal26 oktober 
2009. 

:\01'1 Pulusan Mabbmtth Agung NQ, l1441k/PW2006. Hal. 4, 
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Cipta Gtaha Nusantara hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 

2005 .sebasar USD.l50,000.00 sehingga jwnlah angsuran pokok yang 

tidak dibayar sejumlah USD. 6.150,000.00 equivalen Rp.58.425.000.000,­

(kurs Rp.9.500).'41 

3. Berdasarkan permohonan saksi Edyson tersebut PT. Bank Mandiri dalam 

hal ini Tofuni Kadir mengirim surat kepada PT. Tahta Medan No. 

CBG.CRl/ 452AI2003 tanggal ll Desember 2003 peribal Pelaksanaan 

novasi kredit alas nama PT. Clpta Gtaha Nusantara kepada PT. Tahta 

Medan yang pada pokoknya menyetujui permohonan untuk menovasi 

hutang alas nama PT. Cipta Gtaha Nusantara menjadi hutang atas nama 

PT. Tahta Medan dengan ketentuanantara hda sebagal berikot: 

- Limit kredit yang dinovasi : USD.l8,500,000 

- Junis kredit : Kredit lnvestasi 

- Tujuan penggunaan refinnncing pembiayaan fix asset Hotel Tiara 

Madan, Tiara Convention Centre dan penyclesain pembangunan Tiara 

Tower; 

- Jaminankredit: 

a. Jaminan Utama : Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre, 

Tiara Tower, 3 buah rumah ;, 

b. Jaminan tambahan. 

- Piutang usaba PT. Tahta Meden diikat fidusia, 

- seluruh bar.mg bargcmk tennasuk tetapi tidak terbatas pada furniture 

and fixture ; 

- pemlatan tairmya. milik debitur yang disimpan di tempat-tempat 

panyirnpanan milik debitur atau milik pihsk iain yang sekarang telah 

ada maupun yang dikemudian bari akan ada ; 

- gadai sabam PT. Tabla Medan yang dimiliki oleh PT. Cipta Gtaha 

Nusantara342 

4. Pada tanggai 19 Maret Z004, saksi Edyson selaku Direktur Utarna PT. 

Tabta Madan menyurat kepada PT. Bank Mandiri No. 001/TM-Jk/CBT­

HIIll/2004 paribal Permohonan rescheduling atas angsuran KI dan KMK 

,..
1 Ibid, Hal. 16, 

l4l Ibid, Hal, 17, 
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yang pada pokoknya memobon memberi lrelongganm untuk penjadwalan 

lrembali (rescheduling) lrelonggamn wak:tu untuk memenuhi kewajjban 

pokok Kredit Invest.si. Selanjulnya poda tanggal 26 Mel 2004 saksi 

Edyson kembeli mengirlm sumt kepada PT. Baok Mandiri perihal 

Permohonan Penghapusan denda hunga !reedit Investasi"' 

5. Perbuatan para Terdakwa sebagairnana telah di11111lkan di atas dapat 

merugikan lreuangan negara cq. PT. Bank Mandirl (Per.;ero) Tbk sejumlah 

USD.I3.500.000 setidak-tidaknya sejumlah Rp.l60.000.000.000,- (seratus 

enarn puluh milyar rupiah) setidak-tidaknya sekitar jumlah itu"' 

Salah satu pertimbangan bekin di dalom kasus ini adalah sebegai herikut 

ini:343 

I. Baok Mandirl sebegai baok utilik Negara. Meskipun Baok Mandiri 

merupakan PT. Terbuka, tetapi secarn Slroktur, Baok Mandirl tetap sebagai 

sebuah "Persero" yang menjadi ciri bahwa Bank Mandiri adalah mllik. 

Negara. Perubeban-perubahan kepeutilikan saham, apa!agi saham negara 

menduduki jumlah terbesar dibandingkan deogan pemegang saham 

lainnya (posisi dominan), sama sekali lidak mengurangi status hoknm 

Baok Mandiri sebegai BUMN yang mengelola kekayaan Nagara. Dalam 

status yang demikilln, direksi ainu sedap orang yang beketia pada Bank 

Mandiri damikian pula BUMN lainnya, ddak semata-mata melakukan 

fungsi keperdataan tetapl juga fungsi publik yang menjalankan tugas 

pemerintahan poda Baok Mandirl sehegai BUMN. Lebih Janjut hal 

tersebut secam hukum mengandung arti bahwa diteksi atau setiap orang 

yang heketia pada BUMN seperti Baok Mandiri, berkedadukao sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan, kareua itu kepoda mereka dapat 

diberlakukan ketentuan~ketentuan mengenai penyeJenggara pemerintahan 

seperti ketentuan tentang pemberantasan korupsi ; 

2. Perbuatan merugikan Negara amu dapat merugikan negara. Seperti 

dikemukakan, sebagai BUMN, Baok Mandiri mengelola kekayaan Negara, 

sebagai pengelola kekayaan Negara, maka tindakao melawao hukum yang 

~41 Ibid" Hal. IS 
~ Ibid, Hal. 20, 
34

' Ibid. Hnl. 167. 
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dilakukan direksi atau pegawai Bank Mandiri, yang merugikan atau dapat 

merugikan Bank Mandiri, dapat dikategorikan sebagai perbuatan korups~ 

karena telah menimbulkan kerugian atau dapat merugikan Negara yaitu 

kekayaan Negara yang dikelola Bank Mandiri 

Dengan membaca pertimbangan Mabksanab Agung di atas babwa "status 

hukum Bank Mandiri sebagai BUMN yang mengelola kekayaan Negara." seperti 

telab ditegaskan di dalam anatisis sebelwnnya babwa kekayaan yang dimiliki oleh 

BUMN itu terpisab dari kekayaan negara, sehingga salah bila ada pendapat yang 

menyamakan kekayaan negara dengan kekayaan yang dimiliki BUMN. Cara yang 

dilakukan terdakwa untuk melakukan perencanaan ulang pembayaran kredit 

merupakan hal yang biasa dilakukan di dalam dunia perbankan oleh karena itu 

tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan di dalam kasus ini. 

Putusan dari Makamah Agung ini jelas sangat bertentangan dengan fatwa 

Maksmah Agung No. WKMAJYud/20/VIII/2006 yang menyatakan bahwa kredit 

bermasalah dari bank BUMN bukan merupakan piutang negara. Saya sebagai 

penulis memilih Fatwa MA ini dari pada putusan Makamah Agung pada kasus 

Bank Mandiri. Majelis hakim yang memutus pada kasus Bank Mandiri telah luput 

untuk melihat fakta-lilkta pacta peraturan perundang-undangan antara UU No. 17 

Tahun 2003 dengan UU No. 19 Tahun 2003. Di dalam Fatwa MA, Majelis Hakim 

mempertimbangkan konflik antara UU No. 17 Tahun 2003 dengan UU No. 19 

tahun 2003 sehingga yang berlaku adalah UU No. 19 Tabun 2003. Apabila Fatwa 

MA ini digunakan di dalam kasus Bank Mandiri tersebut maim seharusnya 

E.C.W Neloe, I Wayan Pugeg, dan Sholeh Tasripan dinyatakan tidak bersalah. 

4.2.1 Dampak UUD 1945 Pasal 23 E Ayat (1) Dan UU No. 1 Tahun 2004 jo 

UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Fungsi Pemeriksaan BPK Terhadap Bank 

BUMN 

Seperti telah diterangkan di atas bahwa adanya kasus yang melibatkan 

bank Mandiri ini telah membuat para bankir lain takut menyelesaikan kredit 

bermasalahnya. Untuk mencari penyebabnya maka harus di mulai pada tahap 

pemeriksaan. 
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Yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan ada!ab Badan Pemerlksa 

Keuangan (BPK). Mengenai BPK dapat dilihat di dalam Undang-Undang Dasar 

1945. Di dalam UUD 1945 asH ketentuan mengenai BPK dapat dilihat di dalam 

pasal23 ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:"6 

"Untuk memeriksa tanggung jawab tentarlg keuangan negara 
diadakan sua'lu Badan Pemetiksa Keuangan yang peraturannya 
ditetapkan dengan uadang-undang. HasH pemeriksaan itu 
dibetitabukan kepada Dewan Perwakilan Rlikyat." 

Ketentuan mengenai BPK setelah mengalami amanden ada di dalam pasal 

23 E ayat (1) yang berbunyi sebagai berikat ini:347 

"Untuk memeriksa pengelOlaan dan tnnggung jawab tentang 
keuangan negara diadakan suatu Badan Pemetiksa Keuangan 
yang bebas dan mandiri" 

Deri perbandingan bunyi UUD 1945 di atas dapat dilihat babwa dahulu 

pemetiksaan BPK haitya pada batas tanggung jawab soja, sedangkan setelah 

menga!ami IIJ!UUldemen pemetiksaan BPK meUputi pengelolaan dan tanggung 

jawab. 

Arifin P. Soetia Atmadja berpendapot babwa UUD 1945 (ash) 

menerilpatkan BPK-Rl sebagai lembaga negara yang mandiri di luar pemerintah, 

sebingga BPK-RI sebagai extemal auditor banya melakukan pemeriksaan 

terbadap tanggung . jawab keuangan neg.;. (post audit) saja, sementam 

pemeriksaan terbadap pengelolaan keuangan negara (pre audii) menjadi 

wewenang internal auditor yaltu porsi eksekutif (pemerintah). SeteJah Undang­

Undang Dasar 1945 diamandemen (ke-3), BPK-RI bukan saja sebagai extemal 

t:mditor yang meJakukan pest audit, tetapi juga sebagai internal auditor yang 

melakukan pre audit Hal ini bertentangan dengan asos akantansi yang berlaka 

umum di dunla modem yang dikenal dengan asas incompatible dimana fungsi 

ekstemal auditor dan internal auditor adalab fungsi yang terpisall (tidak dilaknkan 

oleh sotu badan)."' 

J-46 UUD 1945 H!!.SU Amandemen dan Proses Amandemen UUD l94S Secam Lengkup. 
(Jakarta: Sinar Grafika. 2002}. Ha!. 48. 

141 Ibid. Hal. 49. 
;;« Aritin P. Soeria Atmadja (6). Badan Pemt:riksa Ke11angan Selaku Auditor Dar! 

Perpaktif BUMN.Jurnal Hukum Bisnis Volvme 26 No. 1 Tafnm 2007. Hal. 26 
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Bila l<ila membaca sejasah dan meno1eh ke jaman Hindia Be1amla, fungsi 

BPK-RI yang ditetapkan di dalam pasai23E eyal(l) UUD 1945 (amandamen ke-

3) tidak berbeda kalau tidak enggsn dikatakan sebagai terjemallan dangan fungsi 

A.lgs-ne Relrenkamer (ARK) pada jaman Hindia Be1anda yang termang dalam 

Pasal 117 ayat (1) lndisclre Staatsregeling (lS) yang ditelapkan dahun Indische 

Staatsblad No. 2 lahun 1854, dimana badan tersebut tidak 51\ia melakukan 

pemeriksaan terhadap pengelolaan (belreer/pre audit) kewmgan Pemerinlah 

Hindia Belanda cq Gubemur Jenderal, akan telapi juga melakukan pemeriksaan 

terhadap tanggung jawall (verantwoortiiag) Keuangan Hindia Belanda yang 

dikelola oleb Guberuur Jenderal yang dahun pelaksanllanya meaggunakan dia 

sistem perbendallaraan (tweer/ei stelsels van comptabiliteit) yakn~ preventif dan 

represiL'" 
Dari rumusan Pasal23 E ayat (I) UUD 1945 (amandemen ke-3) temyata 

amandamen ke-3 UUD 1945 telall menempadam posisi BPK-RI tidal< !agi 

berstatus h\lkum sebagai lembnga negara sebagaimana dimmuskan dalam UUD 

1945 yang asli, tetapi dimmuskan seperti institusi Pemerinlah Hindia Belanda 

yaog diatur dalam pasal 117 ayat (!) lndisclre Staatsregeling (18). Hal ini berarti 

sistem pemeriksaan dan pengawasan keuangan neg8Ill kita telah meagalami 

kemunduran 150 lahun ke belakang ke zaman pemerinlahan kolonial Belanda, 

yang menempadam BPK-RI tidak lagi berfungsi sebagai lembaga negara, akan 

telapi sudah berubnh struktur dan fungsinya menyerupai ARK Hindia Belanda 

yang merupakan organlsasi adminislmsl negara yang bertanggnng jawab dan 

melapor tugasnya kepada Gubernur Jenderal.'50 

Di dalam pasal 55 UU No. I Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut: 

~'(1) Menteri Keuangan selaku pengelola :fiska! menyusun 
Laporan Keuaagan Pemerinlah Pusat untuk disampaikan kepada 
Presfden dalam nmgka memenuhi pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN. 
(2) Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemeriulah Pusat 
sebagaimana dimaksuti pada 
ayat(l): 
a. Menteri/pimpinan Iembaga selaku Pengguna 
Angganm!Penggnna Barang menyusun dan menyampaikan 
laporan keuangan yang meliputi Lapomn Realisasi Anggaran~ 

~49 ibid, bal. 27. 
150 Jbid. 
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Neraca, dan C.tatan alaS Laporan Keuangon dihunpiri lapo!ll!l 
keuangan Badan Leyanan Umum pada kementerian 
neganY!embaga maslngmasing. 
b. Laporan Keuangon sebagaimana dimaksud pada bun~f a 
disampaikan kepada Menreri Keuangon selambat-lambalnya 2 
(dua) bulan setelab tabun ongga!ll!l berakhir. 
c. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun 
Laporan Arus Kas Pemetlntab Pusat; 
d. Menteri Keoangaa selako wakil Pemerintab Puoat dalam 
kepemilikon kekoyaao oegara yang dlpisahkon meoyusnn 
ikhdsar laporan kenangan perusabaan negara. 
(3) Loponm Keuangan sebagakoana dkoakoud pada ayat (1) 
disampalkon Presiden kepada Badon Pemeriksa Kenaogan 
paUng lambat 3 (tiga) bulan setelah tllhuo anggaran 
berakhir. 
(4) Menteri!pimpinan lembaga selaku Pengguoa 
Anggaran/Pengguna Barang membarikan pemyalaan babwa 
pengelolaan APBN telah diselenggarakan be!dasarkan sistem 
pengendalian intern yang memadlli dan aknntllnsi keuangon telah 
diselenggarakan sesuai dengan standar akantllnSi pemerialahan. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenui laporan keuangon dan 
kinelja instansi pemerialah diatur . dengen peraturan 
pemerlntah . ...lSI 

142 

Di dalom pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tabun 2006 Tentang 

Badan Pemeriksa Keuangen berbunyi sebagai barikut 

"BPK bertugas rnemerikan peugelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negera yang dilakaksu oleb Pemerintab Pusa~ Pernetlntab Daerah, 
Lambage Negem lalnnya, Bank Indonesia, Baden Usaba Milik Neg.,.., 
Baden Layanan Urnum, Baden Usaba Milik Daerah, dan lembaga alau 
badan lain yang mengelola keuangan negam." 352 

Dampak pasal 23E UUD 1945 dan UU No. 1 Tabun 2004 jo UU No. 15 

Tabun 2006 adalah BPK mempunyai kewenangan untuk memeriksa keuangan 

BUMN. 

Kewenaugen BPK-Rl memen1<sa badan-badaa hukum privat telab 

mengundang kontroversi pendapat dan sikap, baik di kala.ngan akademisi maupun 

praktis~ apa.lagi dikaitkan dengan masalah tindak pidWla korupsi yang diatur di 

dalam Und8Jlg-Undang No. 31 Tabun 1999 Tentang Pernberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, dimana kedang kola se!llin opini akantllnS~ BPK-RI tanpa bak 

>SI lndoncs!a(h). Op,Cil. Pasal SS ayat (1). 
m. fru.kmesi&(g). Dp.Cit. Pasat 6 ayat (1). 
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mengimbuhl pula pendapat alrunlrulya dangan statement telab teJjadinya kerugian 

keuoogan negara sebagai alcibat tindak pidano korupsi. Selonjulnya dengan 

semangat tJ:oru;plln!nsi yang barlebihan, hasil laporaqn pemeriksaan BPK-RI 

tersebut didisc/ose di media electronic (website) lrulpa memperhitungkan dampak 

serius bagi keilidupan perekonomilm negara, kilususnya bank-bank BUMNID, 

yang seeara dmstis mengabnni penunman kineJja discbabkan mengbilangnya pasa 

nasabah potensial, mundunnya caJon nasabah. serta urungnya keinginan nasabah 

mengajalrun keedit ke bank-bank BUMNID berdasarkan pasal 2 huruf g 

merupnkan kemmgan negara, yang tentu secara yuridis formal tunduk kepada 

Undang-Undang No. 31 Tabun 1999 Tenlrulg Pemherantasan Tindak Pidano 

Korupsi, padabal kita lahu babwa huhungan keedit antara kreditor dan debito 

adalab hubungnn hukum perdala yang be"ifat hubungnn horizontal dan sederajat, 

dan tidak termasuk ke dahun "lingkangnn kuasa bekem" (rechlsgebeid) huknm 

publik yang tidak sede!1ljat ser!a bmifat hubungan vertikal.'" 

4.2.3 Periilandingan UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan UU No. 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Tcrbatas 

Sebegaimaoa telah dikelahui di dahun sistem hukum Friedhunn 

sebagninuma Ielah dilel1lngkan di atas babwa bagi BUMN selain tunduk kepada 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, tunduk 

pula kepada Undang-Undang No. 40 Tabun 2007 Tentang P...eroan Terbatas. 

Perbandingan mengenai kedua undang-undang tersebut dapat dilihat di 

dalam label di bawab ini. 

No. Pokok Perbedaan BUMN ( UU 19/2003) PT ( UU 4012007 ) 
Persero 

I Pengertian Pe..ero adalab BUMN PT adalah badan 
yaag berbentuk PT yang hukum yang 
modalnya terbagi dalam merupakan 
sahant yang seluruh atau persekutuan modal, 

I paling sedikit 51% didirlkea berdasarkan 

nl Arifm P. Soeria Atmadja (6}. Op.Cif. 28. 
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sahamnya dimllild oleh pe~anjlan, melakukan 
negam IU. yang kegiatan usaha dengan 
tujuannya mengejar modal dasar yang 
keuntungan seluruhnya terbagi 

dalam saham dan 
(Pasall angka 2) memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang ini 
sertaperaturan 
pelaksanaanya. 

(Pasal I angka I) 

2 Pendirian I Diusulkan oleh Menteri Dldirikan oleb 2 orang 
Pembentukan kepada Presiden atau lebih dengan akta 

notaris 
Pasal !Oayat(l) 

Pasal7 angka(l) 
dan dengan akta notaris 

(Pasal 7 (!) jo Pasal 7 
angka (J) UU.40/2007) 

. 
3 Status bad1111 Tidal< diatur dl dalam UU Pada tanggal 

hukwn 1912003 seblngga dlterbitkannya 
mengacu kepada uu Keputusan Menreri 
4012007 men~nai.pengesahan 

BadanHukum 
Padn tanggal Perseroan 
diterbitkannya Keputusan 
Menteri mengenai Pasal 7 angka ( 4) 
pengesahan badan hukum 
perseroan 

Pasal 7 angka (4) UU 
4012007 

4 Ketentuan yang UU 1912003 dan UU UU 4012007 dan 
berlaku 4012007 (Pasal II) Allggaran Dasar serta 

Peratumn Peruodang-
Undangan lainnya 

(Pasal4) 

- ------- -----
. 
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5 Maksuddan a.menyediakan barang Maksud dan tujuan 
Tujuan dan/atau jasa yang tidak bertentangan 

bermutu tinggi dan dengan ketentuan 
berdaya saing kuat; peraturan perundang-

undangan, lretertiban 
b.mengejar keuntungan umum dan/atau 

guna meningkatkan nilai kesusilaan. 
perusahaan (Pasal 12) 

(Pasal2) 

Maksud dan tujuan 
dimuat di dalam 
anggaran dasar 

(Pasal15 angka(l) 
hurufb) 

6 Letak Anggaran Tidak diatur di dalarn UU Di dalam Akta 
Dasar !912003 sehingga Pendirian 

mengacu kepada UU 
4012007 Pasal 8 angka (I) UU 

Di da1am Akta Pendirian 4012007 

(Pasal 8 angka I) UU 
4012007) 

7 Organ RUPS; Direk.si dan RUPS (Pasal 75- 91 ), 
Komisaris Direksi dan Dewan 

Komisaris (Pasal 92-
(Pasall3) 121) 

8 Modal ModaiBUMN Modal dasar Pf terdiri 
merupakan dan berasal atas seluruh nilai 
dari kekayaan negara yang nominal saham (pasal 
dipisehkan 31 ayat (I)) 

(Pasal4) Paling sedildt Rp 50 
juta (pasal 32 ayat (I)) 

Paling scdikit 25% 
harus dl-tempetkan 
dan disetor penuh 

I (Pasal 33 ayat I)) 
9 ·saham Terbagi dalam saham Dikeluarkan atas 
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yang seluruhnya atau nama pemiliknya. 
paling sedikit 51% (Pasal48) 
dimiliki oleh negara R.I. 

Nilai sallllm harus 
(Pasall angka 2) dicantumkan dalam 

mail! oang rupiah. 
(pasal49) 

Saham memberikan 
hak kepada pemilik 
nya untuk: menghadiri 
dan mengeluarkan 
suara dalam RUPS, 
menerima pembayaran 
deviden dan sisa 
kekeyaan basil 
likeidasi dan 
menjalankan hak 
lahmya herdasarkan 
UU ini (Pasal52) 

10 Rencana kerja Direksi wajib menyiapkan Di dalam UU No. 
jangka panjang rancangon rencana kerja 4<>12007 tidak diatur 

jangka panjang 5 illlam. mengenai rencana 
keJjaja:ngka panjang 

Rancangan tersebut yang 
telah ditaudatangani 
bersama dengan 
Komisaris disampaikan 
kepeda RUPS untuk 
mendapat pengesahan 

(Pasal21) 

II Rencana Kerja Direksi wajib menyiapkan Direksi menyusun 
rancangan rencana ketja rencana kerja tahunan 
dao anggaran perusahaan sebelum dimulainya 
yang merupeken !ahun buke yang akan 
penjabaran tahunan dari dataug. (Pasal 63 ayat 
rencana jangka panjang (I)) 

Rancangan tersebut wajib Rencana kerja tersebut 
disampaikan kepada memuatjuga anggaran 
RUPS untuk memperoleh tahunan Perseroan 
pengesahan untuk !ahun buko 

I yang akan dataug, .. . 

Univ&rSftas Indonesia 

Dualisme Pengaturan..., Chandra Sugiarto, FEB UI, 2010



147 

(Pasal22) (Pasal63 ayat (2)) 

Rencana kelja rersebut 
disampai kan kepada 
Dewan Komisaris aiau 
RUPS sebagai mana 
di tentukan dadam 
anggaran dasar (Pasal 
64 ayat (!)) 

---
12 Penggunaan Laba UU No. 1912003 tidak Perseroan wajib 

mengatur mengenai menyisihkanjumlah 
penggunaan laba sebingga tertentu dari laba 
dipergunnken 1m 4012007 bersfh setiap tahun 

buku untuk cadangan. 
(pasal70 ayat (!)) 

Kewajiban tersebut 
berluku apabila 
perseroan mempunyai 
saldo laba pcsitif 
(Pasal70 ayat (2)) 

Penyisiban laba bernih 
dilukukan sampai 
cadangan meooapai 
paling sedikit 20% 
dari jumlah mndal 
yang ditempatkan dan 
disetor. (pasal70 ayat 
(3)) 

Cadangan yang belum 
mencepai 20% hanya 
boleh dipargunakan 
untuk menutup 
Irerugian yang tidak 
dapat dipannhi oleh 
cadangan lain 9Pasal 
70ayat (4)) 

Pengganaan laba 
bersih t-ennasuk. 
panentuan jumlah 
penyisihan untuk 
cadangan diputuskan 
olehRUPS foasal71 
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ayat{l)) 

Seluruh laba bersih 
selelah dikurangi 
penyisihan untuk 
cadangan dibagikan 
kepada pemegang 
sabam sebagai 
deviden, kecuali 
ditentukan lain oleh 
RUPS. (P ... tn ayat 
(2)) 

Deviden hanya boleh 
dibagikan apabila 
Perseroan mentpunyai 
satdo laba positif 
(P..al 71 ayat (3)) 

l3 Penggabaugan, Penggabungan arau Penggabungan dan 
Peleburan, dan peleburnn BUMN dapat peleburan parseroan 
Pengambilalihan dilakukan dengan BUMN mengakibatkan 

lainnya yang telah ada Perseroan yang 
{Pllsal63 ayat (I)) menggabungkan atau 

meleburk:an dari 
Suatu BUMN dapat berakbir !<arena 
mengambll alih BUMN bakum (pasal 122 ayat 
danlatau perseroan (1)) 
terbatas lainnya. (pasal63 
ayat (2)) Pengambllalihan 

dilakukan dengan earn 
Pembubaran BUMN pengambi!alihan 
ditempkan dengan sabam yang telab 
Peraturan Pemerinlah. diluaskan oleh 
(PB$31 64 ayat ( 1)) Perseroan melalul 

Direksi Perseroan atau 
langsung dari 
pemegang sabam. 
(pasal 125 ayat (I)) 

14 Pembubaran Pembubarnn BUMN Pembubaran 
ditetapkan dengan Perseroan terjadi: 
Peraturan Pemerlntah. 
(Pasal64 ayat (1)) l.Berdasarhn 

aoabila tidak ditetaokan 
keputusan0~PS, 2.Karena ian 
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lain dalam Peraturan waktu berdirinya 
Pemerintab, sisa basil yang ditetapkan 
likuidasi atau pembubaran dalamAD 
BUMN dise!orkan berakhir, 
langsung ke Kas Negara 3.Berdasarkan 
(Pasal64 ayat (2)) penetapon 

pengadilan, 
Ditambah dengan 4.Dengan dicabutnya 
ketentuan ada di dahun kepallitm 
UU4012007 berdasadkan 

putusan pengadilan 
niaga yang Ielah 
mempunyai 
kekuatan hukum 
tetap, harta pailit 
perseroan tidak 
cakup untuk 
membeYar biaya 
kepailill!n, 

5.Karena harta pailit 
perseroan yang 
telah dinyatakan 
pailit berada dalam 
keadaan 
insolvens4 
sebagaimana diatur 
dalam UU tentmg 
Kepailitan dan 
Penundaan 
Kewajiban 
Pembayaran 
Utang; atau 

6.Karena dicabut 
izin usaha 
perusabaan 
sehingga 
mewajibkan 
perseroan 
melakukan 
likuidasi sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan 

' 
(Pesall42 ayat (I)) 

Dalam hal teriadi 
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pembubaran perseroan 
wajib diikuti dengan 
likuidasi yang 
di!alrukllnoleh 
likuidator 
atau kurator dan 
perseroan tidal< dapat 
melakukan perbuatan 
hokum kecuati 
diperlukan untuk 
membereskan semua 
urusan perseroan 
dalam rangka 
likuidasi. 

(Pasal142 ayat (2)) 

15 Kewajiban Pemerintah dapat Di dalam UU 40 
Pelayana.n Umum memberikan penugasan Tahun 2007 tidal< 

khusus kepada Persero mengatur mengenai 
untuk menyelenggarakan Kewajiban Peiayanan 
fu.ngsi kemanfaatan umum Umum 
dengan tetap 
memperhatikan maksud 
dan tujuan Persero. 

Setiap penugasan horus 
terlebih dahulu mendapat 
persetujuan RUPS 

(Pasal66) 

16 Tanggung jawah Di dalam UUNo.19 Perseroan yang 
sosialdan Tahun 2003 tidal< diatur menjalankua keglatan 
lingkungan mengenai tanggungjawab usahanya di bidang 

sosiai dan lingkungan. dan!atau herl<aitan 
Persero tunduk juga dengan sumber daya 
dengan UU 40/2007 alam wajib 

melaksanakan 
tanggungjawab sosial 
dan lingkungan 

(Pasal 74 aya!(l)) 

17 Restrukturisasi dan Restrukturisasi dilakukan UU 4012007 tidak 
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Prlvadsasi dengan mmud untuk mengatur mengenai 
menyehatkan BUMN agar restrukturisasi dan 
dapat beroperasi secara privatisasi 
efisien, tnrnsparan dan 
profesional 

(Pasal72ayat(l)) 

Privatisasi dilakulom 
dengan maksud untuk ; 
a. mernperluas 
kepemilikan masyarakat 
atas Persero~ 
b. meningkatkan efisiensi 
dan produktivitas 
perusahaan; 
c. menciptakan struktur 
keuangan dan manajemen 
keuangan yang baU<Ilrua~ 
d. menciptakan struktnr 
industri yang sehat dan 
kompetitif; 
e. menclptak:a.n Persero 
yang berdeya saing dan 
berorientasi global; 
f. menumbuhkan iklim 
usaha,. ekonomi makro, 
dan kapesitas pesar. 

(Pasal74 ayat (!)) 

18 Pemeriksaaan Pemeriksaan laporan Direksi wajib 
Laporan Keuangan keuangan perusahaan menyeruhkan laperan 

dilakulom oleh auditor keuangan Perseroan 
ekstemal yang kepade alruntan 
ditelapkan oleh RUPS publik uotuk diaudit 
untuk Persero dan oleh apebi!a: 
Menterl untuk Perum a. kegiatan usaha 
(Pasal71 ayat(l)) Perseroan adalah 

Badan Pemerlksa menghimpun 

Keuangan berwenang dan/atau mengelola 

untuk melakukan dana masyarakat; 

perne~terhadap b. Perseroan 
menerbitkan surnt BUMN sesuai dengan 
pengakuan ulllng ketentuan peraturan 

I nerundane-undan!!llll kepede masyarakat; 
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(pasal71 ayat (2)) c. Perseroan 
merupakan P=eroan 
Terbulm; 
d. Perseroan 
merupakan persero; 
e. Perseroan 
mempunyai aset 
dan!lllau jumlah 
peredaran usaha 
denganjumlab nilai 
paling 
sedikit 
Rj:>SO.OOO.OOO.OOO,OO 
(lima puluh miliar 
rupiah); atau 
f diwajibkan oleh 
peraturan perumiang-

-
undangan. 
(pasal.68 ayat (!)) 

Dari perbandingan di alas dapat dilihat hahwa ketika UU No. 19/2003 

sama sekali tidak mengatur, maka berlaka ketentuan UU No. 40(2007. Hal ini 

dapat dilihat di dnlam hal tnengenai pendirian I pembentukan, status badan 

hukwn, letak angganm dasar, penggunaan laba, tanggung jawab sosial dan 

lingkangan. Hal ini dikarenakan Pasal II Undang-Undang No 19 Tahun 2003 

Tentang Badal! Usaba Milik Negara berbunyi: 

"Terbadap Persero berlaka segala ketentuan dan prinsip-prinsip 
yang berlaka bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas." 354 

Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah 

digantikan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 

Apahila mengenai bal-bal yang banya diatur di dalam UU No. 19/2003 

banya berlaku kepada persero BUMN saja, tidak berlaku bagi perseroan terbatas 

UU No. 4012007. Hal-hal yang hanya diatur di dalam UU No. 1912003 adalah 

rencana kerja jangka panjang. kewajiban pelayanan umum, restrukturisasi dan 

privatisasi. 

m Ibid.Pasalll. 
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Dalam bel adanya pemamaan-persamaan, kedua undang-undang ternebut 

sama-sama digunakan untuk soling melengkapi. UU No. 19/2003 lebih berlresan 

sef>agai peraturan yang berslfat umum dan UU No. 4012007 lebih Ire aralt yang 

spesifik yang tidak diatur oleh UU No. 1912003. sifat kedua urulang-undang ini 

menurnt saya bersifat komplementer {saling melengkapi). 

Hal yang perlu dlperhatlkan di sini ada!ah mengenai privatisasi BUMN. Di 

dalam pasal 74 ayat (I) UU No. 19 Tahun 2003 yang berbunyi sef>agai berikut: 

"Privatisasi dilakukao dengan maksud untuk : 
a. memperluas kepernilikan masylllllkat a1l!s Persero; 
b. rneningkuikan efisiensi dan prodaktivims perusahaan; 
c. menciptukan sttuktur keuangan dan manajernen lreuangan 
yang baiklkuat; 
d. mencipllllian sttuktur industri yang seba! dan kompetitif; 
e. menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi 
global; 
f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas 
pasar.":m 

Di dalam pasal 86 ayal (I) UU No. 19 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

"Hasil Privatisasi dengan cam penjualan saham milik negara 
disetor langsung ke Kas Negara. ·~ 

Penyetoran duit langsung ke kas negara ini berientangan dengan maksud 

dari privatisasi, karena maksud dari privatisasi salah satunya adalah meneiptaknn 

struktur keuangan dan manajemen lreuangan yang baiklkuat Perrnasalahan di sini 

adalah cara menciptukan sttuktur keuangan yang kual sementara uang hasil 

privatisasi Jangsung dimasukan ke kas negara. Uang basil privatisasi seharusnya 

dimasukan ke dalam keuangan BUMN sebingga bisa didapat struktur keuangan 

yangkuat. 

Namun bila melihat lrepada perbandingan antara UU No. 19 Tahun 2003 

dan UU No. 4Q Tahun 2007 ternebut maka kita dapat melihat adanya suatu 

perbedaan yaitu di dalam hal mengenai pemeriksaaan laporan keuangan. 

m Indonesia (a). Op.Cit. Pasal72 ayat{2). 
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Di dalam pasal 71 ayat (I) UU No. 19 Tahun 2003 berbunyi sebogai 
berikut; 

"Pemeriksaan laporan lreuangan perusahaan dilalrekan oleh 
auditor ek:stemal yang ditetaplren oleh RUPS untuk Persero dan 
oleh Menteri untuk Perum" 

Menurut pasal 15 Peraturan Pemerinteh No. 12 Tahun 1998 Tentang 

Perusahaan Persero berbunyi sebagai berikut:"' 

"Direksi wajib menyembkan perbitungan tehunan PERSERO 
kepada akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan sebogaimana ditetapkan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham." 

Perlu diingat behwa menurut pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 

2003 Tentang Badan Usahe Millk Negara berbWJyi:'" 

"Terbadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang 
berlalre bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1995 ten tang Perseroan Terbalas." (Undang-Undang No. 
l Tahun 1995 telah digantikan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun2007 
Tentang Perseroan Terbatas) 

Dengan jelas diatur mengenai hal perneriksaan babwa pemeriksaan 

BUMN persero barus diserahkan kepada akuntan publik sebegaimana tertera di 

da1am pasal 68 ayat (!) Undani!"Undang No. 40 Tehun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas yang berbunyi : 

li,Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan 
kepada akuntan publik Wltuk diaudit apabila: 
a. kegiatan osaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau 
rnengelola dana masyamkat; 
b. Perseroan menerbitkan sural pengakuan utang kepada 
masyarakat; 
c. Perseroan merupolren Perseroan Terbuka; 
d. Perseroan merupakan persero; 
e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha 
dangan jumlah nilai paling 
sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau 
f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.') 

.m; Indonesia (w). Peraturan Pemerifllah Rtfpub/ik Indonesia No. 12 Taftun 1998 Tento11g 
Pemsahaan Persero {Per.sero). PasaliS. 

m Indonesia (a). Op.Cit. Pasal II. 
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Namun sangat disayangkan di dalwn undang-undang mengenai BUMN 

sendiri terdapat kontradiksi mengenai hal pemeriksaan. Di dalam pass! 71 ayat (2) 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang berbunyi : 

"Badan Perneriksa Keuangan berwenang melakukan 
pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan 
perntunm perundang-undangan." 

Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang 

Badan Pemeriksa Keuangan berbunyi sebagai berikut: 

''BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara yang dilakukun oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lahmya, Bank Indonesia, 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanaa lhnwn, Badan 
Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang 
mengelola keuangan negara." 358 

4.2.4. Perhedaan Pendapat Antara Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 

Dengan Undang-Undaog No. 40 Tahuo 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

Pemeriksaan BUMN oleh BPK juga didukuog oleh Tap. MPR Rl No. 

X/MPR/2001 tentang Lapornn Pelaksanaan Putusan Majelis PermusyawaJatan 

Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tmggi Negara pada Sidang Tehunan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 200 I berupa 

rekomendasi terhadap BPK yang berbunyi sebagai berikut:'" 

" a. Badan pemeriksa keuangan roerupakan satu-satunya 
lembaga pemeriksa ek..temal keuangan negara dan pernnannya 
perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen. 
b. Badan pemeriksa keuangan perlu meningkatkan intensitas dan 
efektifitas pameriksaan terbadap lembaga-lembaga tinggi negara , 
institusi pemerintab, BUMN, BUMD dan lembaga lembaga lain 
yang menggunakao uang negara." 

Rekomendasi Tap. MPR Rl No. XIMPR/200 l yang bersililt imperatif 

seoleh-olah Kete(apan MPR tersebut menjadi dasar hukum bagi BPK-RI untuk 

m lndonesla (g). Op.Cit. Pasal 6 ayat(l), 
l.W !hid. 
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serta merta berwenang melalrulom pemeriksaan terhadap BUMN dan BUMD. Hal 

ini dilakukan tanpa mempers<>alkan hukum yang berlaku terhadap badan hukum 

maupun status hukum "uang" yang dikelola dan dipertnnggungjawabkan oleh 

suatu badan hukum privat, termasuk persero, dimana secara tegas menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia 

merupakan badan bukum privat dan keuangannya tiduk lagi dengan sangkut paul 

dengan keuangan negara meski 100% sahamnya dimiliki oleh negara.""' 

Mengenai Tap. MPR Rl No. XIMPR/2001 ini sudab tiduk mempunyui bisa 

digunakan sebagai dasar kewenangan BPK untuk memerikea keuangan BUMN 

kerena ketetapan MPR tersebut tidek berada di dalam peratumn perundaug­

undangan, baJ ini sangatjelas tergambar di dalam pasn12 Undaug-Undang No 10 

Tabun 2004 Tentang Pembentakan Pemturnn Perundang-Undangan dijelaskan 

yang berbunyi: 351 

"'Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah 
sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 
1945; . 
b. Undang-Urnlang!Peraturan Pemerintab Pengganti Undang­
Undang; 
c. Peraturan Pemerinta.b; 
d. Pemturnn Peesiden; 
e. Peratunm Daerah terditi dari: 
• P<ratunm Daerab provinsi dibuat oleh dewao perwekilan 

rakyat dnemh provinsi bersama dengan gubemur; 
• Peraturan Daerah kabupaten/koto dibuat oleh dewan 

perwekllan rakyat daerab kabupatenlkota bersama 
bupati/walikota; 

• Peraturan Desalperatumn yang setingkat, dibuat oleh badan 
perwakilan desa atau nama ainnya ~rsama dengan kepala 
desa atau nama lainnya." 

Di dalam pasal 6 ayat (I) Undaug-Undang No. 15 Tabun 2006 Terrtang 

Badan Pemeriksa Keuangan dije1ask:an bahwa BPK benvennng memerlksa 

BUMN, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:"' 

J(j,) Ibid. 
161 Indonesia (i}. Op.Cil. Pasal2, 
J~ Indonesia (g). Op.Cil. Pusul6 uyat (1). 
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"BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 
lreuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusa~ 
Pemerintah Daerab, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, 
Badan Usaba Milik Negara, Badan Leyaoan Umum, Badan 
Usaba Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang 
mengelo!a keuangnn negara." 
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Pasal 4 ayat (I) Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaba 

Milik Negara berbunyi: 

"Modal BUMN merupakan dan berasal dori lrekayaan negara 
yang dipisabk.an". 363 

Penjelasan pssal4 ayat (I) Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang 

Badan Usaba Milik Negara berbunyi:"' 

"Yang dbeakand dengan dipisabkan adalah pemisaban lrekayaan 
negara dari Anggaran Pendapail!n dan Belanja Negara untuk 
dijadikan penyertaan modal negara peda BUMN untuk 
selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidal: lagi didasatkan 
pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun 
pembinaan dan pengelolaannya didasatkan pada prinsip-prinsip 
perusahaan yang sehat" 

Pasal II Uodang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik 

Negara berbunyi:'" 

"Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip 
yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam 
Uodang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbntas. 11 

Uodang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah 

digantikan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terhatas. 

Undang-Undang No, 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal68 

ayat (1) berbunyi: 

"Dlreksi wajib menyerahkan Jnporan keuangan Perseroan 
kepada akuntan publik: 
a kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau 
mengelola dana masyarakat; 

lt.l Ibid. Pnsal4 ayat (l). 
l6t Ibid. penje!asan pasal4nyal (I}. 
n> Ibid. Pasal 11. 
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b. Perseroan rnenerbitkan swat pengalruan utang kepada 
rnasyarakat; 
c. Perseroan rnerupakan Petseroan Terbuka; 
d. Perseroan merupakan persero; 
e. Petseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha 
dengan jllll!lah nilai paling 
sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau 
f. dlwajibkan oleh pemturan perundang-undangan." 

UU.15 Tahun 2006 UU No. 40 Tabun 2007 

Materiil Formil Materiil Formil 

Ya Ya Ya Ya 
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Dengan melihat label di alas make dapat dikelahui bahwa UU No. 15 

Tahun 2006 dan UU No. 40 Tabun 2007 memenuhi persyaratan furmil dan 

materiil sehingga dapat diberlakukan asos lex speclalis derogaJ lex generalis 

(undang-undang yang ber.lifat khusus menyampingkan undang-undang yang 

bersifat umum). 

UU No. 15 Tahun 2006 mengatur mengenai ruang lingkup dari 

pemeriksaan dari BPK termasuk di datamnya adalab BUMN namun dengan 

adanya UU No. 19 Tabun 2003 jo UU 40 Tahun 2007 mengatur bebwa yang 

berwernmg untuk memeriksa keuangan BUMN adalab akuntan publik. Dengan 

demikian BPK tidak: mempunyai kewenangan untuk memerlksa keuangan 

BUMN. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1954 Tentang Pemakaian 

Gelar Ak:untan yang penjabarannya diatur Jebih lanjut oleh Menteri Keuangan 

dengan Sural Keputusan Menteri Keuangan RI No. 431MK.07fl997 tentang Jasa 

Akuntan Pebtik yang ketuudian diubahlditambah dengan Surat Keputusan 

Menteri Keuangan R1 Nomor 470/KMK.Olfl999, dimana pasal l menetapkan 

Akuntan Peblik adalah akentan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk 

menjalankan pekerjaan akuntan publik dan terdaftar di Departemen Keuangan.300 

BPK bukan merupakan ak.untan publik yang mendapat izin Menteri 

Keuangan maupun terdaftar di Departemen Keuangan sesuai dengan peraturan 

lM Arifin P. Soeria Atmadja (6}. Op.Cil. Hal. 30 
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perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian ynng berhak melakukan 

pemeriksaan keuangan di BUMN adalah akuntansi pub!ik. 

Dengan adanya peraruran perundang-undangan yang soling bertentangan 

seperti Ielah diterangkan di awal, ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal 

Peraturan Perundang~Undangan untuk rnelakukan hannonisasi diantara peratutan 

perundang-undangan. Hal ini dapet dilihat di dalam fungsi Direktorat Jenderal 

Peraturan Penmdang-Undangan yaitu:367 

1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang peraturan 

perundang-udangan menyelenggaraktm yang berlaku; 

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang peraturan penmdang-undangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3. Perumusan standar, nonna, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang 

peraturan perundang-undangan; 

4. Pernberian bimbingan teknis dan evaluasi; 

5. Pelaksanaan urnsan administrative kepada semua unsur di llngkungan 

Direktorat Jenderat; 

6. Perancangan pengbarmonisasian, pernantauan dan evaluasi penyusunan 

dan pembentukan peraturan perundang-undangan; 

7. Penerbitan dan publikesi rancangan, pr<>ses dan hasil rancangan peraturan 

perundang-undangan serta bahan pendukung rancangan perandang­

undangan. 

301 Dlrektoret Jendera! Peretutan Perundang-Undangan. Hukum Ham.Jnfo. 
htip:l/hukumham.irrfo llru:lex.php? opli~4Xlm ~ ctmtent&task=i-'iew&id=48&ltemid= 51. Diunduh 
pada- 'Jruwarl2009. 
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S.l Kesimpulan 

BabV 

Keseimpulan Dan Saran 

Dengan anaUsis"iHlalisis mengenai status hokum kredit bermasalah bank~ 

bank BUMN dan terbambatnya penyelesaian NPL, dengan demikian dapat 

diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: 

l. Siatus hukum kredit bermasalah bank BUMN bukun 

merupakun piutang negara dan cara penyelesaianya digunakan 

cara-eara yang umum digunakan di dalam parbaukun untuk 

menyelesaik.an NPL. 

2. BPK masih menganggap bahwa kekayaan BUMN adalah 

kukayaan negara sehingga bisa dilakukan pemeriksaan dan 

proses penyelesalan NPL harus didasarkan kepada UU No. 

49/PrpJI%0 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara. 

3. Berdasarkan UU No. !9 Tahun 2003 jo UU No. 40 Tahun 2007 

yang berhak untuk melakukun pemeriksaan adalah akuntan 

publlk. BPK bukan merupakun akuntan publik yang mendapat 

izin Menteri Keunngun maupun terdaftar di Dcpartemen 

Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

4. Proses penyelesaian kredit bennasalah tidak perlu melalui 

Panitia Urusan Piutang Negara namun bisa melalui cara-cara 

yang biasa digunakan dalam perbankan. Hal ini menimbulkan 

kepastian hakum bagi para banlcir aehingga tidak parlu tukut 

lagi akan melanggar peraturan perundang-undangan da!am 

proses penyelcsaian kredit bermasalah 
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5.2 Saran-Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan untuk menyelesaikan pennasalahan ini 

ada1ah: 

1. Perlu diadakan suatu harmonisasi antara UU No. 19 Tahun 2003 dengan 

UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU No. 15 Tahun 

2006 dan peraturan perundang-undangan turunannya 

2. Perlu perbaikan isi UU No. 19 Tahun 2003 tidak perlu ada pasal 71 ayat 

(2) bahwa BPK berwenang memeriksa BUMN. Hal ini menyesatkan 

rnasyarakat karena sudah jelas bahwa yang berhak memeriksa BUMN 

adalah akuntan publik. 
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